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uatu kebanggaan bagi saya, selaku Rektor Universitas Sriwijaya,

manakala Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu

Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Syaifuddin,
§.H., M.Hum dan Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum, telah
berhasil menulis dan menerbitkan buku berjudul “Perjanjian Jual
Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten”. Oleh karena itu, puji
dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Mengetahui,
yang telah melimpahkan ilmu dan hikmah kepada kita semua.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organi-
zation telah mengarahkan Indonesia untuk siap melakukan persaingan
bisnis internasional yang mengarah kepada perlindungan hak kekayaan
intelektual (HKI).

Paten sebagai HKI mempunyai peranan dalam meningkatkan
pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, keanekaragaman sosial-
budaya yang berkembang di Indonesia yang dipadupadankan dengan
upaya unt k ikut berpartisipasi dalam globalisasi perdagangan dengan
mengembangkan sistem perlindungan hukum yang memadai terhadap
paten akan mendorong akselerasi pengembangan teknologi yang dapat
berdampak positif terhadap pembangunan industri Indonesia.

Saat ini, secara normatif, paten di Indonesia telah dilindungi
oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Namun,
secara praktikal, rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya
pemahaman mengenai hukum paten, tidak hanya di kalangan
masyarakat, tetapi juga aparatur penegak hukum, justru menjadi
penghambat terwujudnya perlindungan paten di Indonesia. Terjadinya
kasus-kasus pelanggaran (peniruan, pemalsuan, dll.) paten dan klaim
paten oleh warga negara dan pemerintah negara-negara lain, termasuk
besarnya potensi pelanggaran paten, antara lain, paten sederhana
dalam proses industri rumah panggung bongkar pasang (knock down
house) khas Tanjung Batu (Ogan Ilir, Sumatera Selatan), telah menya-
darkan kita sebagai bangsa Indonesia bahwa hukum paten perlu




dipahami, diterapkan dan ditegakkan secara serius oleh pihak-pihak
yang berkepentingan. '
‘ Meskipun “pasti ada kelemahan dalam setiap karya tulis
ilmiah”, namun secara teoretikal, buku ini dapat menjadi bahan ajar
tidak hanya bagi para mahasiswa yang mendalami ilmu hukum, tetapi
juga ilmu ekonomi, dan ilmu teknik, karena substansinya mengkaji
secara komprehensif perjanjian jual beli berklausula perlindungan
hukum paten sebagai HKI. Selain itu, secara praktikal, buku ini
dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Indonesia, khususnya aparatur
penegak hukum, pelaku usaha, inventor, dan masyarakat luas peng-
guna paten, dalam upaya melindungi paten, khususnya mencegah
dan menyelesaikan pelanggaran paten yang dihasilkan oleh para in-
ventor Indonesia. '

Pada akhirnya, kepada penulis layak disampaikan ucapan

selamat atas penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga kerja ilmiah-

nya akan'ten}s berlanjut dan dapat memotivasi rekan-rekan sejawat
lainnya dl. Universitas Sriwijaya, khususnya di Fakultas Hukum, untuk
menghasilkan karya tulis ilmiah berupa buku di masa mendatang.

Palembang, November 2009

Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.
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Ucapan Terima Kasih Penulis

Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

Maha Mengetahui yang telah memberi ilmu dan hikmah,

sehingga proses penulisan dan penerbitan buku yang berjudul
“Perjanjian Jual beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten” dapat
diselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan luaran (output) dari Penelitian Hibah
Strategis Nasional yang berjudul “Model Perjanjian Jual Beli Rumah
Panggung Bongkar Pasang (Knockdown House) Berperspektif Hak
Kekayaan Intelektual di Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan
Ilir Propinsi Sumatera Selatan” yang didanai oleh Direktorat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0200.0/023-04.2/
V1/2009 Tanggal 31 Desember 2008, Surat Keputusan Rektor Uni-
versitas Sriwijaya Nomor: 039/H9/KP/PL/2009 Tanggal 19 Pebruari
2009 perihal Persetujuan Judul dan Penunjukkan Tenaga Pelaksana
Penelitian Hibah Strategis Nasional dan Potensi Pendidikan Univer-
sitas Sriwijaya Tahun 2009, dan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Penelitian Hibah Strategis Nasional Tahun Anggaran 2009 Nomor:
078/H9.2.1/PL/2009 Tanggal 2 Maret 2009.

Penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua
pihak yang telah banyak membantu selama proses penulisan dan
penerbitan buku ini, yaitu:

1. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional, yang telah mendanai Penelitian Hibah Strategis
Nasional yang luarannya, antara lain, buku ini;

2. Rektor Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan
persetujuannya kepada penulis untuk mengembangkan Ilmu

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah yang




Hukum Bisnis, khususnya mengembangkan fungsi Hukum
Perjanjian sebagai sarana perlindungan hukum HKI, yang
diwujudkan secara konkrit dalam buku ini sebagai luaran dari
Penelitian Hibah Strategis Nasional. Selain itu, terima kasih
juga disampaikan atas motivasi yang diberikan, tidak hanya
bagi penulis, tetapi juga bagi rekan sejawat lainnya, dalam
kata pengantarnya yang ringkas tetapi bernas dalam buku ini;

3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, yang telah
menyeleksi, menyetujui, mengelola dan mengevaluasi secara
baik Penelitian Hibah Strategis Nasional yang dilakukan oleh
penulis, sehingga menghasilkan luaran berupa buku ini yang
sangat bermanfaat sebagai referensi sekaligus bahan ajar bagi
mahasiswa yang mendalami ilmu hukum bisnis;

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang senantiasa
memotivasi penulis untuk selalu menghasilkan karya akademik
dalam bentuk buku, mengingat saat ini masih sangat langka
buku yang dihasilkan oleh Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya;

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang
dengan tulus ikhlas telah mendo’akan dan memotivasi penulis
untuk terus menghasilkan karya akademik berupa buku yang
bermanfaat baik secara teoretik hukum maupun praktik hukum
di masa mendatang,.

Terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Tunggal
Mandiri Publishing yang telah bersedia menerbitkan naskah buku
ini secara profesional. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semua
ini masih dalam proses belajar, belajar, dan terus belajar sampai
akhir hayat. Untuk itu, saran dan kritik membangun dari para pembaca
guna perbaikan buku ini dan karya tulis ilmiah lainnya di masa
mendatang sangat penulis harapkan.

Palembang, November 2009

Penulis
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Pendahuluan

logis dari berkembangnya kerjasama bisnis antar pelaku

bisnis. Banyak bahkan hampir setiap kerjasama bisnis
dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk perjanjian tertulis.

Jadi, dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman

bahwa kerjasama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis.

Perjanjian secara tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku

bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak .

melaksanakan apa yang dijanjikan dalam perjanjian.

Secara yuridis, selain perjanjian secara tertulis para
pihak juga dapat melakukan perjanjian secara lisan (oral),
namun perjanjian secara lisan ini mengandung risiko yang
sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan jika terjadi
sengketa.

Tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan ben-
tuk perjanjian tidak terlepas dari 3 (tiga) faktor yang meme-
ngaruhinya, yaitu:

1. Faktor internal, yaitu faktor yang datang dari berbagai
kebijakan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya
sebagai pengemban penciptaan kemakmuran negara
dan rakyat, sehingga harus turut campur tangan dalam
bidang ekonomi, misalnya di negara Indonesia dikeluar-
kannya berbagai paket deregulasi yang membuka ke-
sempatan berbagai pihak, baik warga negara Indonesia
maupun warga negara asing untuk mengembangkan
usahanya di Indonesia;

Perjan,ian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi




2. Faktor eksternal, yaitu faktor vang datang dari luar
negeri yang telah mendorong perekonomian nasional
makin terbuka dan transparan akibat dari makin besar-
nya desakan arus globalisasi perekonomian dunia. Dalam
hal ini tentunya akan banyak unsur-unsur asing yang
memengaruhi sistem hukum nasional. Bagi negara In-
donesia hal ini sudah terjadi sejak sekian tahun yang
lalu sejak dibukanya kran bagi investasi asing seluas-
luasnya di betbagai bidang, kecuali bidang-bidang ter-
tentu yang tertutup bagi investasi asing. Apalagi dengan
adanya pemberlakuan pasar bebas (free trade), sehingga
tidak ada lagi hambatan-hambatan dalam berbisnis
secara internasional. Dengan adanya globalisasi ekonomi
seperti pasar bebas diharapkan akan meningkatkan
kerjasama di segala bidang, sehingga mendorong kegiat-
an kontraktual, baik yang dilakukan oleh pemerintah
maupun swasta dan makin berkembang prinsip-prinsip
serta bentuk-bentuk kontrak baru;

Meningkatnya frekuensi dan aneka macam dan bentuk
kegiatan bisnis. Tingkat kebutuhan suaru negara makin
lama makin meningkat sebagai akibat dari perkem-
bangan dan pertumbuhan penduduk. Untuk memenuhj
kebutuhan sendiri, kadang-kadang suatu masyarakat
atau negara harus meminta bantuan kepada masyarakat
lain atau negara lain, karena ridak satupun masyarakat
atau negara yang dapat memenuhi semua kebutuhan

rakyatnya sendiri. Untuk itu, frekuensi bisnis selalu

berkembang dan meningkat. Akibat dari berkembang

dan meningkatnya kegiatan bisnis, maka intensitas ke-

giatan pembuatan kontrak juga makin banyak, karena

semua hubungan hukum yang terjadi selalu dicerminkan

ke dalam perjanjian atau kontrak tertulis.

(9%}
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' Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1994. Naskah Akademis Kontrak Dagang,
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta,hlm. 2-4.
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Sehubungan dengan berke{nbang dan‘ meningkat}n)‘za
kegiatan kontraktual, Joni Em'lrzon men]elml;kan ls;c—: ai1:
perlunya ketentuan hukum yang ]_elas dalam kegiiltin 1slr<13n,
juga diperlukan keahlian para pihak dalam mela sgnafian
kegiatan bisnis, terutama pembuatan k(?nt_r‘ak atau perjanjian.
Keahlian penyusunan kontrak atau perjanjian sangat pentmgj
khususnya pelaku bisnis, lcnrcxll-a dalam lco‘ntral( at(zilja plell;1
janjian terdapat hak dan l(IGW'J]lbai] apa saja yagg. 1mil;l_
oleh para pihak dalam ker]asamz} tf%.rsebut, sean mnyz;(-
hal demikian ridak jelas dalam perjanjian, maka kemung inan
besar akan terjadi perselisihan atau kOIlfl'lk yang sulit dise-
lesaikan. Oleh karena itu kontrak atan perjanjian sangat pen-
ting dan merupakan pedoman kerja bagi para pihak yang ter:
kait. Namun demikian, dalam penyusunan kontrak atzi.u per
janjian tidak dapat secara sewenang-wenang dan per u.gle
merhatikan ketentuan perundang—undangans ketertiban
umum, kebiasaan dan kesusilaan yang b_erlalfu.- L5,

Perjanjian mempunyai fungsi yuridis, yaitu mewujudkan
kepastian hukum bagi para pihak yang men'lbuat perl]anllz.t:lu.
Selain itu, perjanjian juga mempunyai fungsll f:l‘c(.)n‘on*lusﬁ yai
menggerakkan sumber daya (hak) yang d1r{11l1.k1.1(:).e p:i
pihak dari nilai pemanfaafalll yang rendah menjadi nilai pem

a rang lebih tinggi.’ v
f"ata“l:)l;;ii yuridisggan fungsi (.akonon?is suatu perjanjiaz
dapat dikembangkan untuk“mel%ndungi. kepentm{g(aﬁ pa:l_
pihak yang membuat perjanjian jlual beli, termasu epedi_
tingan melindungi hak kekayaan intelektual (selan(liutllljyad :
singkat HKI), termasuk paten, yang mlelekat pada Penliz_
barang yang menjadi objek perjanjian jual behnya:d_erdan
dungan paten dengan mengembangkan fungsi yuridis

i 4 < bit
2 Joni Emirzon. 1998. Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak, Pener

iversitas Sriwijaya, Palembang, him. 7. ‘ . _
3 ;J:;::T:T;—l[ S 2003. Perkembangan Hukum Kontrak Innominal di Indonesia,

Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35
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ekonomis perjanjian, berarti upaya melindungi paten secara
preventif atau mencegah satu pihak dalam perjanjian jual beli
}Jx}tuk tidak menggunakan paten milik pihak lainnya tanpa
1zin atau persetujuan pihak lainnya tersebut.

Paten adalah suatu produk industri yang dihasilkan dari
kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang berbasis
intelektual yang dimiliki oleh manusia, yang dapat menjadi
sarana memperoleh nilai tambah ekonomi (economy value
added), yang berperan penting dalam pengembangan perin-
dustrian dan perdagangan di Indonesia.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, HKI (tentu saja ter-
masuk paten, Pen-) adalah “suatu hak yang timbul dari karya
n.‘xtelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan mate-
nil”.:‘ Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa paten se-
bagai bagian dari HKI, mempunyai sifat eksklusif yang diberi-
!<an oleh negara kepada inventor atau pemegang paten selama
jangka waktu tertentu untuk menjual, melisensikan dan mem-
peroleh keuntungan ekonomis.

Industri-industri besar, menengah, dan kecil dalam sis-
tem perdagangan bebas perlu dikembangkan agar dapat
n?engh-asilkan produk yang berkualitas, harga terjangkau,
dlsertal'manajemen pemasaran yang tepat, supaya mempunyai
daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar
lgar negeri. Oleh karena itu, invensi harus dihasilkan sedemi-
klan.rupa, sehingga mengandung nilai kebaruan, langkah in-
venpf, dan dapat diterapkan dalam industri, sehingga mempu-
nyai harga jual yang tinggi agar inventor atau pemegang pa-
tennya dapat memperoleh keuntungan materiil dari proses
dan produk patennya tersebut.

Menurut O.K. Saidin, bagaimanapun juga karya intelek-
tual yang syarat dengan aktivitas ilmu pengetahuan, temuan

* Peter Mahmud Marzuki. 1996. “Pemahaman Praktis mengenai Hak Milik”,
Jurnzl Hukum Ekonomi, FH Unair, Surabaya, Edisi 11, Februari, hlm. 41.
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dalam bidang teknologi industri dan tak terpisahkan dengan
dunia bisnis, sudah tentu tidak dapat dipisahkan dari aspek
ekonomi dan politik internasional, termasuk kebijakan inves-
tasi asing. Investasi asing memang tidak dapat dimusuhi, ma-
nakala Indonesia ingin ambil bagian dalam percaturan
ekonomi dunia. Investasi asing tidak akan masuk begitu saja,
tanpa ada jaminan bahwa investasi mereka (sebagian besar
dalam wujud HKI) dilindungi secara hukum.’

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, telah
menempatkan Indonesia sebagai negara yang siap melakukan
persaingan bisnis internasional di era global, yang menurut
Ida Bagus Wyasa Putra, karakter persaingan bisnis interna-
sional itu akan mengarah kepada urgensi perlindungan HKI,
termasuk paten, disebabkan beberapa faktor, yaitu: pertama,
kecilnya perlindungan dan besarnya kuantitas pembajakan
HKI di kebanyakan negara berkembang; kedua, pembajakan
(unfair trade practice) sebagai bentuk pelanggaran terhadap
HKI dapat menimbulkan kerugian terhadap produser, misal-
nya penurunan omset produksi, besarnya biaya untuk penje-
jakan pembajak, merosotnya daya hidup perusahaan, keru-
gian terhadap konsumen, misalnya konsumen mendapat ba-
rang palsu yang sering kualitasnya lebih buruk.¢

Saat ini, paten sebagai proses dan produk teknologi
yang dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan
karsa yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh manusia
sudah dilindungi oleh rezim hukum paten yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
(selanjutnya disingkat UU Paten No. 14/2001).

Perlindungan UU Paten No. 14/2001 terhadap paten
diberikan negara melalui sistem pendaftaran. Oleh karena

5 O.K. Saidin. Aspek Hukum Kekayaan Intelekrual (Intellectual Property Rights),
PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29-30.

¢ Ida Bagus Wyasa Putra. 2000. Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dan
Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, him. 49.
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itu, pendaftaran paten perlu digerakkan secara s:rius dari .

level nasional sampai ke.level daerah-daerah di Indonesia
mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya
pemahaman masyarakat tentang arti penting pendaftaran
paten.

Rendahnya tingkat kesadaran dan kurangnya pema-
haman masyarakat tentang arti pentingnya pendaftaran paten
seringkali menimbulkan dampak yang negatif bagi pereko-
nomian negara. Kendala untuk dapat memberikan perlin-
dungan hukum terhadap paten di Indonesia adalah justru
masyarakat Indonesia sendiri yang di satu sisi masih
menganggap HKI sebagai suatu public right yang mempunyai
fungsi sosial, bukan suatu hak privat yang membutuhkan
perlindungan hukum.

Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang tidak
merasa keberatan apabila paten mereka ditiru oleh pihak lain.
Kasus semacam ini dapat dijumpai di Desa Tanjung Seberang,
Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan llir, Provinsi
Sumatera Selatan, yang masih terdapat warga masyarakatnya
yang tidak berkeberatan dengan adanya tindak peniruan
tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga,
karena dengan ditirunya hasil invensi mereka berupa rumah
panggung bongkar pasang (yang sebenarnya mengandung
unsur paten sederhana), terdapat suatu anggapan bahwa hasil
invensinya tersebut memang betul-betul menarik dan ber-
kesan.

UU Paten No. 14/2001 adalah instrumen hukum yang

harus dapat digunakan dalam upaya mewujudkan perlin-
dungan hukum terhadap paten secara komprehensif, yang
dimaksudkan untuk mendorong kreativitas cipta, rasa, dan
karsa yang berbasis intelektualitas yang dimiliki oleh inven-
tor, sehingga mampu terus-menerus membuat invensi baru
yang dapat diberikan paten oleh negara.

Dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi yang
mampu mendorong dihasilkannya invensi-invensi baru dan
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p——

sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah,. pcirlu
dikembangkan fungsi yuridis dan fungsi ekonomi perjanjian
sebagai sarana hukum preventif yang lebih konkret, untuk
mencegah satu pihak menggunakan paten (secara melawan
hukum) yang melekat pada benda/barang hasil invensi dalam
perjanjian jual beli.
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Perianiian

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah satu dari beberapa sumber hukum
perikatan yang diatur dalam Buku ITI Bab Kedua KUH Per-
data. Selain perjanjian, sumber hukum perikatan lainnya ada-
lah undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak
tertulis dan ilmu (doktrin) hukum. Undang-undang yang juga

. sebagai sumber hukum perikatan masih dibagi lagi menjadi

dua, yaitu undang-undang saja dan undang-undang karena
perbuatan manusia yang halal dan melawan hukum.

Pasal 1233 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena perjanjian atau karena
undang-undang”. Ini berarti bahwa sumber hukum perikatan,
adalah perjanjian dan undang-undang. Selanjutnya, undang-
undang sebagai sumber hukum perikatan, menurut Pasal
1352 KUH Perdata, dibagi dua, yaitu: pertama, bersumber
dari undang-undang saja, misalnya orang tua yang mempunyai
kewajiban untuk memberikan nafkah; dan kedua, bersumber
dari undang-undang karena perbuatan manusia, yang dibeda-
kan menjadi dua, yaitu: pertama, perbuatan manusia menurut
hukum, misalnya mewakili urusan orang lain (zaakwaar-
neming) menurut Pasal 1354 KUH Perdata; dan kedua, per-
buatan manusia karena perbuatan melawan hukum menurut
ketentuan normatif dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Karena
perikatan yang bersumber dari undang-undang ini terlepas
dari kehendak dan kesepakatan para pihak, maka untuk ter-
jadinya perikatan yang bersumber dari undang-undang ini,




undang-undang tidak mensyaratkan dipenuhinya syarat sah-
nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH
Perdata.

Secara yuridis, Pasal 1313 KUH Perdata memuat pe-
ngertian perjanjian, yaitu “Suatu perbuatan dengan mana
seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih”. ‘

Kemudian, secara doktrinal, R. Subekti, mengartikan
.per‘j.anjian adalah “Suatu peristiwa di mana ada seorang ber-
janji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah

suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan
“perikatan”. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu
perikatan antara dua orang yang membuatnya”.’

Adapun Abdulkadir Muhammad menguraikan unsur-
unsur dalam suatu perjanjian, yaitu:

a. Ada pihak-pihak

Pihglf yang terlibat dalam perjanjian minimal dua orang
yang tc?rdln dari subjek hukum. Subjek hukum tersebut dapat
manusia kodrati dan dapat pula badan hukum (recht person).

Dalam hal para pihak manusia, maka orang tersebut harus
telah dewasa dan cakap.

b. Ada persetujuan antara para pihak

. Para pihak sebelum melaksanakan perjanjian harus di-
bef'llfan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar (bar-
gaining) atau konsensus dalam suatu perjanjian.

¢. Ada tujuan yang akan dicapai

Spatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau bebe-
rapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, akan tetapi untuk

7 R. Subekti. 1979. Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1.
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mencapai tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui
masyarakat dan kesusilaan.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai hak dan
kewajiban satu sama lain. Satu pihak berhak menuntut kewa-
jiban satu sama lain. Satu pihak berhak menuntut pelaksanaan
prestasi dan di pihak lain berkewajiban untuk melaksanakan
prestasi dan begitu sebaliknya.

e. Ada bentuk tertentu -

Suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun
secara lisan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat
dalam suatu akta, akra tersebut dapat dibuat secara autentik
maupun di bawah tangan.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Setiap perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak
merupakan undang-undang bagi mereka yang membuat. Agar
suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian
yang sah, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-
syarat tertentu.?

Mencermati pengertian perjanjian sebagaimana diurai-
kan di atas, maka dapat dipahami bahwa perjanjian adalah
sumber perikatan selain sumber-sumber lainnya. Perjan;ian
merupakan sumber terpenting yang menimbulkan perikatan,
karena perikatan paling banyak ditimbulkan oleh perjanjian.

: Abdul Kadir Muhammad. 1982. Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, hlm. 78.
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B. Bentuk Perjanjian

Perjanjian tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu.
Artinya, setiap orang mempunyai kebebasan dalam membuat
perjanjian, secara lisan atau tertulis. Namun, untuk perjan-
jian-perjanjian tertentu, terdapat undang-undang yang meng-
haruskan dibuat dalam bentuk tertentu, misalnya perjanjian
jual beli tanah harus dibuat dengan akta autentik berupa Akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah
akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang
dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berkuasa (pejabat
umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Akta-
akta lainnya yang bukan akta autentik dinamakan akra di
bawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata, akta di
bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuart oleh para
pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang
(pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi, akta di bawah
tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas, terserah
bagi para pihak yang membuat dan rempat membuatnya juga
dibolzhkan di mana saja.

C. Subjek dan Objek Hukum Perjanjian

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa menurut teori
dan praktik perjanjian, subjek hukum perjanjian terdiri dari:
1. Individu sebagai persoon yang bersangkutan, yaitu:

a. Natuurlijke persoon atau manusia tertentu;
b. Rech persoon atau badan hukum;

2. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedu-
dukan/hak orang lain tertentu, misalnya seseorang bezit-
ter atas kapal;

3. Persoon yang dapat diganti (Vervangbaar) yaitu berarti
kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan
dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedu-
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dukannya dengan kreditur/debitur baru, perjanjian ini
berbentuk “aan order” atau perjanjian atas order/atas
perintah dan perjanjian “aan toonder” atau perjanjian
atas nama atau kepada pemegang/pembawa pada surat-
surat tagihan utang.’

Setiap subjek hukum yang mengadakan perjanjian
haruslah memenuhi persyaratan tertentu, supaya perjanjian
tersebut mengikat, misalnya subjek hukum “orang” harus
sudah dewasa, sedangkan subjek hukum “badan hukum (recht
persoon) harus memenuhi persyaratan formal suatu badan
hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan
kewajiban yang sama dalam melakukan perjanjian seperti
dapat melakukan penuntutan dan dituntut, menghadap ke
pengadilan, dan sebagainya, hanya saja untuk subjek hukum
“badan hukum” digerakkan oleh organ badan hukum yang
merupakan sekumpulan orang-orang yang memenuhi persya-
ratan untuk menyelenggarakan badan hukum. Oleh karena
itu, dalam hukum perjanjian yang dapat menjadi subjek
hukum adalah individu dengan individu atau pribadi dengan
pribadi, badan hukum dengan badan hukum, seperti peme-
rintah dengan pemerintah, pemerintah dengan perusahaan
swasta, perusahaan swasta dengan perusahaan swasta, dan
sebagainya. Dalam hal ini, Pemerintah berkedudukan sebagai
badan hukum privar.'

Objek hukum perjanjian menurut M. Yahya Harahap
adalah prestasi dalam bentuk “memberikan sesuatu” (te ge-
ven) berupa penyerahan sesuatu barang atau memberikan se-
suatu kenikmatan atas suatu barang, misalnya dalam jual beli,
penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang

" M. Yahya Harahap. 1982, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm.
13-14.

 Joni Emirzon. 1998. Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit
Universitas Sriwijava, Palembang, him. 19.
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yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan
atas barang yang disewakan. Selanjutnya, prestasi dalam ben-
tuk “berbuat sesuatu” adalah setiap prestasi untuk melakukan
sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, misalnya
melukis, sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah jika debitur
berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu, misalnya
tidak akan membangun sebuah pagar. Adapun prestasi dalam
bentuk “melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu”
(te doen of niet te doen) dapat bermakna positif jika perjan-
jian ditentukan untuk melakukan berbuat sesuatu yang timbul
misalnya dalam perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 1603
KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif, yaitu pekerja
wajib sedapat mungkin melakukan pekerjaan sebaik-baiknya,
sedangkan bermakna negatif jika perjanjian ditentuk an untuk
tidak berbuat/melakukan sesuatu, misalnya sewa menyewa
yang diatur dalam Pasal 1550 KUH Perdata merupakan suatu
perjanjian dengan prestasi yang bermakna negatif, yairu pihak
yang menyewakan harus membiarkan si penyewa menikmati
barang sewaan secara tenteram selama jangka waktu sewa
masih berjalan.!!

Objek hukum perjanjian, menurut R. Setiawan, harus
memenuhi beberapa syarat tertentu agar sah, yaitu:
1. Objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan (Pasal

1320 sub 3 KUH Perdata).
2. Objeknya diperkenankan oleh undang-undang (Pasal
1335 dan 1337 KUHPerdata)

3. Prestasinya dimungkinkan untuk dilaksanakan.'

Agar mempunyai kekuaran mengikat, menurur Pasal
1320 sub 3 dan sub 4 KUH Perdata suatu perjanjian harus

" M. Yahya Harahap. Op. Cit., hlm. 10.
2 R. Setiawan. 1979. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipra, Bandung,
him. 3.
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memiliki objek tertentu dan menurut Pasal 1339 KUH Perdata
suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

D. Asas-Asas Hukum Perjanjian

1. Asas Kosensualitas

Asas konsensualitas berasal dari kata latin “consensus”
vang artinya sepakat. Dalam membuat perjanjian disyaratkan
adanya konsensus, yaitu para pihak sepakat atau setuju
mengenai prestasi yang diperjanjikan. Dengan adanya asas
konsensualitas berarti perjanjian itu ada sejak ada kesepa-
katan mengenai hal yang pokok, misalnya dalam perjanjian
jual beli sudah tercapai sepakat mengenai barang dan harga-
nya. Namun, untuk perjanjian tertentu diperlukan hal yang
bersifar formalitas, misalnya perjanjian hibah harus dilakukan
secara formal dengan akta notaris. Sepakat adalah perse-
suaian paham dan kehendak antara para pihak yang membuat
perjanjian. Apa yang dikehendaki pihak yang satu adalah juga
dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

Asas konsensualitas terkandung dalam Pasal 1320 ayat
(1) KUH Perdata yang mengharuskan adanya formalitas ter-
tentu selain kata sepakat yang telah tercapai. Setiap perjanjian
sudah sah, dalam arti mengikat para pihak yang membuatnya
jika sudah tercapai sepakat mengenai prestasi atau hal pokok
dari perjanjian tersebut.

Asas konsensualitas juga dikenal dengan prinsip “pena-
waran dan penerimaan” di antara para pihak. Dalam sistem
Anglo Saxon, asas ini mirip dengan prinsip “offer and accep-
tance”. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus
atau persesuaian kehendak antara para pihak, dengan kata
lain sebelum tercapainya kata sepakat, maka perjanjian ridak
akan ada. Dalam praktik, asas ini tetap dipertahankan. Na-
mun, konsensus tersebut tidak boleh dilatarbelakangi unsur
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paksaan, penipuan dan kekeliruan.'* Dalam naskah perjanjian,
asas konsensus dapat dicermati dari adanya pernyataan kata
sepakat kedua belah pihak dengan membuat ketentuan-
ketentuan atau janji-janji yang akan dilaksanakan, misalnya,
“Pibak pertama sepakat dengan pihak kedua untuk mengada-
kan perjanjian jual beli rumah panggung bongkar pasang
(knockdown house)...sebanyak...ukuran...dst. dengan perjan-
jian sebagai berikut...”.

2. Asas Kebebasan Membuat Perjanjian

Asas kebebasan membuat perjanjian dikenal dengan isti-
lah partij otonomie atau freedom of contract. Berdasarkan
asas hukum ini para pihak berhak menentukan apa saja yang
ingin mereka perjanjikan sekaligus menentukan apa saja yang
tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam perjanjian. Asas
kebebasan membuat perjanjian tidak berarti bebas tanpa
batas, karena negara intervensi untuk melindungi pihak yang
lemah secara sosial dan ekonomi atau untuk melindungi keter-
tiban umum, kepatutan dan kesusilaan.

Asas kebebasan membuat perjanjian terkandung dalam
Pasal 1338 KUH Perdata, yang memuat ketentuan normatif,
sebagai berikut:

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

(2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan
yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

(3) Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad

baik,

Selain dibatasi oleh ketentuan normatif dalam Pasal
1338 KUH Perdata, kebebasan membuart perjanjian juga

B Joni Emirzon. Op. Cit., hlm. 21.
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diatasi oleh ketentuan normatif dalam Pasal 1339 KUH Per-
data, karena pasal ini melarang perjanjian yang substansinya
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan
kesusilaan. Jadi, setiap perjanjian yang disepakati tetap akan
sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas kekuatan mengikat perjanjian mengharuskan para
pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka
satu sama lain dalam perjanjian yang mereka adakan. Asas
ini disebut juga asas pacta sunt servada, yang secara konkret
dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang
memuat ketentuan normatif, yaitu “Semua perjanjian yang
dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”.

4. Asas Kepatutan

Asas kepatutan ini mengarahkan substansi atau isi per-
janjian yang disepakati para pihak, yang akan dicantumkan
dalam perjanjian harus memerhatikan perasaan keadilan
(rechtsgevoel) dalam masyarakat. Perasaan keadilan dalam
masyarakat inilah yang akan menentukan hubungan hukum
di antara para pihak itu patut atau tidak parut, adil atau tidak
adil.

Asas kepatutan terkandung secara tegas dalam Pasal
1339 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif bahwa
“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal
yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk
segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh
“kepatutan”, kebiasaan atau undang-undang”.

BAB 2
Perjanjian




5. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan mengarahkan suatu perjanjian tidak
hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam
undang-undang, yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga hal-
hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum.

Asas kebiasaan terkandung dalam Pasal 1339 KUH Per-
data yang memuat ketentuan normatif bahwa “Perjanjian-
perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan
tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu
yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan,
kebiasaan atau undang-undang”.

6. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak me-
menuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Asas
ini adalah kelanjutan dari asas persamaan hukum. Sebagai
contoh, kreditor dalam perjanjian pinjam meminjam uang
mempunyai hak untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan
dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta kekayaan
debitur. Namun, kreditor menanggung pula beban untuk
melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Jadi, kedu-
dukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya
untuk memerhatikan iktikad baik, sehingga kedudukan kre-
ditor dan debitur seimbang,.

7. Asas Pilihan Hukum

Asas pilihan hukum berlaku bagi perjanjian yang me-
ngandung unsur internasional, yaitu para pihak berbeda ke-
warganegaraan dan memiliki sistem hukum yang berbeda.
Asas pilihan hukum (choice of law) penting, karena tidak
semua pihak asing senang bahwa perjanjiannya diatur dan
ditafsirkan menurut hukum Indonesia. Oleh karena itu, sebe-
lum para pihak menyepakati ketentuan-ketentuan perjanjian
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yang lain harus menyelesaikan terlebih dahulu hukum mﬁni
yang akan mereka gunakan dalam melaksanakan per]ar!]uz1
tersebut. Untuk menentukan hukum mana yang berlakp fj a\’
beberapa teori lama yang dapat dipt‘arg}}naka}l, sepertl‘ zeu.
loci contractus (tempat di mana perjanjian dibuat), lex loct
solutionis (tempat di mana perjan!ian dilaksanakan) atau 'the
proper law of the contract dan ajaran tentang aanknoping-
14

spume;;lain itu, ada berbagai bentuk pilih'an”hukum- yang
dapat ditafsirkan dari substansi atau isi perjanjian, yaitu:

a. Piliban Hukum secara Tegas :

Bentuk pilihan hukum ini dapat dipastikan dari para
pihak yang mengemukakan kehendak mereka secara tegas
dan jelas tentang hukum mana yang menguasai perjanjian
mereka, apakah hukum negara A atau negara B atau kon‘v_enm
internasional. Biasanya, dalam perjanjian mt.ernasmnal pilihan
hukum ditentukan secara tegas oleh para pihak untuk meng-
hindari berbagai hal atau persoalan—persgalan yang rurnllt
yang mungkin akan timbul di kemudian hari. C011t9h klausu Lai
‘ni adalah: “this contract shall be governed by and interprete
in accordance whit the laws of Indonesia it

b. Piliban Hukum secara diam '

Bentuk pilihan hukum ini biasanya dapat ditaf.51‘rkan
dari maksud para pihak melalui sikap mer_eka dalam isi dan
bentuk perjanjian yang mereka adakan, misalnya:

1) Bahasa yang dipergunakan;
2) Bentuk kontrak yang mereka buat; dan

3) Mata uang.

R ——
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c. Piliban Hukum yang dianggap

Bentuk pilihan hukum ini dapat ditafsirkan dari adanya
anggapan (preasumptio iuris) hakim telah terjadi suatu pilihan
hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka.

I

d. Piliban bukum secara bipotetis

Bentuk pilihan hukum ini ditentukan oleh hakim jika
para pihak tidak ada kemauan untuk memilih hukum mana
yang akan berlaku bagi perjanjian yang mereka adakan.

8. Asas Penyelesaian Sengketa

Asas penyelesaian sengketa menghendaki setiap perjan-
jian tertulis mencantumkan secara tegas bentuk dan proses
hukum penyelesaian sengketa di antara para pihak yang meng-
adakan perjanjian tersebut.

Asas penyelesaian sengketa penting untuk menentukan
pilihan forum (choice of forum) berupa lembaga pengadilan,
lembaga arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian seng-
keta mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa,
jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua
belah pihak. Lazimnya, dalam praktik, penyelesaian sengketa,
terutama sengketa di bidang perniagaan lebih banyak disele-
saikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (ne-
gosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh
para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku),
karena prosedurnya tunggal, tidak birokratis, cepat, dan biaya
rendah, berdasarkan musyawarah untuk manfaat, dan ada

kepastian yang dapat diterima oleh semua pihak yang berseng-
keta.16

5 Ibid., hlm. 30-31.

% Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, dan Yunial Laili Mutiari. 2009.
Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum, Tunggal
Mandiri Publisihing, Malang, hlm. 144.
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Selain itu, lembaga penyelesaian sengketa di bidang
lainnya yang juga sering dipilih oleh para pihak dalam periap-
jian adalah lembaga arbitrase, karena arbitrase dinilai lcbl_h
praktis, cepat, dan murah, serta putusannya bersifat “terakhir
dan mengikat” (final and binding).

Contoh klausa pilihan forum penyelesaian sengketa
yang dicantumkan secara tegas dalam perjanjian ini adalab
“Jika terjadi sengketa, maka para pihak akan menyelesai-
kannya melalui lembaga alternatif penyelesaian senngFa
secara negosiasi, mediasi, konsiliasi, cara lain yang dipilih
oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Jika sengketa tidak dapat diselesaikan oleh para pihak secara
musyawarah, maka para pihak memilih Badan Arbitrase
Nasional Indonesia sebagai lembaga penyelesaian sengketa-

”»

nya”.

E. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi
syarat-syarat supaya perjanjian diakui dan mengikat para
pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUH Perdata memuat
ketentuan normatif bahwa untuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Objel atau pokok persoalan tertentu;

4. Sebab atau causa yang tidak dilarang;

Syarat ke satu dan ke dua disebut syarat subjektif, kare-
na menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat
perjanjian. Orang-orang atau pihak-pihak ini adalah subjek
hukum yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ke tiga
dan ke empat disebut sebagai syarat objektif, karena menyang-
kut objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau
subjek hukum yang membuat perjanjian.
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Syarat ke empat adalah sebab atau causa yang rtidak
dilarang, artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab
yang tidak dilarang atau yang diperbolehkan oleh undang-
undang.

F. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai aspek
(tinjauan), sehingga timbullah berbagai jenis perjanjian. Jenis-
jenis perjanjian yang paling pokok, adalah:

1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat
dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak
yang membuat perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual
beli menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1457 KUH Per-
data, hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak
penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan
berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewa-
jiban membayar dan berhak menerima barangnya.

2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan
meletakkan kewajiban pada satu pihak saja. Misalnya, dalam
perjanjian hibah menurut ketentuan normatif dalam Pasal
1666 KUH Perdata, kewajiban hanya ada pada orang yang
menghibahkan, yaitu memberikan barang yang dihibahkan,
sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apa
pun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang
dihibahkan, tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang
menghibahkan.

m l Perjanjian Jual Beli
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3. Perjanjian dengan cuma-cuma

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian menu-
rut hukum terjadi keuntungan bagi satu pihak saja. Pasal 1314
KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa “Suatu per-
janjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan
mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada
pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya
sendiri”. Contoh perjanjian dengan cuma-cuma adalah per-
janjian pinjam pakai menurut ketentuan normatif dalam Pasal
1740 KUH Perdata.

4. Perjanjian atas beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana ter-
hadap prestasi dari pihak vang satu selalu terdapat kontra
prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada
hubungannya menurut hukum. Pasal 1314 KUH Perdata juga
memuat ketentuan normatif bahwa “Suatu Perjanjian atas
beban adaiah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-
masing pil.ak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau
tidak berbuat sesuatu”.

5. Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap
sah jika telah terjadi konsensus atau sepakat antara para pi-
hak yang membuat perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian
jual beli menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1457 KUH
Perdata rerjadi sepakat mengenai barang dan harganya.

6. Perjanjian riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata
sepakat, tetapi barangnya pun harus diserahkan. Misalnya,
dalam perjanjian penitipan barang menurut ketentuan norma-
tif dalam Pasal 1741 KUH Perdata dan perjanjian pinjam
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mengganti menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1754
KUH Perdata. ‘ ’

7. Perjanjian formil
Perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang memerlu-

kan kata sepakat, tetapi undang-undang mengharuskan per-
janjian tersebut dibuat dalam bentuk tertentu secara tertulis

dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum,

yaitu notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah). Con-
tohnya, perjanjian jual beli tanah menurut undang-undang
harus dalam bentuk akta PPAT. Contoh lainnya, perjanjian
pendirian perseroan terbatas dan yayasan menurut undang-
undang harus dalam bentuk akta notaris.

8. Perjanjian obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian dalam mana pi-
hak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penye-
rahan suatu benda kepada pihak lain. Perjanjian jual beli
menurut Pasal 1457 KUH Perdata belum berakibat hukum
beralihnya hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli.
Tahap ini baru merupakan kesepakatan dan harus dilanjutkan
dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).

9. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana
seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak
lain, yang membebankan kewajiban (oblige) pihak itu untuk
menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering,
transfer). Penyerahan itu sendiri adalah perjanjian kebendaan.
Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian
jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara
(voorlopig koopcontract). Untuk perjanjian jual beli benda
bergerak, maka perjanjian obligatoir dan perjanjian keben-
daannya jatuh bersamaan. A
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10. Perjanjian liberatoir

Perjanjian liberatoir adalah perjanjian dalam mana para
pihak membebaskan diri dari kewajiban yang aéa. Contoh-
nya, pembebasan utang (kwijtschelding) yang diatur secara
normatif dalam Pasal 1438 KUH Perdata.

11. Perjanjian pembuktian

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian dalam mana
para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di
antara mereka.

12. Perjanjian untung-untungan

Perjanjian untung-untungan adalah perjanjiap yang
objeknya ditentukan di waktu yang akan datapg. Misalnya,
perjanjian asuransi menurut ketentuan normatif dalam Pasal
1774 KUH Perdata.

13. Perjanjian bernama .

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai
nama sendiri yang telah diatur secara khusus dalam. KUH
Perdata Bab V sampai dengan Bab XVIIL Misalr.lya, perjanjian
jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hibah, dan lain-
lain.

14. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak
diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi timbul dan
berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan mem-
buat perjanjian menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1338
KUH Perdata. Jumlah perjanjian ini tidak terbatgs dengan
nama yang disesuaikan dengan kebutuhan Pihak-plhak yang
mengadakannya. Misalnya, perjanjian pembiayaan konsumen,
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perjanjian modal ventura, perjanjian waralaba, perjanjian li-
senst HKI, dan lain-lain. *

15. Perjanjian publik

Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau
seluruhnya diatur oleh hukum publik, karena negara (peme-
rintah) bertindak sebagai satu pihak dalam perjanjian dan
pihak lainnya adalah swasta. Dalam perjanjian publik terdapat
hubungan di antara kedua pihak tersebut, yaitu hubungan
atasan dan bawahan (subordinasi), sehingga tidak berada da-
lam kedudukan yang sama (koordinasi). Misalnya, perjanjian
ikatan dinas kepolisian atau perjanjian ikatan dinas keten-
taraan.

16. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran (contractus sui generis) adalah per-
janjian yang memuat beragam unsur perjanjian, seperti pemi-
lik rumah sakit swasta yang menyewakan kamar atau tempat
tidur berikur fasilitasnya (perjanjian sewa menyewa) dan me-
layani/merawat kesehatan pasiennya (perjanjian terapeurtik),
serta menjual obat-obatan untuk penyembuhan pasiennya
(perjanjian jual beli). Paling tidak ada dua teori tentang per-
janjian campuran, yaitu: pertama, teori kombinasi, yang
memahami bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian
khusus diterapkan secara analogis, sehingga setiap unsur dari
perjanjian khusus tetap ada; dan kedua, teori absorbsi, yang
memahami bahwa ketentuan-ketentuan yang digunakan ada-
lah ketentuan-ketentuan dari perjanjian vang paling mengun-
tungkan.

G. Penafsiran Perjanjian

Penafsiran perjanjian diatur secara normatif dalam Pasal
1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Perjanjian yang
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-

dibuat oleh para pihak pada dasarnya haruslah dapat dime-

ngerti dan dipahami substansi atau isinya. Namun, dalam

praktiknya, banyak perjanjian yang substansi atau isinya tidak
dimengerti dan tidak dipahami oleh para pihak.

Substansi atau isi perjanjian dibedakan dua macam,
yaitu: pertama, kata-katanya jelas; dan kedua, kata-katanya
tidak jelas, sehingga menimbulkan bermacam ragam penaf-
siran.

Pasal 1342 KUH Perdata memuat arahan normatif bah-
wa jika kata-katanya jelas, maka tidak diperkenankan untuk
menyimpang dari perjanjian dengan cara penafsiran”. Ini
berarti bahva para pihak harus melaksanakan substansi atau
isi perjanjiai dengan iktikad baik. Sebaliknya, jika kata-kata-
nya tidak jelas, maka dapart dilakukan penafsiran terhadap
substansi atau isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Untuk melakukan penafsiran harus memerhatikan acuan
normatif sebagaimana ditegaskan dalam KUH Perdata, yaitu:
1. Jika kata-kata dalam perjanjian sudah jelas, maka kata-

kata dalam perjanjian tidak boleh disimpangi dengan
cara menafsirkannya (vide Pasal 1342);

2. Jika kata-kata dalam perjanjian memberikan berbagai
macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud
para pihak yang membuat perjanjian (vide Pasal 1343);

3. Jika dalam perjanjian terdapat dua macam pengertian,
maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan
untuk dilaksanakan daripada pengertian yang tidak
mungkin dilaksanakan (vide Pasal 1344);

4. Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam
pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling
selaras dengan sifat perjanjian (vide Pasal 1345 KUH
Perdata);

5. Jika terjadi keragu-raguan, maka kata-kata dalam per-
janjian harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri
atau tempat dibuatnya perjanjian (vide Pasal 1346);
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a. Orang-orang yang berkepentingan, misalnya orang yang
turut terutang atau seorang penjamin utang (borg);

b. Orang yang tidak berkepentingan yang bertindak untuk
dan atas nama debitur.

Jika pembayaran telah dilakukan, maka berakibat hu-
kum perjanjiannya berakhir atau hapus. Dalam praktik per-
bankan, berakhirnya atau hapusnya perjanjian kredit karena
pembayaran ini, seringkali bank sebagai kreditor atau pihak
yang mempunyai piutang menerbitkan surat keterangan lunas
atas utang debitur yang berfungsi untuk melakukan roya ja-
minannya.

2. Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti dengan Penyim-
panan atau Penitipan

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyim-
panan atau penitipan dikenal juga dengan istilah “sistem
konsinyasi”, yang diatur secara normatif dalam Pasal 1383
sampai dengan Pasal 1403 KUH Perdara. Jika kreditor atau
pihak yang mempunyai piutang menolak pembayaran, maka
sistem konsinyasi baru dapat dilakukan, dengan cara barang
atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi
oleh notaris atau juru sita pengadilan. Selanjutnya, jika kre-
ditor menerima tawaran tersebut, maka berakibat hukum ber-
akhirnya atau hapusnya perjanjian. Namun, jika kreditor
menolak tawaran tersebut, maka notaris atau juru sita penga-
dilan akan membolehkan kreditor untuk menandatangani
proses hukum formal tersebut. Jika masih menolak juga ta-
waran tersebut, maka penolakan itu akan dicatat oleh notaris
atau juru sita pengadilan di atas surat-surat yang direrbitkan
sehubungan dengan proses hukum formal sebagai alat buksi
penolakan. Kemudian, debitur atau pihak yang mempunyai
utang mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri
agar mengesahkan penawaran pembayaran tersebut. Jika ke-
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mudian hakim mengesahkannya, maka barang atau uang yang
akan dibayarkan disimpan atau dititipkan kegada panitera*
pengadilan negeri sehingga menimbulkan akibat hukum ber-

" akhirnya atau hapusnya perjanjian kredit atau perjanjian utang

piutang tersebut.

3. Pembaruan Utang

Pembaruan utang atau yang sering disebut novasi adalah
suatu perjanjian baru yang mengakhiri atau menghapuskan
perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan menimbulkan
perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.

Pasal 1413 KUH Perdata memuat ketentuan normatif
bahwa ada 3 (tiga) cara untuk terjadinya pembaruan utang
atau novasi, yaitu:

a. Pembaruan utang atau novasi subjektif aktif
Pembaruan utang atau novasi subjektif akrtif adalah
suatu perjanjian yang bertujuan mengganti, kreditor lama
dengan kreditor baru. Contohnya, Bank X sebagai kreditor
memberikan kredit atau pinjaman uang kepada Agus sebagai
debiturnya. Bank X kemudian menjual piutangnya kepada
Bank Y, sehingga terjadi penggantian kreditor, yaitu kreditor
Bank X digantikan oleh kreditor Bank Y, yang berakibat
hukum perjanjian kredit lama (dengan kreditor lama) berakhir
dan hapus, digantikan oleh perjanjian kredit baru (dengan
kreditor baru). Penggantian kreditor ini dapat dilakukan
secara sepihak oleh kreditor tanpa sepengetahuan debiturnya.

b. Pembaruan utang atau novasi subjektif pasif

Pembaruan utang atau novasi subjektif pasif adalah
suatu perjasjian yang bertujuan mengganti debitur lama
dengan deb tur baru dan membebaskan debitur lama dari
kewajibannya. Contohnya, Bank X sebagai kreditor memberi-
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prestasi dalam pelaksanaan perjanjian, maka perjumpaan

utang dapat terjadi demi hukum, dalam arti kreditor dan de-

bitur dapat melakukan perjumpaan utang.

Ketentuan normatif dalam Pasal 1427 KUH Perdata
memuat persyaratan objektif untuk dapat dilakukannya per-
jumpaan utang, yaitu:

a. Kedua utang harus sama-sama mengenai uang atau
barang yang dapat dihabiskan dari jenis dan murtu yang
sama;

b. Kedua utang segera dapat ditentukan jumlahnya acau
besarnya dan saar itu juga dapat ditagih. Jika utang
yang satu dapat ditagih saat ini, sedangkan utang yang
lainnya baru dapat ditagih satu bulan yang akan datang,
maka kedua utang itu tidak dapat diperjumpakan.

Sehubungan dengan perjumpaan utang, dalam prakerik
perbankan, khususnya prakrik perjanjian kredit, telah ber-
kembang apa yang dikenal dengan sebutan “set off, yaitu
upaya kreditor dan debitur untuk menyelesaikan kredit macet
dengan cara melakukan perjumpaan utang dengan jaminan,
bukan utang dengan utang saja. Proses hukumnya debitur
menyerahkan benda yang menjadi objek jaminannya kepada
bank sebagai kreditornya dan pada saat yang sama bank meng-
hapuskan utang debitur dan menyatakan bahwa utang debirur
telah lunas. '

5. Percampuran Utang

Percampuran utang demi hukum terjadi jika kedudukan
sebagai kreditor atau pihak yang berpiutang dan debitur atau
pihak yang berutang bercampur atau bersatu pada satu orang.
Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1436 KUH Perdata,
percampuran utang demi hukum mengakhiri atau menghapus
perjanjian kredit atau perjanjian utang piutangnya. Contoh-
nya, jika terjadi pernikahan antara seorang pria sebagai kre-
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ditor dan seorang wanita sebagai debitur dan ada persatuan
harta perkawinan (harta bersama), maka demi hukum terjadi-
lah percampuran utang yang berakibat hukum mengakhiri
atau menghapus perjanjian utang-piutang yang dibuat oleh
mereka yang kemudian telah menjadi suami dan istri tersebut.

Percampuran utang yang terjadi pada diri debitur atau
pihak yang berpiutang berlaku juga terhadap keuntungan para
penanggung utangnya (borg). Namun, percampuran utang
yang terjadi pada diri penanggung utang tidak mengakhiri
atau menghapuskan utang pokoknya.

Selanjutnya, percampuran utang yang terjadi pada diri
satu orang dari beberapa orang yang berutang secara tang-
gung menanggung tidak berlaku terhadap keuntungan teman-
temannya berutang secara tanggung menanggung hingga mele-
bihi bagiannya dalam utang yang dia sendiri menjadi orang
vang berutang.

6. Pembel asan Utang

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum yang dila-
kukan kreditor dengan menyatakan secara tegas bahwa dia
tidak lagi menuntut pembayaran utang kepada debitur. Kre-
ditor dalam pembebasan utang ini melepaskan haknya dan
tidak menghendaki lagi pelaksanaan perjanjian yang diada-
kan, serta membebaskan debitur dari prestasi yang sebenar-
nya harus dilakukan.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1438 KUH
Perdata, pombebasan utang tidak dipersangkakan, melainkan
harus dib ktikan. Pengembalian surat tanda piutang asli se-
cara sukarela oleh kreditor atau pihak yang berpiutang kepada
debitur atau pihak yang berutang, menurut ketentuan norma-
tif dalam Pasal 1439 KUH Perdata, adalah suatu bukti terjadi-
nya pembebasan utang, bahkan terhadap orang-orang lain
yang turut berutang secara tanggung menanggung.
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Pembebasan utang harus dilakukan secara tegas, berarti
pembebasan utang dapat dilakukan secara sepihak oleh
kreditor dengan cara membuat surat pernyata: n atau pem-
beritahuan kepada debitur yang substansi atau is.nya kreditor
membebaskan debitur untuk membayar utangnya dan debitur
menerima pernyataan atau pemberitahuan tertulis itu atau
membalas surat pernyataan atau pemberitahuan dari kreditor
yang menyetujui pembebasan utang tersebut. Contohnya,
Bank X sebagai kreditor membebaskan utang Agus dan Budi
sebagai debitur-debiturnya berupa sebagian utang pokok,
seluruh bunga, dan denda. Untuk membebaskan utang Agus
dan Budi tersebut, Bank X memberitahukan secara tertulis
kepada Agus dan Budi mengenai pembebasan utang berupa
sebagian utang pokok, seluruh bunga, dan denda. Dengan
adanya pemberitahuan secara tegas dari Bank X, Agus mene-
rima begitu saja tanpa memberikan balasan. Artinya, hanya
ada perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh kreditor.
Namun, Budi secara tertulis menyatakan setuju atas surat
pemberitahuan kreditor yang membebaskan sebagian utang
pokok, seluruh bunga, dan denda. Artinya, ada perbuaran
hukum timbal balik yang dilakukan oleh kreditor dan debitur.
KUH Perdata hanya menentukan bahwa pembebasan
utang harus dilakukan secara tegas, tetapi tidak mengatur
proses hukum pembebasan utang secara lebih konkrert,
sehingga diserahkan kepada kreditor yang mempunyai hak
untuk membebaskan utang dengan syarat tida< merugikan
hak debitur.
Sehubungan dengan pembebasan utang, Pasal 1442
KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut:
1. Pembebasan utang yang diberikan kepada debitur utama
akan membebaskan pula para penanggungnya;

2. Pembebasan iyang diberikan kepada penanggung utang
tidak membebaskan debitur utama;

3. Pembebasan yang diberikan kepada seorang penanggung
utang, tidak membebaskan penanggung utang yang lain.
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7. Musnahnya Barang yang Terutang

Jika barang yang menjadi objek perjanjiap muspah,
hilang, atau tidak dapat lagi diperdagangkan, sehmgga tidak
diketahui lagi apakah barang itu masih ada atau tidak ada,
maka menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1444 KUH
Perdata perjanjian berakhir atau hapus dengan syarat mus-
nah, hilang, atau tidak dapat lagi diperdagangkannya bar_ang
yang menjadi objek perjanjian itu bukan kesalahan debitur
dan sebelum debitur lalai menyerahkan barangnya kepada
kreditor. Bahkan, dalam hal debitur lalai menyerahlcan Pa-
rangnya, debitur dibebaskan dari pemenuhar_n perjanpan-pka
debitur dapat membuktikan bahwa musnah, hllang,'ata_u nc!ak
dapat lagi diperdagangkannya barang yang menjadi objek
perjanjian itu disebabkan keadaan memaksa (overmacht) atau
kejadian yang terjadi di luar kekuasaannya. .

Jika debitur mempunyai hak-hak yang ber!<a1tan de-
ngan barang atau objek perjanjian yang musnah, hllaqg, atau
tidak dapat lagi diperdagangkan, misalnya hak asuransi, Il}aka
debitur yang dibebaskan untuk memenuhi perjanjian, dlyva-
jibkan menyerahkan kepada kreditor hak-hak yang berk.altan
dengan barang atau objek perjanjiannya yang musnah, hilang,

“atau tidak dapat lagi diperdagangkan itu.

8. Kebatalan atau Pembatalan

Kebatalan atau pembatalan perjanjian yang diatur se-
cara normatif dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456
KUH Perdata mempunyai keterkaitan dengan Pasal ?320
KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif mengenai sya-
rat-syarat sahnya suatu perjanjian. _

Jika syarat subjektif (sepakat mereka yang mt?pglkaFkan
dirinya dan cakap untuk membuat suatu pcr)anu:jm) tidak
dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya para
pihak dapat menggunakan hak untuk membatalkan atau tidak
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menggunakan hak untuk membatalkan. Jika para pihak tidak

membaralkan, maka perjanjian tetap sah.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1446 KUH
Perdata, jika ada satu pihak yang akan membatalkan perjanjian
yang tidak memenuhi syarat subjekrif, maka proses hukum-
nya, adalah:

a. Secara aktif, dalam arti mengajukan gugatan pembatalan
ke pengadilan negeri;

b. Secara pasif, dalam arti menunggu pihak iawan dalam
perjanjian mengajukan gugatan pembatalan di pengadilan
negeri dan di pengadilan negeri yang sama memberikan
jawaban atau melakukan gugatan balik (gugatan rekon-
pensi) dengan menunjukkan kelemahan arau kekurangan
dalam perjanjian agar perjanjian dibatalkan oleh penga-
dilan negeri.

Kemudian, Pasal 1449 KUH Perdata memuat ketentuan
normatif bahwa “perjanjian yang dibuat dengan paksaan,
kekhilafan, dan penipuan menerbitkan suatu tunturan mem-
batalkannya. Akibat hukum dari batalnya perjanjian berdasar-
kan ketiga alasan di atas, adalah barang dan orang-orangnya
dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perjanjian di-
buat”.

Untuk proses hukum secara pasif, yaitu memberikan
jawaban atas gugatan pembatalan atau melakukan gugatan
balik ke pengadilan negeri, KUH Perdata tidak mengatur
batas waktunya. Sebaliknya, untuk proses hukum secara aktif,
yaitu mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan negeri,
KUH Perdata telah mengaturnya secara normatif dalam Pasal
1354 yang memberikan batas waktu 5 tahun yang mulai ber-
laku:

a. Dalam hal belum dewasa, maka terhitung sejak hari
kedewasaan;

b. Dalam hal pengampuan, maka terhitung sejak hari
pencabutan pengampuan;
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Dalam hal paksaan, maka terhitung sejak hari paksaan

itu telah berhenti;

d. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, maka terhitung
sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu;

e. Dalam hal perbuatan seorang perempuan yang ber-
suami, yang dilakukan tanpa kuasa suaminya, maka
terhitung sejak hari pembubaran perkawinan;

f. Dalam hal kebatalan, yang dimaksud dalam Pasal 1341

KUH Perdata, maka terhitung sejak hari diketahuinya

bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu

ada.

(@]

Jika syarat objektif (objek atau pokok persoalan terten-
tu dan sebab atau causa yang tidak dilarang) ridak dipenuhi,
maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu
sejak semula dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada
perikatan hukum yang ditimbulkan. Karena sejak semula
dianggap tidak pernah ada perjanjian, maka logika hukumnya
tidak akan ada perjanjian yang diakhiri atau dihapuskan.

Mengacu ketentuan normatif dalam Pasal 1266 KUH
Perdata, meskipun syarat subjektif dan syarat objektif dalam
perjanjian telah dipenuhi, perjanjian juga dapat dibatalkan
oleh satu pihak jika satu pihak lainnya melakukan wanpres-
tasi. Selanjurnya, menurut Woeker Ordonantie (Staatblad No-
mor 524 Tahun 1938) hakim berkuasa untuk membatalkan
perjanjian jika isi perjanjian membebankan kewajiban yang
tidak seimbang atau membebankan kewajiban yang dapat
merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya yang
disebabkan kebodohan, kurang pengalaman, atau dalam ke-
adaan memaksa dari satu di antara dua pihak yang mengada-
kan perjanjian. -

Suatu perjanjian dibatalkan karena syarat subjektif dan
syarat objektif dalam perjanjian tidak dipenuhi atau karena
dibatalkan satu pihak karena wanpretasi menimbulkan akibat
hukum sebagai berikut:

BAB 2
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a. :Iak ldan kevxfajiban para pihak kembali ke keadaan
lznglll z}(&;ge;)t:rjzlz:)l?m adanya perjanjian (vide Pasal

b. Hak-hak.yang telah dinikmati oleh para pihak harus
dlkem!)ahka.n.' Contohnya, misalnya debitur yang telah
menerima pinjaman uang harus segera mengembalikan-
nya kepada kreditor. Contoh lainnya, pembeli yan
telah m.enerima barang segera mengembalikannya k}; a%
da penjual, sebaliknya, penjual yang telah meneripma
pembayaran uang juga harus segera mengembalikannya
kepada pembeli (vide Pasal 14352 KUH Perdata).

9. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Berakhirnya atau hapusnya perjanjian karena berlaku-

Nya suatu syarat batal dapat dipahami dalam hubungannya

dengan Perikatan bersyarat. Pasal 1235 KUH Perdata memuat
pengertian yuridis perikatan bersyarat, yaitu “Suatu perikata
adalah bc?rsyarat manakala perikatan itu digantungkan adla1
Suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih bglu
tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hi .
tg:l IZ:rjadm{a peristiwa semacam itu, maupun secara memgg:
2k x;xe;::;l) uatf’arn menurut terjadi atau tidak terjadinya peris-

Mengacu ketentuan normatif dalam Pasal 1235

:’;;izta, filfpat dlﬂpaha'mi bahwa perikatan bers/arat acllit[lja};
k pctlen atan yang Flmbulnya atau berakhirny.. digantung-

an pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa itu
masih belum terja.di. Suatu perikatan yang timbulnya digan-
?ngbkan“ pac!a terjadinya suatu peristiwa yang akan datang

1sebut “perikatan dengan syarat tangguh”, sedangkan suatu
perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan

Perjanjian Jual Beli
Berklausula Perlindungan Hukum Paten

Perikatan bersyarat adalah lawan dari perikatan murni,
yaitu perikatan yang tidak mengandung suatu syarat. Syarat
dalam bahasa hukum digunakan dalam berbagai pengertian.
Syarat perjanjian (contractbeding) dapat diartikan sebagai
syarat yang menentukan daya kerja dari perikatan, atau peris-
tiwa itu sendiri atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang
mengakibatkan menangguhkan atau membatalkan perikatan.

Adanya peristiwa (syarat) dalam perikatan tidak me-
merlukan pernyataan tegas dari para pihak. Syarat sudah di-
anggap cukup ada dalam suatu perikatan jika dari keadaan
dan tujuan perikatan terlihat dan ternyata adanya syarat itu.
Syarat yang demikian disebut “syarat diam”.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1265 KUH
Perdara, jika syarat batal dipenuhi, maka akan berakibat hu-
kum berakhirnya perjanjian itu dan semua pihak dalam per-
janjian itu harus mengembalikan ke keadaan semua seolah-
olah tidak pernah ada perjanjian. Contohnya Agus sebagai
debitur atau orang yang berutang telah menerima uang pin-
jamannya dari Budi, dan Budi sebagai kreditor atau orang
yang berpiutang telah merierima barang atau objek jaminan-

nya dari Agus, maka Agus harus mengembalikan utangnya
dan Budi harus memberikan dokumen hukum barang atau

objek jaminannya.

10. Lewatnya Waktu

Lewatnya waktu atau yang sering disebut daluarsa,
menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1946 KUH Perdata,
adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau dibebas-
kan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu terten-
tu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Selanjutnya, menurut ketentuan normatif dalam Pasal
1947 KUH Perdata, tidak diperkenankan seorang melepaskan
lewatnya waktu atau daluarsa sebelum tiba waktunya, namun

BAB 2
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dia boleh melepaskan suatu lewatnya waktu atan daluarsa
yang sudah diperolehnya.

' Tenggang waktu lewatnya waktu atau daluarsa
ditentukan secara normatif dalam Pasal 1967 KUH Perdata
yang menegaskan bahwa segala tuntutan hukum, baik vang
bersifat kebendaan maupun bersifar perorangan hapus, ka-
rena daluarwa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) rahun
itu tidak perlu menunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak
diajukan terhadapnya suaru tangkisan yang didasarkan pada
iktikadnya yang buruk.

Lewatnya waktu atau daluarsa untuk memperoleh hak
milik atas suatu barang disebut “lewatnya waktu atau daluarsa
akuisitif ”. Misalnya, Agus yang menempati sekapling (300
meter persegi) tanah kosong dalam jangka wakeu 30 (tiga
puluh) tahun terus-menerus tanpa adanya protes atau klaim
dari pihak lain, maka Agus dapat memiliki sekapling tanah
tersebut. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) tahun Agus ternyata
dituntut ke pengadilan oleh pihak lain, misalnya Budi, untuk
mengosongkan sekapling tanah tersebut, maka Agus yang
telah menguasai secara fisik sekapling tanah tersebut lebih
dari 30 (tiga puluh) tahun dapat mengajukan bantahan bahwa
dengan lewatnya wakrtu atau daluarsa 30 (tiga) puluh tahun
menguasai secara fisik sekapling tanah tanpa adanya protes
atau klaim dari pihak lain, misalnya Budi, maka Agus berhak
memiliki sekapling tanah tersebur.

Lewatnya waktu atau daluarsa untuk dibebaskan dari
suatu kewajiban perjanjian disebut “lewatnya waktu atau
daluarsa ekstingtif ”. Contohnya, Agus sebagai debitur atau
pihak yang berutang Rp 100 juta kepada Bank X sebagai kre-
ditor atau pihak yang berpiutangnya. Namun, Bank X tidak
pernah menagih piutangnya itu kepada Agus lebih dari 30
(tiga puluh) tahun. Dengan lewatnya waktu atau daluarsa 30
(tiga puluh) tahun, berakibat hukum Agus dibebaskan dari
kewajiban membayar utangnya kepada Bank X. Selain itu,

I Perjanjian Jual Beli
bl | Berklausula Perlindungan Hukum Paten

Agus juga tidak dapat dituntut ke pengadilan negeri untuk
memenuhi kewajiban membayar utangnya kepada Bank X,
tetapi Agus dibolehkan untuk melunasi utangnya kepada Bank
X tersebut secara sukarela. Akibat hukum lainnya, perjanjian
berakhir atau hapus dan tinggallah suatu perjanjian bebas
(natuurlijke verbintenis), yaitu suatu perjanjian boleh dipe-
nuhi, tetapi jika tidak dipenuhi debitur tidak dapar dituntut
ke pengadilan negeri.

BAB 2
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Perjanjian Jual Beli

A. Pengertian Perjanjian Jual beli

KUH Perdata Buku III tentang Perikatan, khususnya
Bab III Pasal 1319, memuat ketentuan normatif bahwa “semua
perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang
tidak mempunyai nama khusus, tunduk pada ketentuan umum
yang terkandung dalam bab ini dan bab sebelumnya”. Jadi,
menurut Pasal 1319 KUH Perdata ini, perjanjian terdiri dari
perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama
(innominaat).

Perjanjian bernama diatur dalam KUH Perdata, yang
terdiri dari 15 (lima belas) jenis, yaitu: '
Perjanjian jual beli;

Perjanjian tukar menukar;
Perjanjian sewa menyewa;
Perjanjian melakukan pekerjaan;
Persekutuan perdata;

Badan hukum;

Hibabh;

Perjanjian penitipan barang;
Perjanjian pinjam pakai;

10. Perjanjian pinjam meminjam;
11. Perjanjian pemberian kuasa;

12. Bunga tetap atau abadi;

13. Perjanjian untung-untungan;

14. Perjanjian penanggungan utang; dan
15. Perjanjian perdamaian.

00NN R W




Sebaliknya, perjanjian tidak bernama tidak diatur dalam
KUH Perdata, melainkan timbul, tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat. Jumlah perjanjian tidak bernama ini tidak
terbatas, dengan nama yang disesuaikan dengan keburuhan
pihak-pihak yang mengadakannya. Berkembangnya perjanjiai
tidak bernama ini dalam praktik berdasarkan asas kebebasal.
berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomie.””

Memerhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 1319
KUH Perdata sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipa-
hami bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama
yang diatur dalam KUH Perdata Buku III tentang Perikatan.

Lalu, apakah yang dimaksud dengan perjanjian jual
beli? Untuk memahami pengertian perjanjian jual beli, maka
perlu ditafsirkan substansi norma hukum dalam Pasal 1457
KUH Perdata, yaitu “perjanjian jual beli adalah suatu persetu-
juan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk me-
nyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar
harga yang dijanjikan”.

Salim H.S. menegaskan adanya unsur-unsur yang ter-
kandung dalam pengertian yuridis perjanjian jual beli dalam
Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya subjek hukum, vaitu penjual dan pembeli;

2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang
barang dan harga;

Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak
penjual dan pembeli.?®

(O8]

Menurut R. Subekti, perjanjian jual beli adalah suatu
perjanjian yang dengan perjanjian itu pihak yang satu mengi-
katkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu ben-

1]

¥ Perhatikan Mariam Darus Badrulzaman, dkk. 2000. Kompilasi Hukum
Perikatan, PT. Citra Aditya Bakei, Bandung, hlm. 67.

¥ Salim H.S. 2003. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.
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da dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah
dijanjikan."

Memerhatikan pengertian perjanjian jual beli menurut
ketentuan normatif dalam Pasal 1457 KUH Perdata, Salim
H.S. dan R. Subekti sebagaimana diuraikan di atas, maka
dapat dipahami bahwa dalam perjanjian jual beli, janji penjual
adalah menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas
benda yang ditawarkan, sedangkan janji pembeli adalah mem-
bayar harga yang telah disetujuinya. Selanjutnya, penjual ha-
rus menyerahkan hak milik atas barangnya kepada pembeli.
Pihak penjual dalam perjanjian jual beli mempunyai kewajiban
untuk menyerahkan objek jual beli kepada pihak pembeli dan
memiliki hak menerima harga dan pihak pembeli mempunyai
kewajiban untuk membayar harga dan mempunyai hak mene-
rima objek jual beli tersebut.

Sehubungan dengan perjanjian jual beli ini, Gunawan
Mahmud dan Kartini Mulyadi, menjelaskan sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan
kewajiban atan perikatan untuk memberikan sesuatu, yang
dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan
yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli
kepada penjual. Dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi,
yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan, karena jual
beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang
berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pemba-
yaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi peri-
katan melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan uang
oleh pembeli kepada penjual. KUH Perdara mengatur jual beli
hanya dari sisi perikatan, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam
lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak timbal
balik, karenanya diatur dalam Buku ketiga tentang Perikatan”.?

" R. Subekti. 1987. Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, him. 79.
¥ Gunawan Mahmud dan Kartini Mulyadi. 2003. Seri Fukum Perikatan: Jual
Beli, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 7. |
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janjian itu, maka perjanjian yang telah dibuat tetap sah. Yang
dimaksud satu pihak yang membatalkan di sini adalah pihak
yang tidak cakap menurut hukum, yaitu orang tuanya atau
walinya atau orang yang tidak cakap itu jika suatu saat men-
jadi cakap atau orang yang membuat perjanjian itu jika pada
saat membuat perjanjian tidak bebas atau karena tekanan
atau pemaksaan.

Selanjutnya, jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka
perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void), artinya
perjanjian yang dibuat para pihak tersebut sejak awal diang-
gap tidak pernah ada. Jadi, para pihak tidak terikat dengan
perjanjian itu, sehingga masing-masing pihak tidak dapat me-
nuntut pemenuhan perjanjian, karena perjanjian sebagai dasar
hukum tidak ada sejak semula.

Selain syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, juga terda-
pat asas-asas hukum perjanjian yang secara substantif juga
perlu diperhatikan dalam mengadakan perjanjian, yaitu:
Asas konsensualitas;

Asas kebebasan membuat perjanjian;
Asas kekuatan mengikat perjanjian;
Asas kepatutan;

Asas kebiasaan;

Asas keseimbangan;

Asas pilihan hukum; dan

Asas penyelesaian sengketa.??

® NG

# Makna 8 (delapan) asas-asas hukum perjanjian ini telah diuraikan pada Bab 2
buku ini. Jadi, tidak perlu diuraikan kembali dalam Bab 3 buku ini.

m | Perjanjian Jual Beli
Berklausula Perlindungan Hukum Paten

Perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah perjanjian
dan asas-asas hukum perjanjian mempunyai kekuatan mengi-
kat bagi para pihak yang mengadakannya dan mempunyai
akibat hukum, sebagai berikut:

1. Para pihak terikat pada isi perjanjian‘dan juga berdasar-
kan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (vide
Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1340 KUH Perdata);

2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (vide
Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdarta);
3. Kreditor dapat memintakan actio pauliana atau pem-

batalan perbuatan debitur yang merugikan kreditor
(vide Pasal 1341 KUH Perdara).

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang bersifat kon-
sensual, artinya perjanjian itu sudah ada sebagai suatu per-
janjian yang sah, mengikat dan mempunyai kekuaran hukum
pada detik tercapainya kesepakatan antara penjual dan pem-
beli mengenai unsur-unsur pokok (essensialia), yaitu barang
dan harga. Sifat konsensual perjanjian jual beli dinyatakan
dengan tegas dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang memuat
ketentuan normartif bahwa “perjanjian jual beli dianggap telah
terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah men-
capai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang
itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar™. Jadi, per-
janjian jual beli itu hanya bersifat obligatoir saja, dalam arti
perjanjian jual beli belum memindahkan hak milik, melainkan
baru meletakkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak,
yaitu memberikan kepada pihak pembeli hak untuk menuntut
diserahkannya hak milik atas barang, sesuai dengan Pasal 1459
yang memuat ketentuan normatif bahwa hak milik atas barang
vang dijual tidak berpindah kepada pihak pembeli jika belum
dilakukan penyerahan barang terseburt.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, perjanjian
jual beli belum menyebabkan beralihnya hak milik. Hak milik
dalam perjanjian jual beli baru beralih setelah adanya penye-
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dungi penjual dari tindakan kekerasan atau pemaksaan harga

yang rendah dan melindungi penjual atas salah sangka (dwa-

ling) dan tipu muslihat.?’

Memerhatikan ketentuan-ketentuan normatif dalam
KUH Perdata dan pendapat beberapa ahli hukum perjanjian
sebagaimana diuraikan di atas, secara lebih konkret, dapat
dipahami karakter yuridis perjanjian jual beli, sebagai berikut:
a. Ada dua pihak dalam perjanjian, yaitu penjual dan

pembeli;

b. Ada kesepakatan atau persetujuan antara penjual untuk
memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli
dan pembeli untuk menyerahkan sejumlah nang sebesar
harga barang, karena sifat jual beli adalah konsensual;

c. Ada barang yang menjadi objek jual beli;

d. Ada harga barang yang nilainya disepakati dalam bentuk
uang;

e. Bersifat obligatoir, karenanya menimbulkan hak dan
kewajiban penjual dan pembeli;

f.  Beralihnya hak milik terjadi setelah perjanjian keben-
daan atau setelah dilakukannya penyerahan barang.

C. Kiriteria dan Jenis Benda/Barang sebagai Objek
Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli mempunyai objek hukum berupa
barang atau benda. KUH Perdata memuar 2 (dua) istilah yaitu
benda (zaak) dan barang (goed).”® Pengertian yuridis benda
(berwujud, bagian kekayaan, hak) menurut Pasal 499 KUH
Perdata adalah “segala sesuatu yang “dapat” dikuasai oleh
manusia dan dapat dijadikan objek hukum”.

7 Ibid., him. 183.
# Mariam Darus Badrulzaman. 1997. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,
Alumni, Bandung, hlm. 35.
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Mentrut Mariam Darus Badrulzaman, pengertian yu-
ridis benda menurut Pasal 499 KUH Perdata masih abstrak.
Kata “dapat” mempunyai arti penting, karena membuka ber-
bagai kemungkinan, yaitu pada saat tertentu sesuatu itu belum
berstatus objek hukum, namun ada saat yang lain merupakan
objek hukum, seperti aliran listrik. Untuk menjadi objek hu-
kum harus memenuhi syarat, yaitu penguasaan manusia dan
mempunyai nilai ekonomi dan karena itu dapat dijadikan ob-
jek perbuatan hukum.?

Pasal 504 KUH Perdata memuat ketentuan normartif
yang membedakan benda menjadi benda tidak bergerak dan
benda bergerak. Selanjutnya, perbedaan benda menurut KUH
Perdata ini dijelaskan secara normatif dalam Pasal 506 sampai
dengan Pasal 518 KUH Perdata.

Menurut ketentuan-ketentuan normatif dalam Pasal
506, Pasal 507, dan Pasal 508 KUH Perdata, ada 3 (tiga) go-
longan benda-benda tidak bergerak, yaitu:

1. Benda yang bersifat tidak bergerak (uit haar aard),
vang terdiri dari:

a. tanah;

b. segala sesuatu yang bergandengan dengan tanah
secara tumbuh di situ, yaitu secara berakar dan
bercabang (wortel of takvast), seperti tanaman dan
buah-buahan yang belum dipertik; _

c. segala sesuatu yang bergandengan dengan tanah
secara didirikan di situ dengan menggunakan tanah
(cement) atau paku (aard-of navelvast);

2. Benda yang ditujukan supaya menjadi satu, oleh karena
dipakai terus menerus, dengan benda-benda ridak ber-
gerak (door be stemming), seperti:

a. dari suatu pabrik segala mesin-mesin, ketel-ketel,
dan alat-alat lain yang dimaksud supaya terus mene-
¥ 1bid.
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rus benda di situ untuk dipergunakan menjalankan
suatu pabrik; :

b. dari suatu rumah tempat tinggal, segala kaca, lukis-
an, dan lain-lain yang alat-alatnya untuk menggan-
tungkan benda-benda itu, merupakan bagian dari
dinding; )

c.  dari suatu perkebunan, segala sesuatu yang dipergu-
nakan selaku rabuk bagi tanah, burung-burung
merpati yang secara besar-besaran dikumpulkan di
tanah itu (duivenlucht), sarang-sarang burung senlo-
wo (eetbare vogelnesstjes) selama belum dipetik
ikan-ikan dalam tambak; ’

d.  benda-benda runtuhan dari suaru bangunan, apabila
dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi
bangunan itu. i

3. Beberapa hak-hak atas benda-benda tidak bergerak
yang tersebut di atas, seperti: :

a. hak memetik hasil (vruchtgebruik) atau hak me-
makai (gebruik);

b. hak pemilikan perkarangan terhadap perkarangan
tetangga (erfdientsbaarheden);

¢.  hak mempunyai bangunan di atas tanah milik or-
ang lain (opstal);

d.  hak menguasai ranah seperti pemilik sendiri dengan
membayar sejumlah uang “canon” selaku pengakuan
hak milik sejati (erfpacht);

e. hak atas hasil tanah dalam wujud buah-buahan
atau uang (grondrente),

f. h.ak menuntut di depan hakim supaya benda-benda
tidak bergerak diserahkan kepada penggugat.

Selanjutnya, menurut ketentuan-ketentuan normatif
dalam Pasal 509, Pasal 5 10, dan Pasal 511 KUH Perdata, ada
2 (dua) golongan benda-benda bergerak, yaitu:

m l Perjanjian Jual Beli
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1. Benda-benda yang bersifat bergerak dalam arti benda-
benda itu dapat dipindahkan tempat (verplaatsbaar);

2. Hak-hak atas benda bergerak, seperti:

a. hak memetik hasil dan hak memakai;

b. hak atas bunga yang harus dibayar seseorang;

¢.  hak menuntut di depan hakim supaya uang tunai
atau benda bergerak diserahkan kepada penggugat.

KUH Perdata tidak secara konsisten menggunakan pe-
ngertian benda. Dalam Pasal 467 KUH Perdata misalnya, ben-
da diberikan pengertian sebagai kepentingan. Selain benda
bergerak dan tidak bergerak, juga berkembang pemikiran yang
menghendaki agar benda dibedakan dalam benda terdaftar
dan tidak terdafrar. NBW yang berlaku di Belanda, selain
tetap membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak,
ternyata telah membedakan pula benda terdaftar dan benda
tidak terdaftar.

Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak secara
rinci dalam KUH Perdata, karena banyak aturan hukum yang
berdasarkan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Se-
cara umum, benda tidak bergerak mencakup tanah, tanaman
dan bangunan dengan bagian-bagiannya yang dengan semen
atau paku melekat pada bagian itu atau yang dimaksudkan
oleh pemilik bangunan untuk tetap digunakan, sedangkan
benda-benda lainnya tercakup dalam benda bergerak.

Hukum adat, sebagaimana ditegaskan oleh Wirjono
Prodjodikoro, tidak mengenal pembedaan benda bergerak
dan benda tidak bergerak.’* Namun, dalam KUH Perdata,
menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pembedaan benda
bergerak dan benda tidak bergerak mempunyai arti penting
berkaitan dengan bezit, levering (penyerahan), verjaring (keda-

¥ Wirjono Prodjodikoro. 2000. Asas-asas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju,
Bandung, hlm. 24.
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luarsa), dan bezwaring. Menurut ketentuan normatif dalam
Pasal 1977 KUH Perdata, untuk benda bergerak berlaku asas
bezitter adalah eigenaar, kemudian levering benda bergerak
dilakukan dengan cara penyerahan nyata, sedangkan Jever-
ing benda tidak bergerak dilakukan dengan cara balik nama.
Benda bergerak tidak mengenal verjaring, sedangkan benda
tidak bergerak mengenal verjaring. Selanjutnya, bezwaring
benda bergerak dengan fiducia, sedangkan benda tidak ber-
gerak dengan hak tanggungan.’!

Asas-asas hukum benda yang mengacu kepada hak ke-
bendaan yang perlu dijelaskan sebagai asas-asas hukum yang
juga berlaku bagi benda/barang sebagai objek perjanjian jual
beli, adalah: pertama, asas absolut, artinya hak kebendaan
(zakelijkrecht) ialah hak mutlak atas sesuatu benda dan dapat
dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan ini
adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap
setiap orang. Pemegang hak itu berhak menuntut (vorderen)
setiap orang yang mengganggu haknya. Dilihar secara pasif,
setiap orang wajib menghormati hak itu;*2 kedua, asas mengi-
kuti benda, artinya hak kebendaan itu terus mengikuti benda-
nya (zaaksgevolg atau droit de suit) di mana pun juga (dalam
tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja
mengikuti orang yang mempunyainya;® ketiga, asas kedu-
dukan didahulukan, artinya hak kebendaan itu memberikan
kedudukan didahulukan (droit de preference) dalam pelu-

nasan piutang bagi kreditor pemegang hak jaminan dengan °

benda itu terhadap kreditor lainnya;* dan keempat, asas spe-
sialitas, artinya hak kebendaan menunjuk kepada bendanya

" Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Op. Cit., him. 23.

2 Ibid., him. 24 dan 17.

¥ Ibid., hlm. 25.

¥ Herowati Poesoko. Parate Eksckusi Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi,
Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), LaksBang PRESSindo,
Yogyakarta, hlm. 90.

m l Perjanjian Jual Beli
Berklausula Perlindungan Hukum Paten

———

secara khusus atau konkret dalam satu kesatuan yang utuh;*

kelimay, asas publisitas, artinya hak kebendaan itu harus dicatat

dan didaftarkan dalam daftar khusus yang terbuka untuk
umum pada lembaga (instansi) hukum yang berwenang agar
dapat lahir dan mengikat pihak ketiga guna mencapai tujuan

kepastian hukum.?* g

Selain asas-asas hukum benda yang mengacu kepada
hak kebendaan sebagaimana diuraikan di atas, masih terdapat
asas-asas hukum benda lainnya yang mengacu kepada hak
kebendaan sebagaimana ditegaskan oleh Mariam Darus

Badrulzaman, yaitu:

1. Asas sistem tertutup, artinya hak kebendaan mempunyai
sistem tertutup, hak-hak atas benda bersifat limitatif
terbatas hanya yang diatur undang-undang;

2. Asas totalitas, artinya hak kepemilikan hanya dapat

diletakkan terhadap objek secara totalitas, tidak dapat

hanya untuk bagian-bagian benda, contohnya pemilik
bangunan adalah juga pemilik kusen, jendela dari ba-
ngunan;

Asas accessi, artinya bagian-bagian yang melekat menjadi

satu dengan benda pokok, seperti hubungan antara

bangunan dengan genteng, kusen, sehingga pemilik
benda pokok dengan sendirinya pemilik benda peleng-
kap; :

4. Asas pemisaban horizontal, artinya pemilik tanah dibe-
dakan dengan pemilik benda yang berdiri di atas tanah
itu, namun Pemerintah menganut accessi vertikal untuk
hak atas tanah yang bersertifikat, dan pemisahan hori-
zontal untuk tanah belum bersertifikat;

(F%]

" Muhammad Syaifuddin. 2008. PENJAMINAN HAK TANGGUNGAN:
Pengertian Dasar, Asas-asas, dan Konkretisasi Hukumnya dalam UUHT No. 4/
1996 (Materi Hak Tanggungan 1), Bahan Ajar (Material Teaching), Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang,
him. 14.

“ Ibid., him. 13,
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5. Asas dapat diserabkan, artinya hak keperhilikan mengan-
dung wewenang untuk menyerahkan benda.?”

D. Kewajiban Penyerahan Benda/Ba-ang dalam
Perjanjian Jual Beli

Dalam perjanjian jual beli, penjual mempunyai kewa-

jiban sebagai berikut:

1. Memelihara dan merawar kebendaan yang akan dise-
rahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya;

2. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang
telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saat-
Nya, atas permintaan pembeli. Penyerahan itu, suatu
perbuatan hukum yang harus dilakukan unruk memin-
dahkan hak milik dari seseorang kepada orang lainnya,
dari penjual kepada pembeli. Jika tidak diperjanjikan
sebaliknya, maka biaya penyerahan harus dibayar oleh
penjual, sedangkan biaya pengambilan harus dibayar
oleh pembeli (vide Pasal 1476 KUH Perdata);

3. Menjamin kebendaan yang dijual tersebut.

Selanjutnya, menurut ketentuan normatif dalam Pasal
1491 KUH Perdata, kewajiban penjual dalam penjaminan
mencakup dua hal, yaitu:
1. Menjamin penguasaan benda/barang yang dijual itu
secara aman dan tenteram;
2. Menjamin terhadap-adanya cacat-carat barang tersem-
bunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan
alasan untuk pembatalan pembelian, namun diperboleh-

kan diperjanjikan bahwa penjual tidak menjamin sesuatu
apa pun.

¥ Mariam Darus Badrulzaman. Op. Cit., him. 36.
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Menurut R. Subekti, penjual menjamin pengugsaan'ba-
rang yang dijual itu secara aman dan tenteram berarti penjual
diwajibkan menanggung pembeli terhadap setiap penghukum-
an untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang
dijual kepada seorang pihak ketiga atau terhade}p bepaq-})gban
yang menurut keterangan seorang pihak ketiga dm.nhkmyla.
atas barang itu dan tidak diberitahukan sewaktu jual beli
dilakukan.38 ’ '

Pengalihan hak milik kebendaan adal:ill'l tujuan dari
perjanjian jual beli. Cara memperoleh hak milik kebendaan
diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata yang memuat'ketentuan
normatif bahwa hak milik atas suatu kebendaan t.ldak dapat
diperoleh secara kedaluarsa, karena pewarisaq, baik menurut
undang-undang maupun menurut surat wasiat dan kar?na
penunjukan atau penyerahan berdas.ar atas suatu peristiwa
perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh sese-
orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan ter-
Sebut.Secara konkret, syarat penyerahan benda/barang menu-
rut ketentuan normatif dalam Pasal 584 KUH I.’erc-:l.ata, adalah:
1. Adanya alas hak (rechtstitel) berupa perjanjian konsen-

sual, obligatoir; )
2. Adanya perjanjian kebendaan (zake'lz]ke overeenkomst);
3. Adanya kewenangan menguasai dari orang yang melaku-
kan penyerahan. )

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan', untuk sahnya
penyerahan banda/barang itu harus memenuhi syarat terten-
tu, yaitu: )

1. Harus ada perjanjian yang zakelijke;
2. Harus ada tilel (alas hak);

¥ R. Subekti. Op. Cit., hlm. 84.
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3. Harus dilakukan dengan orang yang wewenang mengua-
sai barang-barang tadi (orang yang beschikkingsbevoeg);
4. Harus ada penyerahan nyata.*

Berkaitan dengan sahnya penyerahan benda/barang
yang dihubungkan dengan sahnya alas hak, terdapat dua
ajaran, yaitu:

1. Ajaran causal, yang memahami ada hubungan sebab
akibat antara alas hak berupa perjanjian obligatoir
dengan penyerahan benda/barang. Sahnya penyerahan
benda/barang itu tergantung sahnya alas hak. Jika alas
haknya sah, maka penyerahan benda/barangnya juga
sah. Sebaliknya, jika alas haknya tidak sah, maka
penyerahan benda/barangnya juga tidak sah. Untuk
sahnya penyerahan benda/barang diperlukan titel yang
nyata. Jadi, antara alas hak dan penyerahan benda/
barang itu ada hubungan causal. Ajaran cawusal ini
dikembangkan oleh, antara lain, Diephuis, Scholten,
Van Oven, dan lain-lain. Dalam praktik, ajaran causal
ini diikuti oleh pengadilan. W.M. Klijn (1982) menje-
laskan bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 5
Mei 1950 (N]J 1950-1) menerapkan ajaran causal ini.
Dalam ajaran causal yang diterapkan oleh Hoge Raad,
pengalihan hak milik tidak sah jika ternyata tidak
berdasar pada peristiwa hukum (alas hak) yang sah.
Jadi, perjanjian jual beli batal, dengan sendirinya per-
janjian penyerahan benda/barang juga batal, hak atas
benda/barang ridak jadi berpindah dari penjual kepada
pembeli.*®

¥ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Op. Cit., him. 72.

¥ Perharikan Wirjono Prodjodikoro. Op. Cit., hlm. 103 dan Abdul Kadir
Muhammad. 1994. Hukum Harta Kekayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
hlm. 51.
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*

S

Ajaran abstrak, yang memahami penyerahan benda/
barang harus dianggap terpisah dari perjanjian jual
beli. Penyerahan benda/barang dan alas hak itu adalah
hal-hal yang terpisah satu sama lain. Untuk penyerahan
benda/barang tidak tergantung kepada alas hak nyata,
sehingga menurut ajaran abstrak ini yang murni konse-
kuensinya dapat terjadi bahwa penyerahan benda/barang
itu akan sah juga sekalipun alas haknya tidak sah,
bahkan sekalipun tanpa alas hak. Ajaran abstrak ini
dikembangkan oleh, antara lain, Opzoomer, Meijers,
Suyling, dan lain-lain. Namun, menurut Pasal 584 KUH
Perdata, untuk sahnya penyerahan benda/barang itu
mengharuskan adanya alas hak. Oleh karena itu,
menurut gjaran abstrak ini, Pasal 584 KUH Perdata
harus ditafsirkan bahwa untuk sahnya penyerahan ben-
da/barang itu tidak perlu adanya alas hak yang nyata,
melainkan cukup hanya alas hak anggapan saja (puta-
tive titeli).*!

Sehubungan dengan ajaran tentang sahnya penyerahan
benda/barang, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan
bahwa ada kesamaan antara ajaran causal dan ajaran abstrak,
vaitu mensyaratkan adanya alas hak untuk sahnya suatu
penyerahan benda/barang, sedangkan perbedaannya, yaitu
menurut ajaran causal alas haknya harus nyata, sebaliknya
menurut ajaran abstrak alas haknya tidak harus nyata tetapi
cukup anggapan saja.*

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, ketentuan nor-
matif dalam Pasal 584 KUH Perdata juga mengatur kewe-
nangan untuk menyerahkan benda/barangnya (beschikkings
bevoegdheid) sebagai pelaksanaan dari asas nemo plus bahwa

4 1bid.
“ 5r1 Soedewi Masjchoen-Sofwan. Op. Cit., hlm. 74.
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2. Pengembalian hasil-hasil, jika ia diwajibkan menyerah-
kan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang mela-
kukan penuntutan penyerahan;

3. Biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan gugatan
pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah
dikeluarkan oleh penggugat asal;

4. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai
pembelian dan penyerahannya sekadar itu telah dibayar
oleh pembeli.*

Selanjutnya, jika pada waktu dijatuhkan penghukuman
untuk menyerahkan benda/barangnya, harga benda/barang
itu turun (menjadi lebih murah), maka penjual wajib juga
mengembalikan uang harga seutuhnya. Sebaliknya, jika harga
benda/barang naik (menjadi lebih mahal), maka penjual wajib
membayar kepada pembeli apa yang melebihi harga pem-
belian itu.*

E. Tanggung Jawab atas Cacat Tersembunyi pada
Benda/Barang sebagai Objek Perjanjian Jual Beli

Tanggung jawab atas cacat tersembunyi pada benda/
barang sebagai objek perjanjian jual beli diatur dalam Pasal
1504 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif, sebagai
berikut:

“Penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada
benda/barang yang dijual, yang membuat benda/barang tidak
sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan atau yang
demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya
pembeli mengetahui cacart itu, ia sama sekali tidak akan

# Ibid., hlm. 84.
¥ Ibid.
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membeli benda/barangnya, atau tidak akan membelinya selain
dengan harga yang kurang”.

Selanjutnya, menurut ketentuan normatif dalam Pasal
1506 KUH Perdata, penjual diwajibkan menanggung cacat
yang tersembunyi pada benda/barang itu, kecuali jika penjual
dalam hal yang demikian telah meminta diperjanjikan bahwa
penjual tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun.

KUH Perdata memuat ketentuan normatif yang membo-
lehkan penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu
apa pun dengan diperjanjikan, namun dengan pembatasan,
sebagai berikut:
. Tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa
akibar dari sesuatu perbuatan vang telah dilakukan
olehnya. Segala persetujuan yang bertentangan dengan
ini adalah batal (vide Pasal 1494),
Jika terjadi sesuaru penghukuman terhadap pembeli
untuk menyerahkan benda/barangnya kepada seorang
lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian,
kecuali jika pembeli pada waktu pembelian dilakukan
mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menye-
rahkan benda/barang yang dibelinya itu atau jika pembeli
telah membeli benda/barang tadi dengan pernyataan
tegas akan menanggung sendiri untung ruginya (vide
Pasal 1495).

)

Kemudian, jika penjual tidak diperjanjikan bahwa pen-
jual tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun, maka
sebagai akibat dari cacat hukum yang tersembunyi, diatur
secara normatif dalam KUH Perdata sebagai berikur:

L. Penjual mengetahui cacat pada benda/barang, maka
penjual wajib mengembalikan harga pembelian, meng-
ganti segala kerugian yang diderita oleh pembeli sebagai
akibat cacatnya benda/barang, dan bunga kepada pem-
beli (vide Pasal 1508); .

o | I
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2. Penjual tidak mengetahui cacat pada benda/barang,
maka penjual wajib mengembalikan harga pengembalian,
dan menggantikan kepada pembeli apa yang telah dike-
luarkan dalam penyelenggaraan pembelian dan penye-
rahan tersebut sekadar hal itu memang telah dikeluar-
kan oleh pembeli (vide Pasal 1509).

Sesuai dengan ketentuan normatif dalam Pasal 15 05

KUH Perdata, penjual tidak diwajibkan menanggung cacar

yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli.

F. Tanggung Jawab atas Risiko pada Benda/Barang
sebagai Objek Perjanjian Jual Beli

Saat beralihnya risiko dari penjual yang berkewajiban
menyerahkan barang kepada pembeli yang berhak atas penye-
rahan barang berbeda-beda menurut jenis barang yang dise-
rahkan, sebagai berikut:

1. Jika benda/barang yang dijual beli itu berupa “benda/
barang tertentu”, maka tanggung jawab atas risiko
pada benda/barang berada pada pembeli, terhitung
sejak saat terjadinya perjanjian jual beli. Sekalipun
penyerahan benda/barang belum terjadi, penjual berhak
menuntut pembayaran harga seandainya benda/barang
musnah. Menurut ketentuan normarif dalam Pasal 1460
KUH Perdata, perjanjian jual beli mengenaj benda/
barang tertentu, sesaat setelah jual beli berlangsung,
risiko berpindah kepada pembeli. Jika benda/barang
yang hendak diserahkan hilang, maka pembeli tetap
wajib membayar harga.* Secara logika, dalam perjanjian

® Menurut M. Yahya Harahap. Op. Cit., him. 84, menegaskan bahwa ketentuan
normatif dalam Pasal 1460 KUH Perdata adalah “hukum yang mengatur

(aanvullendrechr), bukan hukum yang memaksa (dwingendrecht), sehingga
dapat disampingkan oleh perjanjian. :
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timbal balik, seperti halnya perjanjian jual beli, ]1ka}
salah satu prestasi gugur, dengan sendirir}ya prestasi
yang lain pun harus gugur. Logika selan]utny?., jika
benda/barang yang dijual beli musnah sebe_lum dxserah-'
kan kepada pembeli, maka gugurlah kewajlb?.p pembeli
untuk membayar harga. Untuk menentukan risiko dalam
jual beli benda/barang tertentu pun, tetap berada pada
penjual selama benda/barang belum diserahkan kepada
pembeli. Paling tidak, risiko musnahnya benda/barang
tidak mengakibatkan pembeli harus membayar harga.
Tidak memenuhi logika, jika pembeli dibebani tanggung
jawab membayar harga benda/barang yang musnah
secara fisik dan hilang nilainya. Apalagi jika ketentuan
normatif dalam Pasal' 1460 KUH Perdata ditafsirkan
dalam hubungannya dengan Pasal 1237 KUH Per.dat.a
yang secara normatif menentukan bahwa se]a.k terjadi-
nya perjanjian, benda/barang yang hendak 'dlserahkan
menjadi keuntungan bagi pihak kreditor. Jika debitur
melakukan kealpaan, maka debitur harus menanggung
kealpaan tersebut, terhitung sejak debitur melakukan
kealpaan tersebut. Akan tetapi, oleh karena kgtentuan
normatif dalam Pasal 1460 adalah lex specialis, maka
ketentuan normatif dalam Pasal 1237 KUH Perc.lata
sebagai lex generalis, dengan sendirinya dike§amp1ng-
kannya. Namun demikian, ketentuan normatif dalam
Pasal 1460 KUH Perdata itu sendiri belum dapat mem-
berikan jawaban atas semua keadaan, terutama jlka}
benda/barang yang menjadi objek perjanjian jual beli
benar-benar tidak dapat diserahkan, bukan karena !)ﬁn-
da/barangnya musnah. Misalnya, benda/barang tfdak
dapat diserahkan karena alasan “ketidakmungklpan
objekrif”, seperti adanya larangan pemerint?.h mfanjual
benda/barang tersebut atau bcnda/barang itu dicabut
(ontoigening) oleh pemerintah. Jika tafsir hukumnya
pembeli masih tetap bertanggung jawab membayar
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harga meskipun terjadi risiko pada benda/barang, karena
“ketidakmungkinan objektif ” sebagaimana dicontohkan
tersebut, maka Pasal 1460 KUH Perdata adalah keten-
tuan normatif yang sangat berlebihan (overbodig) mem-
bebani tanggung jawab kepada pembeli.

2. Jika benda/barang berupa “benda/barang yang dijual
dengan timbangan, bilangan atau ukuran, maka menurut
ketentuan normatif dalam Pasal 1461 KUH Perdata
risiko atas benda/barang tetap berada pada penjual,
sampai saat benda/barang itu ditimbang, diukur atau
dihitung. Namun, menurut ketentuan normatif dalam
Pasal 1462 KUH Perdata, jika benda/barang telah dijual
dengan “rtumpukan” atau “onggokan”, maka risiko atas
benda/barang menjadi tanggung jawab pembeli, meski-
pun benda/barang itu belum ditimbang, diukur atau
dihitung. Memerhatikan ketentuan normatif dalam Pasal
1461 KUH Perdata, risiko atas “benda/barang umum”
tetap berada pada penjual sampai benda/barang itu
ditimbang, diukur atau dihitung, dengan syarat jika
benda/barang umum itu dijual tidak dengan tumpukan
atau onggokan. Selanjutnya, jika benda/barang dijual
dengan tumpukan atau onggokan, maka risiko aras
benda/barang menjadi tanggung jawab pembeli, mes-
kipun belum ditimbang, diukur atau dihitung.

Dalam praktiknya, agar dapat diberikan kepastian dan
keadilan bagi penjual dan pembeli, maka dalam perjanjian
jual beli (internasional) pada umumnya ditentukan kapan sua-
tu benda/barang dianggap telah ditentukan, ditimbang, diukur
atau dihitung,.

Dalam hal debitur yang berkewajiban menyerahkan
benda/barang yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan, tetapi debitur telah ditegur untuk melaksa-
nakan penyerahannya dan masih tetap tidak memenuhinya,
maka risiko pada benda/barang yang wajib diserahkan ter-

Perjanjian Jual Beli
: Berklausula Perlindungan Hukum Paten

sebut beralih kembali secara hukum kepada debitur (yang
berkewajiban untuk menyerahkan benda/barang tersebut).

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1513 KUH
Perdata, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga
pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan
dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati.

G. Variasi Perjanjian Jual Beli

1. Perjanjian Jual Beli Percobaan

Perjanjian jual beli percobaan menurut ketentuan nor-
marif dalam Pasal 1463 KUH Perdata berarti pembeli baru
akan memberikan kepastian jadi tidaknya jual beli, setelah
pembeli “melakukan percobaan” atau mencoba benda/barang
yang hendak dibeli. Setelah selesai melakukan percobaan,
kemudian pembeli menyatakan penegasan mengenai sesuai
atau tidak sesuainya benda/barang yang hendak dibelinya.
Jadi, “melakukan percobaan” benda/barang yang akan dibeli
seolah-olah menjadi “syarat menunda™ perjanjian jual beli.
Misalnya, pembeli melakukan percobaan mengendarai mobil
tipe dan merek tertentu yang hendak dibelinya. Percobaan
mengendarai mobil yang hendak dibeli oleh pembeli itu
menunda pelaksanaan perjanjian jual beli.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1463 KUH
Perdata, semua benda/barang yang lazimnya harus dicoba le-
bih dulu, dianggap sebagai perjanjian jual beli dengan syarat
yang harus dipenuhi agar perjanjian mulai dapat dilaksana-
kan. Jadi, je.iis perjanjian jual beli ini tergantung kepada ke-
biasaan yang terjadi dalam praktik jual beli benda/barang.
Jika dalam praktiknya kebiasaan menentukan terhadap ben-
da/barang tertentu harus dilakukan percobaan lebih dulu, tan-
pa disebut secara tegas, maka sudah dapat dianggap telah
dilaksanakan perjanjian jual beli percobaan. Jadi, selain secara
tegas, perjanjian jual beli percobaan dapat pula dilaksanakan
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pat suatu hambatan, maka perjanjian jual beli itu tidak diang-
gap bertentangan dengan ketentuan normatif dalam Pasal
1471 KUH Perdata. Sebagai contoh, dalam praktik sering
terjadi benda/barang bergerak yang ditawarkan oleh penjual
perantara dengan contoh. Penjual perantara ini sering mengi-
kat perjanjian jual beli, sedang benda/barang bergeraknya
masih milik orang lain di luar negeri, belum masuk ke Indone-
sia. Perjanjian jual beli demikian tidak batal atau tetap sah,
karena setelah benda/barang masuk ke Indonesia, maka men-
jadi nyatalah kedudukan hukum penjual perantara itu menjadi
pemilik benda/barang bergerak iru.

Selanjutnya, Pasal 1471 KUH Perdata memuat keten-
tuan normatif bahwa jika benda/barang yang dijual milik
orang lain, maka penjual bertanggung jawab mengganti ong-
kos, ganti rugi dan bunga uang jika pembeli ternyata membeli-
nya dengan iktikad baik. Norma hukum dalam Pasal 1471
KUH ini bertentangan dengan norma hukum sebelumnya da-
lam pasal yang sama, karena jika pembelinya beriktikad baik,
tentunya penjual yang membayar ganti rugi. Jika terjadi kea-
daan demikian, dan pemilik benda/barang telah setuju atas
ganti rugi yang diberikan kepadanya oleh penjual, maka tidak
tepat perjanjian jual beli itu dianggap batal. Apalagi jika ben-
da/barang yang menjadi objek perjanjian jual beli adalah ben-
da/barang bergerak dan pembelinya ternyata beriktikad baik.
Oleh karena itu, pembeli harus dilindungi berdasarkan keten-
tuan normatif dalam Pasal 1977 KUH Perdata, yang berarti
perjanjian jual beli harus dianggap sah, tidak batal.

4. Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali

Pasal 1520 KUH Perdata memuat ketentuan normatif
yang membolehkan penjual dan pembeli untuk mengadakan
suatu klausul dalam perjanjian jual beli bahwa penjual mem-
punyai hak untuk membeli kembali benda/barang yang dijual-
nya dengan syarat jangka waktu untuk membeli kembali
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benda/barang tersebut tidak melebihi lima tahun, dengan cara
penjual mengembalikan harga penjualan semula kepada
pembeli.

Prosedur atau formalitas menggunakan hak membeli
kembali tidak diatur secara normatif dalam KUH Perdata,
sehingga jika dalam perjanjian juai beli telah ada klausul hak
penjual untuk membeli kembali benda/barang yang dijualnya
dan jika penjual hendak membeli kembali itu dalam jangka
wakrtu lima tahun, maka penjual sudah cukup memberitahu-
kan kehendaknya itu kepada pembeli.

Secara yuridis, perjanjian jual beli dengan klausul hak
membeli kembali seolah-olah tidak berbeda dengan perjanjian
bersyarat yang mengakhiri perjanjian (onbindende voorwarde)
dan dengan dipenuhinya klausul hak membeli kembali oleh
penjual dengan sendirinya perjanjian jual beli mempunyai aki-
bat hukum untuk kembali ke keadaan semula sebelum perjan-
jian jual beli diadakan. Namun, untuk kembali ke keadaan
semula sebelum perjanjian jual beli diadakan, hanya terbatas
dalam jangka waktu lima tahun. Artinya, penjual dan pembeli
tidak dapat menyepakati jangka wakru hak membeli kembali
benda/barang yang dijualbelikan melebihi lima tahun.

Selanjitnya, Pasal 1523 KUH Perdata memuat keten-
tuan normatif bahwa barang siapa yang menjual benda/barang
tidak bergerak dengan klausul hak membeli kembali, dapat
menggunakan haknya itu terhadap pembeli kedua (pihak keti-
ga), sekalipun dalam akte penjualan kedua ridak dicantumkan
klausul hak membeli kembali. Ini berarti bahwa jangkauan
keberlakuan hak membeli kembali menurut ketentuan nor-
matif dalam Pasal 1523 KUH Perdata tidak terbatas hanya
pada pembeli semula, tetapi juga menjangkau pembeli-
pembeli berikutnya, meskipun klausul hak membeli kembali
itu tidak dicantumkan dalam perjanjian jual beli berikutnya,
dengan syarat objek perjanjian jual belinya adalah benda/ba-
rang tidak bergerak.
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Selama penjual belum menggunakan haknya untuk
membeli kembali benda/barang yang dijualnya, pembeli mem-
punyai kedudukan hukum sebagai “pemilik yang sempurna”
untuk memperoleh semua hak yang semula berada pada
penjual. Pembeli dapat menggunakan hak lampau wakru, baik
terhadap pemilik mutlak maupun pihak lain yang memegang
hak piutang hipotek atas benda/barang tidak bergerak ter-
sebut. Pembeli berhak atas buah yang dihasilkan benda/ba-
rang dan berhak menjual serta memindahkan benda/barang
itu kepada pihak ketiga, dengan syarat pemindahan kepada
pihak ketiga itu tetap terikar dengan klausul hak membel;
kembali yang ada pada penjual.

Kewajiban utama penjual dalam hak membeli kembali,
menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1532 KUH Perdata,
adalah mengembalikan uang harga penjualan semula kepada
Pembeli, tanpa menyampingkan kemungkinan penjual untuk
Juga membayar ganti rugi atas segala ongkos pembelian dan
p_enyerahan benda/barang yang pernah dikeluarkan pembeli.
Jika ongkos dimaksud benar-benar ada, maka penjual harus
mengembalikan kerugian tersebur, dengan syarat ongkos ter-
sebut adalah pengeluaran yang sah menurut hukum (recht-
matig).

Lebih lanjut, Pasal 1532 KUH Perdata memuat keten-
tuan normatif bahwa ongkos yang harus dibayar penjual pada
saat pembelian kembali benda/barang yang telah dijualnya,
termasuk ongkos yang terpaksa dikeluarkan pembeli guna
memperbaiki (reparasi) benda/barang untuk mempertinggi
nilai benda/barang tersebut. Tanpa pengembalian semua harga
Flan ongkos pembelian, penyerahan dan perbaikan, maka pen-
jual semula tidak dapat menguasai benda/barang sebelum
melaksanakan kewajiban tersebut.

- Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah
perjanjian yang dapat dibagi-bagi yang secara normatif diatur
dalam Pasal 1525 sampai dengan Pasal 1531 KU 1 Perdata.
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Sifat dapat dibagi-bagi yang melekat pada perjanjian jual beli
dengan hak membeli kembali terjadi karena penjualnya lebih
dari satu orang atau pembelinya lebih dari satu orang.

Kemudian, dalam Pasal 1526 KUH Perdata diatur bah-
wa seseorang membeli suatu bagian tanah persil yang belum
dibagi-bagi berdasarkan perjanjian jual beli dengan hak mem-
beli kembali. Selanjutnya, ada orang yang lain menggugat agar
semua tanah persil itu dipisah-pisah dan dibagi-bagi. Berikut-
nya, pembeli itu membeli semua tanah persil. Dalam peristiwa
hukum ini, pembeli dapat memaksa penjual semula agar mem-
beli kembali semua tanah persil itu jika penjual benar-benar
ingin menggunakan haknya untuk membeli kembali tanah se-
mua persil tersebut. Selain itu, juga dapat terjadi beberapa
orang secara bersama-sama mempunyai sebidang tanah, yang
kemudian menjual sebidang tanah itu hanya dengan satu surat
perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Ini berarti
bahwa masing-masing penjual dapat mengadakan perjanjian
jual beli dengan klausul hak membeli kembali terbaras hanya
pada bagian masing-masing.

5. Perjanjian Jual Beli Piutang dan Hak-hak Lain yang
Tidak Berwujud

Perjanjian jual beli piutang yang diatur secara normatif
dalam Pasal 1533 KUH Perdata bermakna bahwa pembeli
akan memperoleh segala sesuatu yang termasuk dalam bagian
penjualan, misalnya “jaminan”, “hak mendahului”, dan hi-
potek yang melekat pada piutang yang dibeli. Ketentuan
normatif dalam Pasal 1533 KUH Perdata mempunyai kesa-
maan substantif dengan Pasal 1482 KUH Perdata yang me-
muat ketentuan normatif bahwa “penyerahan suatu benda/
barang termasuk segala sesuatu yang menjadi bagian dari ben-
da/barang tersebut”. Dalam perjanjian jual beli piutang bukan
piutangnya saja yang diperoleh pembeli, tetapi juga semua
hak-hak yang melekat pada piutang dengan sendirinya beralih
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kepada pembeli, misalnya borgtocht, hak mendahului, dan
hak hipotek.

Penjual dalam perjanjian jual beli piutang menurut ke-
tentuan normatif dalam Pasal 1534 KUH Perdata harus mem-
berikan jaminan adanya wujud utang pada saat penyerahan,
tetapi tidak harus menjamin kemungkinan adanya cacat yang
terdapat pada piutang atau hak yang dijual. Selain itu, menurut
Pasal 1535 KUH Perdata penjual tidak harus menjamin ke-
mungkinan “kemampuan debitur” melakukan pembayaran
utangnya, kecuali jika penjual secara tegas memberikan ja-
minan kepada pembeli mengenai kemampuan debitur mela-
kukan pembayaran utang itu. Jika penjual telah menjamin
secara tegas kemampuan debitur melakukan pembayaran
utang, tetapi ternyata kemudian debitur tidak mampu melaku-
kan pembayaran utangnya, maka kewajiban melakukan
pembayaran utang beralih kepada penjual. Artinya, penjual
wajib melakukan pembayaran utang kepada pembeli “sebesar
harga penjualan piutang” yang diterimanya.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1536 KUH
Perdata, jika penjual memberikan jaminan kemampuan de-
bitur melakukan pembayaran utang, maka kemampuan de-
bitur itu diukur menurut “keadaan saat ini”, bukan “keadaan
di masa mendatang”. Namun, jika penjual juga memberikan
jaminan kemampuan debitur melakukan pembayaran utang
menurut “keadaan di masa mendatang”, maka penjual harus
menanggung “semua pembayaran” yang seharusnya dibayar
oleh debitur.

6. Perjanjian Jual Beli Warisan

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 1537 KUH
Perdata, perjanjian jual beli warisan berobjek “hak ahli waris
atas bagian yang akan diperolehnya dari aktiva” harta waris.
Jadi, yang dijual oleh penjual berdasarkan perjanjian jual beli
warisan “bukan hak mewaris”, karena hak mewaris atau hak
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menjadi ahli waris tidak dapat dialihkan kepada orang lain,
sehingga tidak dapat dijualbelikan.

Penjualan aktiva harta waris yang belum dibagi atau
masih milik bersama dari para ahli waris tidak bertentangan
dengan KUH Perdata, dengan syarat aktiva harta waris yang
dijual itu tidak melebihi aktiva harta waris yang akan dipero-
leh penjual sebagai bagiannya.

Penjual dalam perjanjian jual beli warisan harus menja-
min bahwa benar penjual adalah ahli waris dari aktiva harta
waris yang dia jual. Penjual tidak perlu untuk tidak diwajibkan
menjamin mengenai adanya aktiva harta waris tertentu yang
akan dia peroleh. Jadi, penjual aktiva harta waris hanya men-
jadi sebesar kemungkinan aktiva harta waris yang akan di-
perolehnya sebagai bagiannya.

Jika penjual dalam surat perjanjian jual beli telah men-
cantumkan secara tegas dan rinci jenis-jenis benda/barang
yang merupakan aktiva harta waris yang akan diperolehnya,
maka penjual bertanggung jawab atas semua benda/barang
yang secara tegas dan rinci telah dicantumkannya dalam surat
perjanjian jual beli warisan tersebur.

7. Perjanjian Jual Beli secara Angsuran

Perjanjian jual beli secara angsuran tidak diatur secara
normatif dalam KUH Perdata, tetapi berkembang dalam prak-
tik hukum di Indonesia. Perjanjian jual beli secara angsuran
adalah suatu bentuk “penjualan secara kredit”, dalam arti
pembeli membayar harga benda/barang secara termin atau
berkala, sebaliknya penjual berdasarkan “klausul yang meng-
gugurkan” (vervalclausule) masih tetap berhak menarik ben-
da/barang yang dijual dari penguasaan pembeli jika pembeli
terlambat membayar harga angsuran tepat pada waktunya
menurut termin yang telah dijadwalkan.

Penting dipahami bahwa untuk dapat d1Lua11f1kasn seba-
gai perjanjian jual beli secara angsuran, perjanjian jual beli
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secara angsuran itu harus dinyatakan secara tegas dalam per-
Janjiannya. -

Sewa beli adalah varisi bentuk perjanjian jual beli secara
angsuran, yang dalam perjanjiannya penjual menyerahkan
benda/barang yang dijual secara nyara (feitelijk) kepada pem-
beli tanpa disertaj dengan penyerahan hak milik. Penyerahan
hak milik akan diserahkan pada saat pembayaran angsuran
termin terakhir dilakukan oleh pembeli.

Hubungan hukum antara pembeli dan penjual dalam
sewa beli layaknya hubungan sewa menyewa. Pembeli berhak
memakai dan menikmati benda/barang, tetapi secara berkala
harus membayar utang. Pembayaran secara berkala dalam
sewa beli bukan dimaksudkan sebagai imbalan pemakaian
dan penikmatan benda/barang, melainkan semata-mata di-
maksudkan untuk memperoleh hak sebagai pemilik (eigenaar)
benda/barang yang disewabeli tersebut. Kesediaan penjual
menyerahkan benda/barangnya kepada pembeli didasarkan
alasan untuk memperoleh keuntungan, karena dalam setiap
angsuran pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, penjual
telah mensyaratkan adanya bunga utang dari harga benda/
barang. Selanjutnya, setelah harga sewa yang dibayar secara
angsuran telah dibayar penuh (lunas), maka sejak saat itulah
pembeli berhak penuh untuk memiliki dan mengalihkan
benda/barang itu kepada pihak ketiga.

Dalam sewa beli, pembelj dilarang mengasingkan/
mengalihkan benda/barang sewa belj yang harganya belum
dibayar penuh (lunas) oleh pembeli. Sewa belj memberi kebo-
lehan kepada penjual memuat “klausul yang menggugurkan”
untuk memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap
penjual bahwa keterlambatan pembeli membayar harga ang-
suran tepat pada waktunya menurur termin yang telah dijad-
walkan berakibat hukum “sewa beli menjadi batal” dan benda/
barangnya dapar ditarik kembali oleh penjual dari pembeli,
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A. Eksistensi Hukum Paten sebagai Subsistem dari
Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Pitlo sebagaimana dikutip oleh Mahadilmenegczlls}(an
bahwa HKI termasuk dalam hak-hak yang dlsel')]L'lli' a arrf
Pasal 499 KUH Perdata, yang men}febabka}n hak mi L limbma_
teriil itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu ha be Zn
daan. Hak kebendaan adalah h-ak absolut atas SL;laElJ enriiz;,
tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda materiil,

inilah yang disebut HKI.*! in
S I}—fll(fgadalah terjemahan dari intellectual property rights,

yang menurut W.R. Cornish berarti:

“intellectual property refers to a range of inta;zg:'ble ;;fro;t;er ?}1{
rights, which are based on the mtellectmil achievements o
humans as recognized or protected by lau.; L In :_nost cases, ;
can be divided into several categories of rights, mg’ uding p; ;
ents, industrial designs, copyrights ané re.latf,id rights, tmde

marks and trade names, geograpbiccz'l n-zc?:catzons, iay_gut tiz}
signs (topographies) of integrated circuits, and confiden

information” .

Lebih lanjut, Cornish menjelaskan adanya_ dua.lkarak—
teristik umum HKI, dengan menyatakan sebagai berikut:

3t Pitlo, dalam Mahadi. 1985. Hak Milik Immateriil, Bina Cipta, Bandung, hlm.

* ‘f‘;R Cornish. 1999. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks

and Allied Rights, Sweet & Maxwell, London.




“there are two characteristic common to all IP rights: first, all
are related to a form of intellectual achievement or activities;
and second, all are rights as recognized and protected by a
particular law. These common characteristic are crucial for
understanding the rules for protecting intellectual property
rights” .53

Memerhatikan penjelasan Cornish mengenai HKI seba-
gaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa HKI
adalah suatu hak atas kekayaan yang tidak berwujud (intangi-
ble property rights), yang didasarkan atas pencapaian intelek-
tualitas manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. HKI,
oleh Cornish, dibedakannya menjadi beberapa kategori, yaitu
paten, desain industri, hak cipta dan hak-hak yang terkait,
merek dagang dan nama dagang, indikasi geografis, desain
tata letak (topografi) sirkuit terpadu, dan informasi rahasia.
Kemudian, Cornish menegaskan adanya dua karakteristik
seluruh HKI, yaitu: pertama, HKI berkaitan dengan suatu
bentuk aktivitas atau pencapaian intelektual; dan kedua, HKI
diakui dan dilindungi oleh suatu hukum khusus. Kedua karak-
teristik umum HKI itu krusial dan menjadi alasan perlunya
memahami aturan-aturan hukum guna melindungi HKI.

Harsono Adi sumarto menjelaskan bahwa istilah pro-
perty adalah kepemilikan berupa hak, yang mendapat perlin-
dungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan
hak itu tanpa izin dari pemiliknya, sedangkan kata intellec-
tual berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya
cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi cipraan sastra,
seni, dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda
immateriil.* Menurut Ranti Fauza Mayana, karena unsur

5 Ibid.

# Harsono Adisumarto, dalam Soedjono Dirdjosiswoyo. 2000. Hukum Perusahaan
mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk),
Mandar Maju, Bandung, hln. 22,
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daya cipta vang dikembangkan dari kemampuan berpikir ma-
nusia untuk melahirkan suatu karya, kata “intelektual” itu
harus dilekatkan pada setiap karya/temuan yang berasal dari
kreativitas berpikir manusia tersebut.’

Adapun klasifikasi HKI sebagai benda immaterial (tidak
berwujud) dapat dicermati pada bagan berikut ini:

Benda

|
| |

Benda Materil Benda Immateril
(Berwujud) (Tidak Berwujud)

HKI:

(Paten, Desain Industri, Hak
Cipta dan Hak-Hak Yang
Terkait, Merk Dagang dan

Nama Dagang, Indikasi
Geografis, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu, dan Informasi

Rahasia.

Bagan 1 Klasifikasi HKI sebagai Benda Immaterial
(Tidak Berwujud)

HKI pada dasarnya digolongkan dalam dua kelompok,
yaitu: pertama, hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan
hak cipta (neighboring rights). Hak cipta lahir sejak ciptaan
di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diwujudkan,
sedangkan neighboring rights diberikan kepada para pelaku
pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran
vang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhu-

¥ Ranti Fauza Mayana. 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam
Era Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarra, hlm. 33.
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b_ungan dengan hak cipta;* kedua, hak kepemilikan industri
'(mdustrial property rights) yang khusus berkaitan dengan
industri. Sehubungan dengan itu, yang diutamakan dalam hak
kepemilikan industri adalah hasil penemuan atau ciptaan di
bidang ini dapat digunakan untuk maksud-maksud industri.
Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan aspek
terpenting dari hak kepemilikan industri.’

HKI d1 Indonesia telah diatur dalam sejumlah aruran
h.ukum ppsuuf di level undang-undang, sebagaimana dapat
dicermati pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Klasifikasi HKI dan Aturan Hukum Positifnya
di Indonesia

No. Klasifikasi HKI Aturan Hukum Positif

1. | Hak Cipta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta |

2. | Paten Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang |
Paten

3. | Merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek

4, | Varietas Baru Tanaman Und;ng—Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Baru Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang

Unda_ng-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang
Desain Industri

7. | Desain Tata Letak Sirkuit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang
Terpadu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

5. | Rahasia Dagang

6. | Desain Industri

Jika diperhatikan substansi dan ruang lingkup HKI
yang diaturnya, maka dapat dipahami bahwa materi muatan
sejumlah aturan hukum positif tentang HKI di Indonesia
adalah wujud normatif dari harmonisasi hukum HKI Indo-

= - i
Henry‘Sullsr_‘.-o Budi. 1997. “Perlindungan Hak-hak yang Berkaitan dengan
Hak Cipra dan Permasalahannya”, Makalah, Jakarta, 27 November, him. 2.

7 Sudargo Gautama. 1995, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Eresco
Bandung, him. 4. ’ )
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nesia dengan hukum HKI internasional, khususnya Conven-
tion on Establishing The World Intellectual Property Organiza-
tion (selanjutnya disingkat WIPO) dan TRIPs sebagai lam-
piran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian WTO.

WIPO menggunakan istilah “hak atas kekayaan perin-
dustrian” (industrial property rights) untuk menyebut HKI,
dan mengklasifikasikannya, sebagai berikut:

1. Patent (Paten);
2. Utility Models (Model dan Rancang Bangun, yang
dalam hukum HKI Indonesia disebut Paten Sederhana);

3. Industrial Design (Desain Industri);

4, Trade Secrets (Rahasia Dagang);

5. Trade Marks (Merek Dagang);

6. Service Mark (Pelayanan Dagang); )

7. Trade Names or Commercial Names (Nama Dagang

atau Nama Komersial);
8. Appellations of Origin (sebutan asal).
9. Indications of Source (Indikasi Sumber); dan
10. Unfair Competition Protection.

Selain klasifikasi HKI menurut WIPO, ternyata TRIP’s
menambahkan ada dua HKI lainnya, yaitu: Protection of New
Varieties of Plants (Perlindungan Varietas Baru Tanaman) dan
Integrated Circuits (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

Substansi dan ruang lingkup HKI yang diklasifikasikan
dalam WIPO dan TRIP’s, ternyata tidak semuanya diatur
dalam aturan hukum positif tentang HKI di level undang-
undang tersendiri di Indonesia, karena ada juga undang-
undang yang mengatur lebih dari satu HKI. Sebagai contoh,
Utility Models (dalam konteks hukum HKI Indonesia disebut
paten sederhana) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2001 tentang Paten. Contoh lainnya, Service Mark,
Trade Names, Commercial Names, Appellations of Origin,
dan Indications of Source diatur dalam Undang-Undang No-
mor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sebaliknya, ada klasi-
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fikasi HKI menurut WIPO dan TRIPs tetapi tidak diklasifi-
kasikan sebagai HKI dalam hukum HKI Indonesia, yaitu Un-
fair Competition.”®

Bagi Indonesia sendiri, HKI dari segi aturan hukum
positifnya sudah cukup lengkap, yang dapat merefleksikan
bahwa Indonesia telah melakukan harmonisasi hukum HKI
nasional dengan hukum HKI internasional, khususnya WTO/
TRIP’s, sebagai konsekuensi logis-yuridis dari keikutsertaan
Indonesia dalam Perjanjian WTO melalui ratifikasi berdasar-
kan UU No. 7/1994.

Memerhatikan klasifikasi HKI yang diatur baik dalam
hukum HKI Indonesia maupun dalam hukum HKI inter-
nasional, maka dapat dipahami bahwa hukum paten adalah
subsistem dari sistem hukum HKI. Adapun eksistensi hukum
paten sebagai subsistem dari sistem hukum HKI dapat dicer-
mati pada bagan 2 berikut ini:

% Q.K. Saidin. 2003. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual
Property Rights), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 18, menjelaskan
bahwa unfair competition atau persaingan usaha tidak sehat ridak dapar
diklasifikasikan sebagai HKI, karena tidak ada hak kebendaan yang dilindungi.
Persaingan usaha tidak sehar tidak boleh dilakukan dalam semua bidang hukum,
termasuk HKI. Namun, TRIPs sebagai lampiran tak terpisahkan dari Perjanjian
WTO menempatkan unfair competition secara khusus dalam satu klausul vang
berkaitan dengan HKIL
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Bistem Hukum HKI —|
|
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Hukum Hak Cipta Hukum Hak Kepemilikan Industri

Hukum Hak Cipta 1. Hukum Paten (UUP No.

dan Hak-hak yang 14/2001)

Terkait dengan 2. Hukum Merek (UUM No.

Hak Cipta (UUHC 15/2001)

No. 18/2002) 3. Hukum Varietas Baru
Tanaman (UUPVBT No.
29/2000)

4. Rahasia Dagang (UURD No.
30/2000)

5. Desain Industri (UU No.
31/2000)

6. Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (UUDTLST No.
32/2000).

Bagan 2. Eksistensi Hukum Paten sebagai Subsistem
dari Sistem Hukum HKI

B. Tujuan dan Spirit Pembaruan Hukum dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten

Memerhatikan konsiderans “Menimbang” dalam UU
Paten No. 14/2001, maka dapat ditegaskan bahwa pem-
bentukan UU Paten No. 14/2001 didasarkan atas pertim-

bangan, sebagai berikut:

a. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada per-
janjian-perjanjian internasional, perkembangan tekno-
logi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat,
diperlukan adanya Undang-undang Paten yang dapat
memberikan perlindungan yang wajar bagi Inventor;

b. bahwa hal tersebut pada butir a juga diperlukan dalam
rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur
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serta memerhatikan kepentingan masyarakat pada
umumnyas

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiinana tersebut
dalam huruf a dan b serta memerhatikan pengalaman
dalam melaksanakan Undang-undang Paten yang ada,
dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang
Paten yang baru menggantikan Undang-undang Nomor
6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989
tentang Paten.

Selanjutnya, mencermati Penjelasan Umum atas UU

Paten No. 14/2001, dapat dijelaskan bahwa pembentukan UU
Paten No. 14/2001 didasarkan atas pertimbangan:

15

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap
kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa
terakhir ini, perkembangan tersebut sangat pesat. Per-
kembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi,
seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan biotek-
nologi, “tetapi juga di bidang mekanik, kimia, arau
lainnya. Bahkan, sejalan dengan itu, makin tinggi pula
kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendaya-
gunaan teknologi yang sederhana;

Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber
daya alam yang melimpah, pentingnya peranan teknologi
merupakan hal yang tidak terbantah. Namun, perkem-
bangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran
yang diinginkad. Hal ini telah dirumuskan secara jelas
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No-
mor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara, antara lain seperti yang tercantum dalam Bab
II yang menyatakan bahwa pengembangan teknologi
belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan eko-
nomi, sosial, dan budaya sehingga belum memperkuat
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kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi per-
saingan global. Unruk meningkatkan perkembangan
teknologi, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat
merangsang perkembangan teknologi dalam wujud
perlindungan terhadap karya intelekrual, termasuk Paten
yang sepadan;

Dalam kaitan itu, walaupun Indonesia telah memiliki
Undang-undang Paten, yaitu Undang-undang Nomor 6
Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun
1989 Nomor 39) jo Undang-undang Nomor 13 Tahun
1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30) (selan-
jutnya disebut Undang-undang Paten-lama) dan pelak-
sanaan Paten telah berjalan, dipandang perlu melakukan
perubahan terhadap Undang-undang Paten-lama itu. Di
samping itu, masih ada beberapa aspek dalam Agree-
ment on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights (selanjutnya disebut Persetujuan TRIPs) yang
belum ditampung dalam Undang-undang Paten tersebut.
Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi Agree-
ment Establishing the World Trade Organization (Pem-
bentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya
disebut World Trade Organization, dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan Persetu-
juan TRIPs merupakan salah satu lampiran dari perjan-
jian ini;

Mengingat lingkup perubahan serta untuk memudahkan
penggunaannya oleh masyarakat, Undang-undang Paten
ini disusun secara menyeluruh dalam satu naskah (single
text) pengganti Undang-undang Paten-lama. Dalam hal
ini, ketentuan dalam Undang-undang Paten-lama, yang
substansinya tidak diubah dituangkan kembali ke dalam
Undang-undang ini.

Paten ‘ 91



Secara umum, perubahan yang dilakukan terhadap Un-
dang-undang Paten lama meliputi penyempurnaan, penam-
bahan, dan penghapusan. Perubahan dalam UU Paten No.

14/2001

ini dibandingkan dengan Undang-undang Paten lama,

antara lain, sebagai berikut:
1. Penyempurnaan, mencakup:

a.

|

Terminologi, meliputi:

1) Istilah penemuan diubah menjadi invensi yang
secara khusus digunakan dalam kaitannya
dengan paten. Istilah invensi lebih tepat
dibandingkan penemuan, sebab kata penemuan
memiliki aneka pengertian, termasuk
menemukan benda tercecer, sedangkan istilah
invensi dalam kaitannya dengan paten adalah
hasil serangkaian kegiatan, sehingga terciptakan
sesuatu yang baru arau rtadinya belum ada
(tentu dalam kaitan hubungan antarmanusia,
dengan kesadaran bahwa semuanya tercipta
karena Tuhan). Dalam bahasa Inggris juga
dikenal antara lain kata-kata to discover, to
find, dan to get. Kata-kata itu secara tajam
berbeda artinya dari to invent dalam kaitannya
dengan paten. Selain itu istilah invensi terdapat
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara
praktis, istilah invensi dalam bahasa Indonesia
adalah padanan dan hasil konversi dari bahasa
asing invention, sehingga kata penemu menjadi
Inventor.

2) Invensi tidak mencakup:

(1) kreasi estetika;

(2) skema;

(3) aturan dan metode untuk melakukan kegiat-
an:
a. yang melibatkan kegiatan mental,
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b. permainan,

c. bisnis;
(4) aturan dan metode mengenai program

komputer;
(5) presentasi mengenai suatu informasi.
Nama Kantor Paten yang dinyatakan dalam
Undang-undang Paten lama diubah menjadi
Ditjen HKI Depkum Ham RI (Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia), untuk mene-
gaskan dan memperjelas institusi HKI sebagai
satu kesatuan sistem.
Paten Sederhana
Objek paten sederhana tidak mencakup proses,
penggunaan, komposisi, dan produk yang merupa-
kan product by process. Objek paten sederhana
hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat
mata (tangible), bukan yang tidak kasat mata (in-
tangible). Perlindungan paten sederhana dimulai
sejak tanggal penerimaan, karena paten sederhana
yang semula tidak diumumkan sebelum pemerik-
saan substantif diubah menjadi diumumkan. Permo-
honan paten sederhana diumumkan paling lambat
3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, untuk
memberikan kesempatan kepada masyarakar luas,
guna mengetahui adanya permohonan atas suatu
invensi dan menyampaikan pendapatnya mengenai
hal tersebut. Selain itu, dokumen permohonan
yang telah diumumkan tersebut segera dapat digu-
nakan sebagai dokumen pembanding, jika diperlukan
dalam pemeriksaan substantif, tanpa harus melang-
gar kerahasiaan invensi. Di samping itu, konsep
perlindungan bagi Paten Sederhana yang diubah
menjadi sejak tanggal penerimaan, bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada Pemegang Paten
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Sederhana mengajukan gugatan ganti rugi akibat
pelanggaran . terhitung sejak tanggal penerimaan.
Gugatan ganti rugi baru dapat diajukan setelah
paten sederhana diberikan. Jangka waktu pemerik-
saan substantif atas paten sederhana adalah 24
(dua puluh empat) bulan terhitung sejak ranggal
penerimaan, untuk mempersingkat jangka waktu
pemeriksaan substantif agar sejalan dengan konsep
paten dalam rangka meningkatkan la: anan kepada
masyarakat.

Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden
Terdapat beberapa pengaturan yang dalam Undang-
undang Paten lama ditetapkan dengan Keputusan
Menteri, di dalam UU Paten No. 14/2001 ini
ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan yang di
dalam Undang-undang Paten lama ditetapkan
dengan Keputusan Presiden, di dalam UU Paten
No. 14/2001 ini diubah dengan Peraturan Peme-
rintah, atau sebaliknya.

Pemberdayaan Pengadilan Niaga

Mengingat bidang paten sangat terkait erat dengan
perekonomian dan perdagangan, penyelesaian
perkara perdata yang berkaitan dengan paten harus
dilakukan secara cepar dan segera. Hal itu berbeda
dari Undang-undang Paten lama yang penyelesaian
perdata di bidang paten dilakukan di Pengadilan
Negeri.

Lisensi wajib

Dengan UU Paten No. 14/2001 ini, instansi yang
ditugasi untuk memberikan lisensi-wajib adalah
Ditjen HKI. Berbeda dari Undang-undang Paten
lama yang menugaskan pemberian lisensi-wajib
kepada Pengadilan Negeri. Hal itu dimaksudkan
untuk penyederhanaan prosedur dan meningkatkan
layanan k’épada masyarakat.

L5
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Penambahan, mencakup:

Penegasan mengenai Istilah Hari

Mengingat bahwa istilah hari dapat mengandung
beberapa pengertian, dalam UU Paten No. 14/2001
ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah
hari adalah hari kerja.

Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten
Penambahan Pasal 7 huruf d UU Paten No. 14/
2001 dimaksudkan untuk mengakomodasi usulan
masyarakat agar bagi invensi tentang makhluk hidup
(vang mencakup manusia, hewan, atau tanaman)
tidak dapat diberi paten. Sikap tidak dapat dipaten-
kannya invensi tentang manusia karena hal itu
bertentangan dengan moralitas agama, etika, atau
kesusilaan. Di samping itu, makhluk hidup mempu-
nyai sifat dapat mereplikasi dirinya sendiri. Penga-
turan di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh
tingkat pertumbuhan teknologi masing-masing. Per-
setujuan TRIPs hanya meletakkan persyaratan mini-
mum pengaturan mengenai kegiatan-kegiatan yang
boleh atau tidak boleh dipatenkan. Paten diberikan
terhadap invensi mengenai jasad renik atau proses
nonbiologis serta proses mikrobiologis untuk mem-
produksi tanaman atau hewan dengan pertimbangan
bahwa perkembangan bioteknologi yang pesat dalam
beberapa dasawarsa terakhir ini telah secara nyata
menghasilkan berbagai invensi yang cukup besar
manfaatnya bagi masyarakat. Dengan demikian,
perlindungan HKI dalam bidang paten dlperluk'ln
sebagai penghargaan (rewards) terhadap berbagai
Invensi tersebut.

Penetapan Sementara Pengadilan

Penambahan Bab XIII tentang Penetapan Sementara
Pengadilan dimaksudkan sebagai upaya awal untuk
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mencegah kerugian yang lebih besar akibat pelak-
sanaan paten oleh pihak yang tidak berhak.
Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Berbeda dari Undang-undang Paten lama, dalam
UU Paten No. 14/2001 ini diatur ketentuan menge-
nai kemungkinan menggunakan sebagian Peneri-
maan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Ditjen
HKI yang berasal dari semua biaya yang berhu-
bungan dengan Paten. Yang dimaksud dengan meng-
gunakan adalah menggunakan PNBP berdasarkan
sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal
ini, seluruh PNBP disetorkan langsung ke kas
negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jende-
ral mengajukan permohonan melalui Menteri kepa-
da Menteri Keuangan untuk diizinkan mengguna-
kan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang
dibenarkan oleh undang-undang, yang saat ini hal
itu diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43) yang
mengatur penggunaan PNBP

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan
Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan
pada umumnya akan memakan waktu yang lama
dan biaya yang besar. Mengingat sengketa paten
akan berkaitan erat dengan masalah perekonomian
dan perdagangan yang harus tetap berjalan, penyele-
saian sengketa di luar pengadilan, seperti Arbitrase
atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimung-
kinkan dalam UU Paten No. 14/2001 ini, selain
relatif lebih cepat, biayanya pun lebih ringan.
Pengecualian dari Ketentuan Pidana

UU Paten No. 14/2001 ini mengatur hal-hal yang
tidak dikategorikan tindak pidana, vaitu hal yang
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C.

1.

berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyara-

kat. Pengaturan semacam ini terdapat dalam legislasi

di berbagai negara.
Penghapusan '
Di samping penyempurnaan dan penambahan seperti
tersebut di atas, dengan UU Paten No. 14/2001, dilaku-
kan penghapusan terhadap beberapa ketentuan dalam
Undang-undang Paten-lama yang dinilai tidak sejalan
dengan Persetujuan TRIPs, misalnya ketentuan yang
berkaitan dengan penundaan pemberian paten dan ling-
kup hak eksklusif pemegang paten.

Pengaturan Hukum Paten dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Pengertian Paten

Secara yuridis, pengertian paten menurut Pasal 1 angka

1 UU Paten No. 14/2001, sebagai berikut:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara
kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang
untuk selama waktu rertentu melaksanakan sendiri Invensinya
tersebur atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain
untuk melaksanakannya”.

Memerhatikan pengertian yuridis paten sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU Paten No. 14/2001,
maka dapat dipahami unsur-unsur dalam pengertian yuridis
paten, yaitu:

d,

Paten adalah hak eksklusif

Paten sebagai hak atas benda immateriil (intangible
assets) adalah hak yang dimonopoli khusus, artinya
tidak semua orang dapat menggunakan invensi tersebut
tanpa izin dari pemegang paten;
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b.  Paten diberikan oleh negara kepada inventor
Inventor yang ingin mendapatkan paten diwajibkan
untuk mengajukan permohonan pendaftaran paten. Jika
kewajiban ini dilaksanakan baik secara administratif
maupun substantif, maka inventor akan diberikan hak
eksklusif oleh negara. Paten diberikan oleh negara
hanya untuk invensi di bidang teknologi. Jadi, invensi
di luar bidang teknologi tidak akan diberikan paten;

¢. Paten memberikan jangka waktu tertentu untuk melak-
sanakan invensi atau untuk memberikan persetujuan
kepada  pihak lain untuk melaksanakan invensi. Jadi,
inventor yang diberikan paten dibebani kewajiban untuk
melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan izin
kepada pihak lain yang ingin melaksanakan patennya.

Secara substantif, pengertian yuridis »aten menurut
Pasal 1 angka 1 UU Paten No. 14/2001 sinkron dengan penger-
tian paten yang diberikan oleh WIPO sebagai organisasi
internasional di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa, yaitu:

“A paten is a legally enforceable right granted by virtue of a
law to a person to exclude, for a limited time, others from
certain acts in relation to describe new invention, the privi-
lege is granted by a government authority as a matter of right

to the person who is entitled to apply for it and who fulfils
the prescribed condition”.

Sebagai perbandingan, perlu dikemukakan penjelasan
tentang pengertian paten dalam Kamus Besar Bahasa Indo-
nesia, sebagai berikut:

“Kata paten berasal dari bahasa Eropa (paten/ocktroi) yang
mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari
pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan
boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak
boleh membuatnya)”.
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Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman, maka
perlu juga dikemukakan pengertian paten menurut O.K. Sai-
din, yaitu:

“Hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau
cara kerja baru dan perbaikannya, yang kesemuanya itu
tercakup dalam satu kata, yaitu “invensi” dalam bidang tek-
nologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang
haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau
atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang
lain™.%?

Selain pengertian paten, UU Paten No. 14/2001, khu.-
susnya Pasal 1 angka 2, juga memberikan pengertian invensi,
yaitu “ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat
berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengem-
bangan produk atau proses”. Sehubungan dengan pengertian
yuridis invensi, UU Paten No. 14/2001, khususnya Pasal. 1
angka 3, juga memberikan pengertian yuridis inventor, yaitu
“seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara
bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam
kegiatan yang menghasilkan Invensi”.

Paten adalah suatu hak kepemilikan industri (industrial
property right) yang merupakan bagian dari HKI. Paten
merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang
diberikan oleh negara kepada inventor atau menurut hukum
pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaan yang
diajukannya kepada negara, bagi temuan di bidang teknologi,
perbaikan atas invensi yang sudah ada, cara kerja baru, atau
menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk
selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam
bidang industri.

7 0.K. Saidin. Op. Cit., hlm. 230.
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Hak inventor untuk menggunakan atau melaksanakan
paten bersifat eksklusif, sebab hanya inventor yang meng-
hasilkan invensi saja yang dapat diberikan hak, namun in-
ventor yang bersangkutan juga dapat memberikan persetu-
juan kepada pihak lain untuk menggunakan atau melaksana-
kannya, misalnya melalui perjanjian lisensi paten.

Temuan baru, perbaikan atas temuan yang sudah ada,
cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru dalam
cara kerja, yang semua kegiatan intelekrual itu disebut dengan
invensi, harus mengandung langkah inventif (inventive step),
yaitu langkah pemikiran kreatif yang lebih maju dari hasil
penemuan sebelumnya.

Paten diberikan bagi invensi dalam bidang teknologi
yang berupa ide (yang sifatnya immateriil) yang dapat dite-
rapkan dalam proses industri. Teknologi timbul dan berkem-
bang sebagai hasil dari karsa dan karya intelektual manusia,
yang membutuhkan tenaga, wakru, dan biaya (misalnya mela-
lui kegiatan penelitian dan pengembangan), sehingga logis
bahwa teknologi mempunyai kandungan nilai ekonomi yang
dapat menjadi objek harta kekayaan. Secara keilmuan hukum,
HKI di bidang teknologi tersebut diakui oleh negara sebagai
HKI yang sifatnya immateriil atau tidak berwujud, yang ke-
mudian oleh UU Paten No. 14/2001 disebut juga dengan pa-
ten.

2. Subjek dan Objek Hukum Paten

Inventor adalah subjek hukum paten yvang hak dan ke-
wajibannya atas paten yang merupakan hasil karya intelek-
tualnya itu telah diatur dalam UU Paten No. 14/2001.

Pasal 10 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 memuat norma
hukum yang memberikan hak kepada inventor atau yang me-
nerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan sebagai
subjek hukum untuk memperoleh paten. Selanjutnya, Pasal
10 ayat (2) UU Paten No. 14/2001 memuat ketentuan norma-
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tif bahwa jika suaru invensi dihasilkan oleh beberapa orang
secara bersama-sama, maka hak atas invensi tersebut dimiliki
secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.
Kemudian, Pasal 11 UU Paten No. 14/2001 memuat ketentuan
normatif bahwa kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai
inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk
pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.
Dalam hal suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu

hubungan kerja, maka menurut Pasal 12 ayat (1) UU Paten
No. 14/2001 pihak yang memberikan pekerjaan tersebut
adalah pihak yang berhak memperoleh paten, kecuali
diperjanjikan lain. Ketentuan normatif dalam Pasal 12 ayat
(1) UU Paten No. 14/2001 ini diberlakukan juga oleh Pasal
12 ayat (2) UU Paten No. 14/2001 terhadap invensi yang di-
hasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang mengguna-
kan dara dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya
sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk
menghasilkan invensi. Inventor berdasarkan Pasal 12 ayat (3)
UU Paten No. 14/2001 berhak mendapatkan imbalan yang
layak dengan memerhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh
dari invensi tersebut. Adapun imbalan yang dapat dibayarkan
kepada inventor yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak
yang bersangkutan dengan mengacu kepada Pasal 12 ayat (4)
UU Paten No. 14/2001, yaitu:
a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;

persentase;

gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan

hadiah atau bonus;
d. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus;

atau
e. bentuk lain yang disepakati para pihak;

Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara per-
hitungan dan penetapan besarnya imbalan, maka keputusan
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untuk itu, berdasarkan Pasal 12 ayat (§) UU Paten No. 14/

2001, diberikan oleh Pengadilan Niaga.

Inventor berdasarkan Pasal 12 ayat (6) UU Paten No.
14/2001 tetap mempunyai hak untuk tetap dicantumkan
namanya dalam Sertifikat Paten. Pencantuman nama inven-
tor ini dikenal dalam hukum HKI, termasuk hukum paten
sebagai hak moral (moral rights) yang terkandung dalam
paten.

Sehubungan dengan hak moral yang diatur dalam Pasal
12 ayat (6) UU Paten No. 14/2001, maka perlu dipahami
bahwa hak moral adalah perwujudan dari pengakuan manusia
terhadap paten sebagai hasil karya inventor yang sifatnya
nonekonomi, yang melekat pada inventornya dan tidak dapat
dialihkan. Hak moral ini adalah hak yang melindungi keu-
tuhan reputasi inventor yang tidak dapat dijual atau dihilang-
kan oleh klaim perdagangan dan diberikan secara abadi
kepada inventor.

Subjek hukum yang memiliki/memegang paten,
menurut Pasal 16 UU Paten No. 14/2001 mempunyai-hak
dan kewajiban, sebagai berikut:

(1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melak-
sanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak
lain yang tanpa persetujuannya:

a. dalam hal paten produk: membuat, menggunakan,
menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan
atau menyediakan untuk dijual atau disewakan
atau diserahkan produk yang diberi paten;

b. dalam hal paten proses: menggunakan proses pro-
duksi vang diberi paten untuk membuat barang
dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud huruf
a;

(2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain
yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap

Perjanjian Jual Beli
: Berklausula Perlindungan Hukum Paten

impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggu-
naan paten proses yang dimilikinya;

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten
tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, per-
cobaan atau sepanjang tidak merugikan kepentingan
yang wajar dari pemegang paten.

Penjelasan atas Pasal 16 ayat (1) UU Paten No. 14/2001
menjelaskan makna hak eksklusif, yaitu “hak yang hanya
diberikan kepada pemegang paten untuk jangka wakru ter-
tentu guna melaksanakan sendiri komersial atau memberi-
kan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan
demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut
tanpa persetujuan pemegang paten”. Hak eksklusif mengan-
dung sifat hak kebendaan, dalam hal ini droit de suite, yang
melekat pada paten. Contohnya adalah alat tulis, penghapus,
komposisi obat dan tinta.

Produk yang dimaksud oleh Pasal 16 ayart (1) huruf a
UU Paten No. 14/2001 mencakup alat, mesin, komposisi, for-
mula, product by process, sistem, dan lain-lain, sedangkan
proses yang dimaksud oleh Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Paten
No. 14/2001 mencakup proses, metode, atau penggunaan,
contohnya adalah proses membuat tanda, dan proses mem-
buat tisu.

Selanjutnya, ketentuan normatif dalam Pasal 16 ayat
(3) UU Paten No. 14/2001 dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan
penggunaan invensi semata-mata untuk kepentingan pendi-
dikan, penelitian, percobaan atau analisis, termasuk pula ak-
tivitas untuk kepentingan pengujian, misalnya uji bioeki-
valensi atau bentuk pengujian lainnya.

Kemudian, makna “tidak merugikan kepentingan yang
wajar dari pemegang paten” sebagai pengecualian dari la-
rangan bagi pihak lain untuk melaksanakan atau meng-
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gunakan invensi tanpa persetujuan pemegang patennya, di-

maksudkan agar invensi tersebut ridak dilaksanakan atau

digunakan untuk kepentingan yang mengarah kepada ekslplm—
tasi untuk kepentingan komersial, sehingga dapat merugikan,

bahkan dapat menjadi pesaing bagi pemegang paten. .

Subjek hukum yang memiliki/memegang paten juga
mempunyai kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal

17 UU Paten No. 14/2001, yaitu: _

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16
ayat (1), pemegang paten wajib membuat produk atau
menggunakan proses yang diberi paten di Ind_onesm;

(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) apabila pembuatan produk atau peng-
gunaan proses tersebut hanya layak bila dilakukan
secara regional;

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayar (2) hanya
dapat disetujui oleh Ditjen HKI apabila pemegang
paten telah mengajukan permohonan tertulis _dengan.
disertai alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi
yang berwenang;

(4) Syarat-syarat mengenai pengecualian dan tata cara
pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Selain itu, subjek hukum yang memiliki/memegang
paten juga mempunyai kewajiban sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 18 UU Paten No. 14/2001, yaitu: “Untuk penge-
lolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi,
pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten wajib mem-
bayar biaya tahunan”. _ _

Objek hukum paten adalah benda immateriil atau tidak
berwujud sebagai hak kepemilikan industri (irzdt-:st?'ial proper-
ty right) yang merupakan bagian dari HKL Obje‘k .huk‘um
paten, konkretnya, adalah invensi (invention/uitvinding)
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dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat diterapkan
dalam proses industri. Objek hukum paten berupa invensi
itu terjelma dalam wujud benda/barang yang ternyata sangat
beragam dan luas, sama beragam dan luasnya dengan pemi-
kiran manusia yang menalar,5

Semua hasil karsa dan karya intelektual manusia yang
mampu berpikir secara menalar yang berupa invensi dapat
menjadi objek hukum paten, dengan syarat invensi itu di
bidang teknologi dan mempunyai nilais praktis, dalam arti
dapat diterapkan dalam proses industri. Jadi, rerbuka ke-
mungkinan seterbuka-bukanya bahwa objek hukum paten ini
akan terus mengalami perkembangan mengikuti perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan per-
kembangan kapasitas kemampuan intelektualitas manusia un-
tuk berpikir yang menalar.®!

3. Asas-asas Hukum dan Jangka Waktu Perlindungan
Hukum Paten

UU Paten No. 14/2001 sebagai aturan hukum positif
tentang paten tidak mencantumkan secara tegas asas-asas
hukum paten yang menjadi dasar dari pembentukan norma-

¥ Perhatikan Sidi Gazalba. 1981. Sistemarika Filsafar Buku II, Bulan Bintang,
Jakarta, hlm 193, yang menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah
makhluk yan: berpikir (anima intelectiva), yang terlengkapi pula dengan berasa
bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya bersumber pada pengetahuan
vang didapatnya lewat kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran merupakan
kegiatan budi sebagai jalan mencapai pengetahuan dari pengerahuan yang satu
ke pengetahuan yang lain dengan perantaraan pengetahuan penghubung.

* Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, dan Yunial Laili Mutiari. 2009.
Desain Industri: Perspekrif Filsafat, Teori, dan Dogmarik Hukum, Tunggal
Mandiri Publishing, Malang, hlm. 25, menjelaskan bahwa semua orang
mempunyai akal dan pikiran, tetapi tidak semua orang yang mempunyai akal
dan pikiran ita mampu manalar secara optimal. Dengan demikian, tidak semua
orang yang mempunyai akal dan pikiran itu mampu menghasilkan HKI. Hanya
orang yang mampu menalar dengan menggunakan akal dan pikirannya saja
yang dapat menghasilkan HKIL.

BAB 4
Paten |




norma hukumnya. Oleh karena itu, bersandar kepada pema-
haman asas hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat
ditemukan asas-asas hukum paten dengan mencarinya dalam
norma-norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal
dalam UU Paten No. 14/2001 yang dipahami sebagai suatu
subsistem hukum dari sistem hukum yang memayunginya.

Hukum paten adalah bagian dari hukum HKI, kemu-
dian hukum HKI adalah bagian dari hukum benda. Jadi, asas-
asas hukum benda yang diarur dalam KUH Perdata, khususnya
Buku II tentang Benda, juga berlaku bagi hukum paten.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, asas hukum
benda itu mengacu pada hak kebendaan sebagai asas organik
yang bersifat umum konkret, terdiri dari asas sistem tertutup,
asas absolur, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spe-
sialitas, asas rotalitas, asas esensi perlekatan, asas konsistensi,
asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum.#2
Namun, tidak semua asas-asas hukum benda yang ditegaskan
oleh Mariam Darus Badrulzaman tersebut berlaku bagi hu-
kum paten (dalam hal ini asas esensi perlekatan dan asas pe-
misahan horizontal), karena paten yang diatur dalam hukum
paten adalah hak atas benda bergerak yang tidak berwujud
(immateriil), bukan hak atas benda ridak bergerak yang ber-
wujud (dalam hal ini tanah).

Asas-asas hukum benda yang mengacu kepada hak
kebendaan yang perlu dijelaskan sebagai asas-asas hukum
yang juga berlaku bagi hukum paten, adalah: pertama, asas
absolut, artinya hak .kebendaan (zakelijkrecht) ialah hak
mutlak atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap
siapa pun juga. Hak kebendaan ini adalah absolut, artinya
hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang
hak itu berhak menuntut (vorderer) setiap orang yang meng-

@ Mariam Darus Badrulzaman. 1986. Bab-bab Tentang Hypotheek, Alumni,
Bandung, hlm. 12.
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ganggu haknya. Dilihat secara pasif, setiap orang waj'%b meng-
hormati hak itu;®® kedua, asas mengikuti benda, artinya hak
kebendaan itu terus mengikuti bendanya (zaalzsgevolg.atau
droit de suit) di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga)
benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang
mempunyainya;®* ketiga, asas kedudukan a’z‘dahmﬁukan,
artinya hak kebendaan itu memberikan lcedgdukan dlqahu-
lukan (droit de preference) dalam pelunasan piutang bagi kre-
ditor pemegang hak jaminan dengan benda itu tf:rhadap
kreditor lainnya;*s dan keempat, asas spesialitas, artinya hak
kebendaan menunjuk kepada bendanya secara khusus atau
konkret dalam satu kesatuan yang utuh;® kelima, asas pi-
blisitas, artinya hak kebendaan itu harus dicatat dan didaftar-
kan dalam daftar khusus yang terbuka untuk umum pad;t
lembaga (instansi) hukum yang berwenang agar dapat la_hu:
dan mengikat pihak ketiga guna mencapai tujuan kepastian
hukum.®”

Satu asas hukum yang juga penting dalam hukum paten
adalah asas perlindungan hukum, yang bermgkna bahwa pa-
ten adalah hasil kreasi atau kreativitas manusia yang merupa-
kan karya intelektualitas manusia yang harus dilindungi oleh
hukum HKI. Namun, paten yang dilindungi hz%nyalah paten
yang memenuhi persyaratan substantif (materiil) dan prose-
dural (formal) yang telah ditentukan oleh hukum paten (vide

[

Sri Soedewi Maschoen Sofwan. 1981, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta,

hlm. 24 dan 17.

% Ibid., Klni. 25. ; i

& Herowati Poesoko. Parate Eksekusi ObjekHak Tanggungan (Inkonsust_ens:,
Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), LaksBang PRESSindo,
Yogyakarta, hlm. 90. ) -

* Muhammad Syaifuddin. 2008. PENJAMINAN HAK TANGGUNCiAN.
Pengertian Dasar, Asas-asas, dan Konkretisasi Hukumnya dalam pUHT No. 4/
1996 (Materi Hak Tanggungan 1), Bahan Ajar (Material '_I'e;}f:hlng), Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang,
him. 14.

7 Ibid., hlm. 15.
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UU Paten No. 14/2001) sebagai bagian dari hukum HKI, an-
tara lain, paten harus mengandung unsur kebaruan (dalam
arti tidak sama dengan paten yang telah ada sebelumnya),
langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, serta
harus terdaftar dalam daftar umum paten di Ditjen HKI. Jadi,
perlindungan paten baru diberikan oleh negara/pemerintah
berdasarkan hukum jika suatu paten telah didaftarkan. Arti-
nya, tanpa pendaftaran tidak ada perlindungan hukum.
Perlindungan hukum terhadap paten menurut Pasal 8
UU Paten No. 14/2001 diberikan untuk jangka waketu selama
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan
jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Untuk paten
sederhana, perlindungan hukum yang diberikan menurut
Pasal 9 UU Paten No. 14/2001 diberikan untuk jangka waktu
10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan
jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Setelah itu, paten
dan paten sederhana tersebut menjadi milik masyarakar atan
berada dalam wilayah publik (public domain). Adapun tang-
gal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan hukum
paten, menurut Pasal 8 UU Paten No. 14/2001 akan dicatat
dalam Daftar Umum Paten untuk kemudian diumumkan da-
lam Berita Resmi paten pada lembaga hukum (instansi peme-
rintah) yang menangani proses hukum pendaftaran paten
sebagai HKI tersebut, dalam hal ini adalah Ditjen HKI.
Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 8 Paten No. 14/2001,
dapat dijelaskan bahwa Daftar Umum Paten adalah “Suatu
daftar yang berisi data mengenai bibliografi dan status permo-
honan dan paten yang dicatat oleh Ditjen HKI dan dapat
dilihat oleh masyarakat umum”. Adapun yang dimaksud
dengan Berita Resmi Paten adalah bentuk pengumuman yang
berisi informasi mengenai status permohonan dan paten yang
dapat dilihat oleh masyarakat umum yang dapat digunakan
untuk memantau kegiatan Ditjen HKI. Materi permohonan
dan paten yang akan diumumkan mencakup informasi tentang
bibliografi, spesifikasi, pengalihan, lisensi, pelanggaran, peru-
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bahan alamat pemohon atau pemegang paten yang diterbitkan
secara berkala oleh Ditjen HKI. Berita Resmi Paten dapat
diwujudkan dalam berbagai bentuk anrara lain: dalam bentuk
buku (saat ini) dan pada masa yang akan datang dibuat dalam
format digital.

Secara tegas, UU Paten No. 14/2001 memuat keten-
tuan-ketentuan normatif yang melindungi paten. Pasal 2 ayat
(1) UU Paten No. 14/2001 menentukan bahwa paten diberi-
kan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inven-
tif serta dapat diterapkan dalam industri. Menurut Pasal 3
ayat (1) UU Paten No. 14/2001, “Suatu invensi dianggap baru
jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama
dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya”. Adapun
yang dimaksud “teknologi yang diungkapkan sebelumnya”,
menurut Pasal 3 ayat (2) UU Paten No. 14/2001, adalah “Tek-
nologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indo-
nesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan,
atau dengaii cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk
melaksanal an invensi tersebut sebelum: pertama, tanggal pe-
nerimaan; atau Redua, tanggal prioritas. Selain itu, “teknologi
yang diungkapkan sebelumnya™ menurut Pasal 3 ayat (3) UU
Paten No. 14/2001, mencakup “dokumen permohonan yang
diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah
tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang
dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal dari-
pada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan”.

Perlindungan hukum berdasarkan UU Paten No. 14/
2001 terhadap paten di satu pihak adalah suatu hak dari in-
ventor dan dapat menjadi sarana untuk merangsang kreativi-
tas inventor yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkat-
kan pembangunan ekonomi suatu negara. Di pihak lainnya,
adanya perlindungan hukum terhadap paten akan berkaitan
langsung dengan perlindungan bagi masyarakat luas, dalam
hal ini adalah konsumen.
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Pengajuan permohonan paten secara umum

Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada
Ditjen HKI (vide Pasal 22);
Jika permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan
inventor, permohonan tersebut harus disertai pernyataan
yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas
invensi yang bersangkutan. Inventor dapat meneliti
surat permohonan yang diajukan oleh pemohon yang
bukan inventor dan atas biayanya sendiri dapat meminta
salinan dokumen permohonan tersebut (vide Pasal 23);
Permohonan yang diajukan oleh inventor atau pemohon
yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan
tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus
diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Inventor atau
pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih tem-
pat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia untuk
kepentingan permohonan tersebut (vide Pasal 26);
Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasanya, kuasa
dimaksud adalah Konsultan HKI yang telah terdaftar
di Ditjen HKI. Terhitung sejak tanggal penerimaan
kuasanya, kuasa wajib menjaga kerahasiaan invensi
dan seluruh dokumen permohonan sampai dengan tang-
gal diumumkannya permohonan yang bersangkutan
(vide Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3);
Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indo-
nesia kepada Ditjen HKI, yang secara substantif permo-
honan itu harus memuat:
a) tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
b) alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
) nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
) nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan
diajukan melalui kuasa;
e) surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan
oleh kuasa;

e
d
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f) pernyaraan permohonan untuk dapat diberi paten;

g) judul invensi;

h) klaim yang terkandung dalam invensi;

i) deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap me-
muat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;

j) gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diper-
lukan untuk memperjelas invensi; dan

k) abstrak invensi (vide Pasal 24).

Pengajuan permohonan paten dengan hak prioritas

Permol onan dengan menggunakan hak prioritas sebagai-
mana diatur dalam Paris Convention for the Protection
of Industrial Property harus diajukan paling lama 12
(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan paten yang pertama kali diterima di negara
mana pun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut
atau yang menjadi anggota Agreement Establishing the
World Trade Organization (vide Pasal 27 ayat (1));
Dengan tetap memerhatikan ketentuan dalam UU Paten
No. 14/2001 ini mengenai syarat-syarat yang harus
dipenuhi dalam permohonan, permohonan dengan hak
prioritas wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disah-
kan oleh pejabat yang berwenang di negara yang ber-
sangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung
sejak tanggal prioritas (vide Pasal 27 ayar (2));
Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, permohonan
tidak dapart diajukan dengan menggunakan hak prioritas
(vide Pasal 27 ayat (3));

Ketentuan normatif dalam Pasal 24 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap permohonan yang mengguna-
kan hak prioritas (vide Pasal 28 ayat (1));

Ditjen HKI dapat meminta agar permohonan yang
diajukan dengan menggunakan hak prioritas tersebut
dilengkapi:
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berunding guna memutuskan permohonan mana yang
diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada
Ditjen HKI paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut (vide Pasal
34 ayat (2));

Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di
antara para pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya
perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan
kepada Ditjen HKI dalam waktu yang ditentukan,
permohonan itu ditolak dan Ditjen HKI memberitahu-
kan penolakan tersebut secara tertulis kepada para
pemohon (vide Pasal 34 ayat (3)).

a. Perubahan dan penarikan kembali permohonan paten

1)

.

Permohonan dapat diubah dengan cara mengubah des-

kripsi dan/atau klaim dengan ketentuan bahwa peru-

bahan tersebut tidak memperluas lingkup invensi yang
telah diajukan dalam permohonan semula (vide Pasal

35);

Pemohon dapat mengajukan pemecahan permohonan

semula apabila suatu permohonan terdiri atas beberapa

invensi yang tidak merupakan satu kesatuan invensi
sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal

21, dengan syarat dan prosedur sebagai berikut:

a) Permohonan pemecahan dapat diajukan secara
terpisah dalam satu permohonan atau lebih dengan
ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimo-
honkan dalam setiap permohonan tersebut tidak
memperluas lingkup perlindungan yang telah diaju-
kan dalam permohonan semula.

b) Permohonan pemecahan dapat diajukan paling lama
sebelum permohonan semula tersebut diberi kepu-
tusan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif
dalam Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (1).

Perjanjian Jual Beli
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b.

1)

2)

¢) Permohonan pemecahan sebagaimana yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
ketentuan normatif dalam Pasal 21 dan Pasal 24,
diar-ggap diajukan pada tanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan semula.

d) Dalam hal pemohon tidak mengajukan permohonan
pemecahan dalam batas waktu yang ditentukan,
pemeriksaan substantif atas permohonan hanya
dilakukan terhadap invensi sebagaimana dinyatakan
dalam urutan klaim yang pertama dalam permo-
honan semula (vide Pasal 36);

Permohonan dapat diubah dari paten menjadi paten

sederhana atau sebaliknya oleh pemohon dengan tetap

memerhatikan ketentuan dalam UU Paten No. 14/2001

ini (vide Pasal 37);

Permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon de-

ngan mengajukannya secara tertulis kepada Ditjen HKI.

Larangan mengajukan permohonan dan kewajiban
menjaga kerahasiaan

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu
tahun sesudah pensiun atau sesudah berhenti karena
alasan apa pun dari Ditjen HKI, pegawai Ditjen HKI
atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan
atas nama Ditjen HKI, dilarang mengajukan permo-
honan, memperoleh paten, atau dengan cara apa pun
memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan
dengan paten, kecuali apabila pemilikan paten itu di-
peroleh karena pewarisan (vide Pasal 40);

Terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh aparat
Ditjen HKI atau orang yang karena tugasnya terkait
dengan tugas Ditjen HKI wajib menjaga kerahasiaan
invensi dan seluruh dokumen permohonan sampai de-

BAB 4
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C.
1y

2)

ngan tanggal diumumkannya permohonan yang bersang-
kutan (vide Pasal 41).

Pengumuman permohonan paten

Digen HKI mengumumkan permohonan yang telah
memenuhi ketentuan normatif dalam Pasal 24 (vide
Pasal 42 ayat (1));

Pengumuman permohonan dilakukan:

a) dalam hal paten, segera setelah 18 (delapan belas)
bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah
18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas
apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
atau

b) dalam hal paten sederhana, segera setelah 3 (tiga)
bulan sejak tanggal penerimaan;

¢) pengumuman permohonan paten dapat dilakukan
lebih awal atas permintaan pemohon dengan dikenai
biaya (vide Pasal 42);

Pengumuman permohonan dilakukan dengan:

a) menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang
diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI; dan/
atau

b) menempatkannya pada sarana khusus yang disedia-
kan oleh Ditjen HKI yang dengan mudah serta
jelas dapat dilihat oleh masyarakat;

c) Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat
oleh Ditjen HKI (vide Pasal 43);

Pengumuman permohonan dilaksanakan selama:

a) 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan-
nya permohonan paten;

b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya
permohonan paten sederhana (vide Pasal 44 ayart

(1))s

18 I Perjanjian Jual Beli
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6)

1)

8]

4)

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

a) nama dan kewarganegaraan Inventor;

b) nama dan alamat lengkap pemohoq dan kuasa
apabila permohonan diajukan melalui kuasa;

¢) judul invensi; "

d) tanggal penerimaan; dalam hal perrr'mh'onan diaju-
kan dengan hak prioritas, tanggal prioritas, nomot,
dan negara tempat permohonan yang pertama kali
diajukan;

e) abstrak;

fy Kklasifikasi invensi;

g) gambar, jika ada;

h) nomor pengumuman; dan

i) nomor permohonan (vide Pasal 44 ayat (2)).

Pandangan dan/atau keberatan atas pengumuman
permohonan paten ‘ .
Setiap pihak dapat melihat pengumuman sebagaimana
dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 44 dan dapat
mengajukan secara tertulis pandangan dan/atau kebe-
ratannya atas permohonan yang bersangkutan dengan
mencantumkan alasannya (vide Pasal 45 ayat (1));
Dalam hal terdapat pandangan dan/atalu keberatan
sebagaimana dimaksud ketentuan norn_mpf pada Pgsal
45 ayat (1), Ditjen HKI segera mengirimkan salinan
surat yang berisikan pandangan dan/atau keberatan
tersebut kepada pemohon (vide Pasal 45 ayat (2));
Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan
dan penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan
tersebut kepada Ditjen HKI.
Ditjen HKI menggunakan pandangan dan/a?au kebej-
ratan, sanggahan, dan/atau penjelasan sebagaimana di-
maksud ketentuan normatif pada Pasal 45 ayat (1) dan
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c.

1)

o

ayat (3) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam
tahap pemeriksaan substantif (vide Pasal 45 ayat (4)).

Penolakan pengumuman permohonan paten yang
mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan
pertahanan keamanan Negara

Setelah berkonsultasi dengan instansi pemerintah yang
tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pertahanan
dan keamanan negara, apabila diperlukan, Ditjen HKI
dengan persetujuan Menteri dapat menetapkan untuk
tidak mengumumkan permohonan apabila menurut per-
timbangannya, pengumuman invensi tersebut diperkira-
kan akan dapatr mengganggu arau bertentangan dengan
kepentingan pertahanan keamanan negara (vide Pasal
46 ayar (1));

Ketetapan untuk tidak mengumumkan permohonan
sebagaimana dimaksud ketentuan normatif pada Pasal
46 ayat (1) diberitahukan secara terrulis oleh Ditjen
HKI kepada pemohon atau kuasanya (vide Pasal 46
ayat (2));

Konsultasi yang dilakukan oleh Ditjen HKI sebagaimana
dimaksud ketentuan normatif pada Pasal 46 avar (1),
termasuk penyampaian informasi mengenai invensi yang
dimohonkan yang kemudian berakhir dengan ketetapan
tidak diumumkannya permohonan, tidak dianggap seba-
gai pelanggaran kewajiban untuk menjaga kerahasiaan
sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal
40 dan Pasal 41 (vide Pasal 46 ayar (3));

Ketentuan normatif sebagaimana dimaksud pada Pasal
46 ayat (3) tetap mewajibkan instansi pemerintah yang
bersangkuran beserta aparatnya untuk tetap menjaga
kerahasiaan invensi dan dokumen permohonan yang
dikonsultasikan kepadanya terhadap pihak ketiga (vide
Pasal 46 ayat (4));

Perjanjian Jual Beli
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)

Terhadap permohonan yang tidak diumumkan sebagai-
mana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 46
dilakukan pemeriksaan substantif setelah 6 (enam)
bulan sejak tanggal penetapan Ditjen HKI mengenai
tidak diumumkannya permohonan yang bersangkutan.
Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud tidak
dikenai biaya (vide Pasal 47).

Pemeriksaan Substantif

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara
tertulis kepada Ditjen HKI dengan dikenai biaya (vide
Pasal 48);

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan paling
lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan (vide Pasal 49 ayat (2));

Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak diaju-
kan dalam batas waktu yang ditentukan atau biaya
untuk itu tidak dibayar, permohonan dianggap ditarik
kembali. Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis
permohonan vang dianggap ditarik kembali kepada
pemohon atau kuasanya (vide Pasal 49 ayat (2) dan
ayat (3));

Apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan
sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman, peme-
riksaan itu dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu
pengumuman. Sebaliknya, apabila permohonan pemerik-
saan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka
waktu pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan
setelah ranggal diterimanya permohonan pemeriksaan
substantif tersebut (vide Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5));
Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Ditjen HKI
dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan
fasilitas yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait
atau pemeriksa paten dari kantor paten negara lain,

BAB 4 i :
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dengan memerhatikan ketentuan mengenai kewajiban
untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ke-
tentuan normatif dalam Pasal 40 dan Pasal 41 (vide
Pasal 50);

Pemeriksaan substantif dilaksanakan ol:h pemeriksa
pada Ditjen HKI berkedudukan sebagai pejabat fung-
sional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku. Kepada pemeriksa ini diberikan jenjang dan tun-
jangan fungsional di samping hak-hak lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(vide Pasal 51);

Apabila pemeriksa melaporkan bahwa invensi yang
dimintakan paten terdapat ketidakjelasan atan keku-
rangan lain yang dinilai penting, Ditjen HKI memberita-
hukan secara tertulis adanya ketidakjelasan atau keku-
rangan tersebut kepada pemohon atau kuasanya guna
meminta tanggapan atau kelengkapan atas kekurangan
tersebut. Pemberitahuan tersebut harus jelas dan rinci
serta mencantumkan hal yang dinilai tidak jelas atau
kekurangan lain yang dinilai penting dengan disertai
alasan dan acuan yang digunakan dalam pemeriksaan
substantif, berikut jangka waktu pemenuhannya (vide
Pasal 52);

Apabila setelah pemberitahuan pemohon tidak mem-
berikan tanggapan, atau tidak memenuhi kelengkapan
persyaratan, atau tidak melakukan perbaikan terhadap
permohonan yang telah diajukannya dalam waktu yang
telah ditentukan Ditjen HKI, permohonan tersebut
dianggap ditarik kembali dan diberitahukan secara
tertulis kepada pemohon (vide Pasal 53).
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j.

1)

I~
—

Persetujuan atau penolakan permohonan paten

Ditjen HKI berkewajiban memberikan keputusan untuk

menyetujui atau menolak permohonan:

a) Paten, paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan
terhitung sejak tanggal diterimanya surat permo-
honan pemeriksaan substantif sebagaimana dimak-
sud ketentuan normatif dalam Pasal 48 atau terhi-
tung sejak berakhirnya jangka wakm pengumuman
sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam
Pasal 44 ayat (1) apabila permohonan pemeriksaan
itu diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu
pengumuman tersebut.

b) Paten sederhana, paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak tanggal penerimaan (vide Pasal 54);

Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan

oleh pemeriksa menyimpulkan bahwa invensi tersebut

memenuhi ketentuan normatif dalam Pasal 2, Pasal 3,

Pasal 5, dan ketentuan lain dalam UU Paten No. 14/

2001 ini, Ditjen HKI memberikan Sertifikat Paten

kepada pemohon atau kuasanya (vide Pasal 55 ayat

(1));

Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan

oleh pemeriksa menyimpulkan bahwa invensi tersebut

memenuhi ketentuan normatif dalam Pasal 3, Pasal 5,

Pasal 6, dan ketentuan lain dalam UU Paten No. 14/

2001 ini, Diten HKI memberikan Sertifikat Paten

Sederhana kepada pemohon atau kuasanya (vide Pasal

55 ayar (2));

Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan,

kecuali paten yang berkaitan dengan pertahanan dan

keamanan negara (vide Pasal 55 ayat (3));

Ditjen HKI dapat memberikan salinan dokumen paten

kepada pihak yang memerlukannya dengan membayar

biaya, kecuali paten yang tidak diumumkan sebagaimana

paten | EER




2)

10)

dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 46 (vide
Pasal 55 ayat (4));

Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan
oleh pemeriksa menunjukkan bahwa invensi yang dimo-
honkan paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 35, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52
ayat (2), atau yang dikecualikan berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 7, Ditjen HKI menolak permohonan terse-
but dan memberitahukan penolakan itu secara tertulis
kepada pemohon atau kuasanya (vide Pasal 56 ayat
(1));

Ditjen HKI juga dapat menolak permohonan yang
dipecah jika pemecahan tersebut memperluas lingkup
invensi atau diajukan setelah lewat batas waktu sebagai-
mana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal 36
ayat (2) atau Pasal 36 ayat (3) (vide Pasal 56 ayat (2));
Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan
oleh pemeriksa menunjukkan bahwa invensi yang dimo-
honkan paten tidak memenuhi ketentuan normatif da-
lam Pasal 36 ayat (2), Ditjen HKI menolak sebagian
dari permohonan tersebut dan memberitahukannya
secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya. Surat
emberitahuan penolakan permohonan harus dengan
jelas mencantumkan alasan dan pertimbangan yang
menjadi dasar penolakan (vide Pasal 56 ayat (3) dan
ayat (4));

Sertifikat Paten adalah bukti hak atas paten. Surat
penolakan dicatat oleh Ditjen HKI (vide Pasal 57);
Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan Sertifikat
Paten dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan (vide
Pasal 38).
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k. Permohonan banding atas penolakan permohonan paten

1)

L
~

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan
permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar
pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif
sebagaimana dimaksud ketentuan normatif dalam Pasal
56 ayar (1) atau Pasal 56 ayat (3) (vide Pasal 60 ayat
(1));

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemo-
hon atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan
tembusan yang disampaikan kepada Ditjen HKI (vide
Pasal 60 ayat (2));

Permohonan banding diajukan dengan menguraikan
secara lengkap keberatan serta alasannya terhadap
penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan sub-
stantif (vide Pasal 60 ayat (3));

Alasan sebagaimana dimaksud ketentuan normatif da-
lam Pasal 60 ayat (3) tidak merupakan alasan atau
penjelasan baru, sehingga memperluas lingkup invensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ((vide Pasal 60
ayat (4));

Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberi-
tahuan penolakan permohonan. Apabila jangka waktu
telah lewat tanpa adanya permohonan banding, peno-
lakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon
(vide Pasal 61 avat (1) dan ayat (2));

Dalam hal penolakan permohonan telah dianggap dite-
rima oleh pemohon, Ditjen HKI mencatat dan mengu-
mumkannya (vide Pasal 61 ayat (3));

Banding mulai diperiksa oleh Komisi Banding Paten
paling lama 1 (saru) bulan sejak tanggal penerimaan
permohonan banding (vide Pasal 62 ayat (2);
Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling
lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak berakhirnya
jangka waktu yang ditentukan (vide Pasal 62 ayat (2));

BAB 4 :
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9) Dalam hal Komisi Banding Paten menerima dan menye-
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6. Pengalihan Paten

Paten, seperti HKI lainnya, adalah hak kebendaan im-
materiil yang juga dapat beralih dan dialihkan. Ini berarti
bahwa asas-asas hukum benda yang telah terkandung dalam
UU Paten No. 14/2001 dan juga telah termuat dalam keten-
tuan-ketentuan WIPO dan Perjanjian WTO berikut TRIP’s
mengakui dan menghormati paten sebagai hak kebendaan
immateriil.

Paten sebagai hak kebendaan immateriil juga harus di-
hormati sebagai hak pribadi pemakainya. Adapun pengakuan
eksistensi hak milik dan pengaturan hukumnya dalam UU
Paten No. 14/2001 adalah wujud dari penghormatan hak
pribadi pemakainya.

Hak milik sebagai hak kebendaan, menurut Mariam
Darus Badrulzaman, adalah hak yang paling sempurna jika
dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya, karena hak
milik memberikan kenikmatan yang sempurna kepada pemi-
liknya. Wujud dari pengakuan terhadap hak kebendaan yang
sempurna itu, antara lain, adalah undang-undang memper-
kenankan hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si
pemilik hak.”

Istilah “hak milik” menurut Mahadi mengandung arti
bahwa benda yang dikuasai dengan hak milik dapat ditu-
runkan kepada ahli waris, dapat dialihkan kepada orang lain,
dan dapat diperjualbelikan.” Namun demikian, penggunaan
hak milik dan hak-hak atas kebendaan lainnya tetap ada pem-
batasannya, baik dalam cara penggunaannya maupun dalam
hubungan-hubungan hukum yang lain.”

™ Mariam Darus Badrulzaman. 1983. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional,

Alumni, Bandung, hlm. 43.

7 Mahadi. 1981. Hak Milik dalam Sistem Hukum Perdara Nasional, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, him. 71.

7 0.K. Saidin. Op. Cir., hlm. 380.
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Pengertian pengalihan hak adalah penyerahan kekua-
saan atas suatu benda dari subjek hukum di satu pihak kepada
subjek hukum lainnya di pihak lain. Subjek hukum yang dapat
mengalihkan dan menerima hak itu adalah orang, badan hu-
kum, atau bahkan negara.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menjelaskan bahwa
penyerahan menurut sistem hukum perdata itu adalah “penye-
rahan suatu benda oleh pemilik atas namanya kepada orang
lain, sehingga orang lain tersebut memperoleh milik atas ben-
da tersebut.” Penyerahan kekuasaan atas suatu benda itu,
menurut Vollmar, dapat dibedakan lagi atas: pertama, “pe-
nyerahan faktual”, yaitu tindakan mengalihkan kekuasaan atas
suatu benda secara nyata; dan kedua, “penyerahan yuridis”,
vaitu perbuatan hukum yang padanya atau karenanya hak
milik (atau hak bendaan lainnya) dialihkan.” Perbedaan an-
tara penyerahan faktual dan penyerahan yuridis terlihat de-
ngan jelas pada penyerahan benda bergerak dun benda tidak
bergerak. Penyerahan benda bergerak dilakukan sekaligus,
artinya penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuri-
dis dilakukan secara bersama-sama.”

Pasal 66 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 memuat keten-
tuan normatif yang membolehkan paten beralih atau dialihkan
dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau
sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan. Ketentuan normatif dalam Pasal 66 UU Paten No.
14/2001 tersebut sesuai dengan logika hukum bahwa paten
sebagai HKI di dalamnya melekat hak kebendaan yang tidak
berwujud yang dapat beralih atau dialihkan. Selain itu, juga
refleksi hukum bahwa UU Paten No. 14/2001: pertama, meng-
akui eksistensi paten sebagai hak milik atas benda (ridak ber-

7 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. Op. Cit., him. 67.HuHuH

* H.E.A. Vollmar, dalam LS. Adiwimarta. 1983. Pengantar Studi Hukum Perdata,
Rajawali Press, Jakarta, him. 230.

® Mariam Darus Badrulzaman. 1983. Op. Cir., hlm. 37-41.
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umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan
dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah penga-
wasan hakim pengawas (vide Pasal 1 angka 1). Debitur yang
dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga demi
hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus
kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal
putusan pailit diucapkan (vide Pasal 24 ayat (1)). Selanjutnya,
tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut
harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (vide
Pasal 26 ayat (1)). Ini berarti bahwa pemilik paten yang dinya-
takan pailit oleh Pengadilan Niaga, demi hukum kehilangan
hak untuk menguasai dan mengurus patennya, karena paten
miliknya it telah menjadi harta pailit, yang berarti segala
tuntutan mengenai hak dan kewajiban dalam pengalihan paten
itu harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Persoalan hukum yang cukup pelik yang dapat saja ter-
jadi dalam praktik pengalihan paten tetapi belum diatur secara
normatif dalam UU Paten No. 14/2001, adalah pelepasan
(hak) paten itu dengan sistem jual beli, beli sewa, bagi hasil,
atau bentuk-bentuk perjanjian tidak bernama lainnya.” Penga-
lihan paten dengan bentuk-bentuk perjanjian tidak bernama
semacam itu boleh dilakukan, tetapi kemudian timbul perta-
nyaan yuridis bagaimanakah cara pelepasannya? Kiranya,
kekosongan hukum dalam UU Paten No. 14/2001 itu dapat
diisi dengan cara mengembangkan norma-norma huk‘u m
dalam perjanjian-perjanjian pengalihan paten yang mengikat
dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

¥ Perjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkomst) adalah pcritﬂ.niian yang
timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakar, tetapi tidak dm.[m‘ dqlali]
KUH Perdata. Jumlah perjanjian ini ridak rerbatas, dengan nama yang disesuaikan
dengan keburuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Berkembangnya
perjanjian ini dalam praktik berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan
perjanjian atau partij otonomie.Perhatikan Mariam Darus Badrulzaman. 2000.
Op. Cit., hlm. 67.
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membuatnya sebagaimana ditentukan secara normatif dalam
Pasal 1338 KUH Perdata.

UU Paten No. 14/2001 juga tidak secara tegas mengatur
tentang kebolehan menjadikan paten sebagai objek jaminan
bagi perjanjian kredit. Namun, mengingat paten itu adalah
hak kebendaan, maka dapat ditafsirkan bahwa paten dapat
dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit dan penga-
turan hukumnya tunduk kepada asas-asas hukum perjanjian
yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata. Adapun ben-
tuk hak jaminannya yang paling tepat adalah jaminan fidusia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF No. 42/1999),% dengan
alasan bahwa paten adalah hak atas benda bergerak yang tidak
berwujud tetapi terdaftar. Artinya, Sertifikat Paten (tentu saja
termasuk haknya) dapat dijadikan objek jaminan fidusia, de-
ngan syarat harus dicatat dalam Daftar Umum Paten bahwa
paten itu sedang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Paten adalah HKI yang mempunyai nilai ekonomis yang
dapat dijadikan objek jaminan fidusia bagi pelunasan utang
yang ditegaskan dalam perjanjian jaminan kebendaan yang
bersifat accesoir terhadap perjanjian kredit. Paten sebagai ob-
jek jaminan fidusia tampak sekali mempunyai arti penting,
jika kekayaan yang dimiliki debitur tidak mencukupi semua
utangnya, sedangkan pada prinsipnya semua kekayaan debitur
dapat diambil untuk pelunasan utang. Oleh karena itu, paten
sebagai objek jaminan fidusia adalah benda immateriil yang
dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (nilai ekonomis),
terutama sangat penting manakala debitur cidera janji, kemu-
dian kreditornya akan melaksanakan eksekusi atas paten ter-
sebut dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga secara

® Menurur Pasal 1 angka 2 UU JF No. 42/1999, jaminan fidusia adalah “Hak
jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak

berwujud...yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan
bagi pelunasan urang tertentu,...”.
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lelang umum dengan perantaraan kantor lelang maupun men-
jualnya secara di bawah tangan (vide Pasal 29 UU JF No. 42/
1999).

Semua bentuk dan proses hukum pengalihan paten
wajib dicatat dalam Daftar Umum Paten pada Ditjen HKI
dengan membayar biaya sesuai dengan yang ditentukan secara
normatif dalam Pasal 66 ayat (3) UU Paten No. 14/2001. Ke-
mudian, penting diperhatikan bahwa pengalihan paten yang
tidak dicatat Daftar Umum Paten tidak mempunyai akibat
hukum kepada pihak ketiga. Penentuan bahwa akibat hukum
pencartatan paten dalam Daftar Umum Paten dimaksudkan
untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan asas pu-
blisitas dan asas kepastian hukum.

Inventor menurut Pasal 68 UU Paten No. 14/2001 tetap
mempunyai hak moral, dalam arti hak inventor untuk tetap
dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat
Paten, Berita Resmi Paten maupun Daftar Umum Paten. Jadi,
hak moral (moral rights) tidak hilang meskipun telah terjadi
pengalihan paten. Karakter hukum inilah yang membedakan
paten sebagai HKI dengan hak atas kebendaan lainnya, teru-
tama hak kebendaan materiil. Sebagai contoh, seorang peme-
gang hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam
Akte Hak Milik sebagai pemegang hak jika mengalihkannya
(menjual atau menghibahkan) dengan orang lain, maka orang
yang menerima pengalihan hak atas tanah (me mbeli atau me-
nerima hibah) yang terakhir ini dianggap sebagai pemegang
hak atas tanah tersebut. Orang yang menjadi pemilik pertama
melepaskan haknya kepada orang yang menjadi pemilik
terakhir tersebut sekaligus dalam Akte Hak Milik, nama yang
tercantum sebagai pemegang hak adalah orang yang menjadi
pemilik terakhir ini.

Hak moral yang diatur secara normarif dalam Pasal 66
UU Paten No. 14/2001 masih sangat sumir, karena tidak dapat
menjangkau pelanggaran hak moral berupa pengubahan (mo-
difikasi) paten yang telah didaftarkan oleh inventor sebagai
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pemegang hak. Kelemahan normatif ini merefleksikan
lemahnya perlindungan hukum hak moral paten yang sangat
mendasar, karena hak moral adalah perwujudan dari penga-
kuan dan penghormatan terhadap hasil karya intelektual ma-
nusia. .

Paten senantiasa mengalami perkembangan mengikuti
kemajuan ekonomi dalam masyarakat. Artinya, paten yang
merupakan hasil kemampuan intelektual manusia yang sekali-
gus dihasilkan berdasarkan daya inventif manusia perlu pula
diadakan perbaikan atau penyempurnaan. Untuk terwujudnya
perbaikan atau penyempurnaan atas paten tanpa mengubah
makna atau maksud semula dari inventornya, maka perlu so-
lusi hukum, yaitu perjanjian lisensi paten harus memuat klau-
sul yang mewajibkan adanya persetujuan dari inventor atau
ahli warisnya sebagai pemegang hak moral. Jadi, perjanjian
lisensi paten juga dapat digunakan sebagai instrumen hukum
yang melindungi hak moral inventor, dalam arti meskipun
patennya telah beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga,
namun perubahan atas patennya hanya dibenarkan denga_n
persetujuan inventor atau ahli warisnya. Konsekuensi yuri-
disnya, jika terjadi pelanggaran atas hak moral dalam paten,
maka inventor atau ahli warisnya tentu dapat mengajukan
tuntutan secara hukum ke Pengadilan Niaga.

7. Perjanjian Lisensi Paten

Secara khusus, Bab V Bagian Kedua, Pasal 69 sampai
dengan Pasal 87 UU Paten No. 14/2001 mengatur tentang
perjanjian lisensi sebagai bentuk dan proses hukum penga-
lihan paten.

Pengertian lisensi menurut Pasal 1 angka 13 UU Paten
No. 14/2001 adalah: “Izin yang diberikan oleh pemegang
paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian
hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang
diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu”.
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Pemegang paten, menurut ketentuan normatif dalam

Pasal 69 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 berhak memberikan

lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi unruk

melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh keten-
tuan normatif dalam Pasal 16 UU Paten No. 14/2001, yaitu:

(1) pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksa-
nakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain
yang tanpa persetujuannya:

a. dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan,
menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan,
atau menyediakan untuk dijual atau disewakan
atau diserahkan produk yang diberi paten;

b. dalam hal paten-proses: menggunakan proses pro-
duksi yang diberi paten untuk membuat barang
dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
huruf a.

(2) Dalam hal paten-proses, larangan terhadap pihak lain
yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap
impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggu-
naan paten-proses yang dimilikinya.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten
tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, per-
cobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepen-
tingan yang wajar dari pemegang paten.

Selanjutnya, Pasal 69 ayat (2) UU Paten No. 14/2001
memuat ketentuan normatif bahwa lingkup lisensi meliputi
semua perbuatan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan
normatif dalam Pasal 16 UU Paten No. 14/2001 berlangsung
selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika
diperjanjikan lain. Penting diperhatikan Pasal 70 UU Paten
No. 14/2001 yang memuat ketentuan normatif bahwa peme-
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gang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi-
kan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kecuali
diperjanjikan lain.

Sistem perjanjian lisensi ini tumbuh dan berkembang
dalam praktik sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para
pihak. Sesuai dengan sistem terbuka, perjanjian lisensi ini
tidak dilarang. Karena itu, dibolehkan adanya perjanjian-per-
janjian yang dibuat oleh para pihak, meskipun tidak diatur
dalam KUH Perdata. Jadi, logis bahwa dasar hukum untuk
mengatur perjanjian lisensi paten akan tetap menggunakan
ketentuan normatif dalam KUH Perdata, terutama ketentuan
normatif mengenai perjanjiannya, walaupun “kebebasan
membuat perjanjian” akan dibatasi oleh ketentuan normatif
dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1337, dan Pasal 71

. UU Paten No. 14/2001.

Khusus ketentuan normatif dalam Pasal 71 UU Paten

No. 14/2001 yang membatasi kebebasan membuat perjanjian

lisensi, perlu ditegaskan sebagai berikut:

(1) Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik
langsung maupun tidak langsung, yang dapar merugikan
perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang
menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam me-
nguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya
dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten
tersebut pada khususnya.

(2) Permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditolak oleh Ditjen HKI.

Mengacu perjanjian lisensi, pemberi lisensi memberi-
kan paten kepada penerima lisensi untuk suatu jangka waktu
tertentu, dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang dise-
tujui bersama dan menggunakan paten dari pemilik/pemegang
paten untuk tujuan tertentu. Kebebasan untuk mengadakan
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perjanjian dalam macam dan bentuk apa pun didasarkan pada
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memuat “asas kebe-
basan berkontrak” dengan ketentnan normatif bahwa “semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”.

Bentuk lisensi paten dapat berupa lisensi yang eksklusif
dan lisensi yang noneksklusif. Dalam lisensi eksklusif, peme-
gang paten menyetujui untuk tidak melisensikan lagi kepada
pihak lain, selain dari pemegang lisensi. Artinya, lisensi eksklu-
sif hanya memberikan izin kepada satu orang atau pihak saja.
Adapun lisensi nonekslusif dapat dilisensikan lagi kepada
beberapa pihak.

Segi yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam
perjanjian lisensi adalah adanya hubungan secara timbal balik
antara hak dan kewajiban para pihak. Hak pemberi lisensi
adalah kewajiban bagi penerima lisensi. Demikian juga seba-
liknya, kewajiban pemberi lisensi adalah hak bagi penerima
lisensi. Banyaknya hak dan kewajiban pemberi dan penerima
lisensi yang timbul dari perjanjian yang mereka buat sesuai
dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, ada beberapa
hak dan kewajiban yang karena sifatnya dianggap akan selalu
ada dalam perjanjian lisensi, walaupun ada kemungkinan
pengaturan yang jelas untuk beberapa hak terseburt tidak di-
jumpai/tidak ada.

Sehubungan dengan hak dan kewajiban pemberi dan
penerima lisensi tersebut jika dikaitkan dengan syarat sahnya
perjanjian (vide Pasal 1320 KUH Perdata), termasuk dalam
lingkup pengertian subjek hukum, karena menyangkut para
pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan adanya subjek
hukum, harus ada objek hukum yang diperjanjikan oleh ma-
sing-masing pihak, yaitu “paten”.

Perjanjian lisensi paten berbeda deng:n perjanjian
umum lainnya (perjanjian nonlisensi), karena pemilik/peme-
gang paten hanya memberikan lisensi kepada penerima lisensi
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dan paten masih tetap menjadi milik pemilik/pemegang paten,
tidak menjadi milik penerima lisensi. Sebagai aturan umum,
lisensi paten bersifat personal dan tidak dapat dialihkan, ke-
cuali jika syarat-syarat perjanjian tersebut menunjukkan ada-
nya maksud untuk mengizinkan pengalihan hak.

Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten No. 14/2001
memuat ketentuan normatif yang mewajibkan perjanjian
lisensi paten dicatatkan dalam Daftar Umum Paten pada Dit-
jen HKI dengan biaya sebagaimana diatur dalam UU Paten
No. 14/2001. Selanjutnya, perjanjian lisensi paten diumum-
kan dalam Berita Resmi Paten. Penting diperhatikan bahwa
perjanjian lisensi paten tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
Penentuan bahwa akibat hukum pencatatan paten dalam Daf-
tar Umum Paten dimaksudkan untuk memudahkan pengawas-
an dan mewujudkan asas publisitas dan asas kepastian hu-
kum.

Pasal 74 UU Paten No. 14/2001 mengatur secara nor-
matif lisensi wajib, yaitu lisensi untuk melaksanakan paten
vang diberikan berdasarkan keputusan Ditjen HKI atas dasar
permohonan. Secara normatif, setiap pihak berdasarkan Pasal
75 ayat (1) UU Paten No. 14/2001 dapat mengajukan permo-
honan lisensi wajib kepada Ditjen HKI untuk melaksanakan
paten yang bersangkutan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga
puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten
dengan membayar biaya. Selanjutnya, menurut Pasal 75 ayat
(1) dan ayat (3) UU Paten No. 14/2001 permohonan lisensi
wajib tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa
paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksana-
kan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten.
Selain itu, permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan se-
tiap saat setelah paten diberikan atas alasan bahwa paten
telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima lisensi
dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan
masyarakat.
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Selain kebenaran alasan sebagaimana dimaksud oleh
ketentuan normatif dalam Pasal 75 ayar (2) UU Paten No.
14/2001, lisensi-wajib hanya dapat diberikan apabila berdasar-
kan alasan sebagaimana ditentukan secara normatif dalam
Pasal 76 ayat (1) UU Paten No. 14/2001, yairu:

a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan
bahwa ia:
1) mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sen-
diri paten yang bersangkutan secara penuh;
2) mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan
paten yang bersangkutan dengan secepatnya; dan
3) telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam
jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisen-
si dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan
kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil;
dan
b. Ditjen HKI berpendapat bahwa paten tersebut dapart
dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang
layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian
besar masyarakat.

Selanjutnya, pemeriksaan atas permohonan lisensi wa-
jib dilakukan oleh Ditjen HKI berdasarkan ketentuan norma-
tif dalam Pasal 76 ayat (2) UU Paten No. 14/2001 dengan
mendengarkan pula pendapat dari instansi dan pihak-pihak
terkait, serta pemegang paten bersangkutan. Lisensi wajib
menurut ketentuan normatif dalam Pasal 76 ayat (3) UU Paten
No. 14/2001 diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih
lama daripada jangka waktu perlindungan paten. Keputusan
pemberian lisensi wajib menurut ketentuan normatif dalam
Pasal 81 UU Paten No. 14/2001 dilakukan oleh Ditjen HKI
paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diajukannya per-
mohonan lisensi-wajib yang bersangkutan.

Jika berdasarkan bukti, pendapat dari instansi dan
pihak-pihak terkait, serta pemegang paten bersangkutan, Dit-
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jen HKI memperoleh keyakinan bahwa jangka waktu yang
diberikan untuk lisensi wajib belum cukup bagi pemegang
paten untuk melaksanakannya secara komersial di Indone-
sia atau dalam lingkup wilayah sebagaimana dimaksud oleh
ketentuan normatif dalam Pasal 17 ayat (2) UU Paten No.
14/2001, maka berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal
77 UU Paten No. 14/2001 Ditjen HKI dapat menunda kepu-
tusan pemberian lisensi wajib tersebut untuk sementara wakeu
atau menolaknya.

Menurut UU Paten No. 14/2001, pelaksanaan lisensi
wajib disertai pembayaran royalti oleh penerima lisensi wajib
kepada pemegang paten. Besarnya royalti yang harus dibayar-
kan dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Ditjen HKI.
Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memerhatikan
tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi paten
atau perjan‘ian lain yang sejenis.

Kepucusan Ditjen HKI mengenai pemberian lisensi wa-
jib, memuat hal-hal sebagaimana ditentukan secara normatif
dalam Pasal 79 UU Paten No. 14/2001, yaitu:

a. lisensi wajib bersifat noneksklusif;

b. alasan pemberian lisensi wajib;

¢. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diya-
kini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib;

d. jangka waktu lisensi wajib;

e. besarnya royalti yang harus dibayarkan penerima lisensi
wajib kepada pemegang paten dan cara pembayarannya;

£ syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat
membatalkannya;

g lisensi wajib terutama digunakan untuk memenuhi kebu-
tuhan pasar di dalam negeri; dan

h. lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan
para pihak yang bersangkutan secara adil.

Selanjutnya, Ditjen HKI berdasarkan Pasal 80 UU Paten
No. 14/2001 mencatat dan mengumumkan pemberian lisensi
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wajib. Pelaksanaan lisensi wajib dianggap sebagai pelaksanaan
paten. =
Lisensi wajib dapat pula sewakru-waktu dimintakan
oleh pemegang paten atas alasan sebagaimana ditentukan
secara normatif dalam Pasal 82 ayat (1) UU Paten No. 14/
2001, yaitu pelaksanaan patennya tidak mungkin dapart dila-
kukan tanpa melanggar paten lain yang telah ada. Permo-
honan lisensi wajib tersebut menurut ketentuan normatif
dalam Pasal 82 ayat (2) UU Paten No. 14/2001, hanya dapat
dipertimbangkan apabila paten yang akan dilaksanakan benar-
benar mengandung unsur pembaruan yang nyata-nyata lebih
maju daripada paten yang telah ada tersebut. Selanjutnya,
dalam hal lisensi wajib diajukan atas dasar alasan sebagai-
mana dimaksud oleh ketentuan normatif dalam Pasal 82 ayat
(1) dan ayat (2) UU Paten No. 14/2001, pemegang paten
berhak untuk saling memberikan lisensi untuk menggunakan
paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar.
Selain itu, penggunaan paten oleh penerima lisensi tidak dapat
dialihkan kecuali jka dialihkan bersama-sama dengan paten
lain.

Secara prosedural, untuk pengajuan permohonan lisensi
wajib kepada Ditjen HKI sebagaimana dimaksud oleh keten-
tuan normatif dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten
No. 14/2001 berlaku ketentuan Bab V Bagian Ketiga UU
Paten No. 14/2001, kecuali ketentuan mengenai jangka waktu
pengajuan permohonan lisensi wajib sebagaimana diatur
secara normatif dalam Pasal 75 ayat (1) UU Paten No. 14/
2001.

Atas permohonan pemegang paten, Ditjen HKI ber-
dasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 83 UU Paten No.
14/2001 dapat membatalkan keputusan pemberian lisensi wa-
jib apabila:

a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi
wajib tidak ada lagi;
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b. penerima lisensi wajib ternyata ridak melaksanakan
lisensi wajib tersebut atau tidak melakukan usaha per-
siapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya;

c. penerima lisensi wajib tidak lagi menaati syarat dan
ketentuan lainnya termasuk pembayaran royalti yang
ditetapkan dalam pemberian lisensi wajib.

Pembatalan lisensi wajib sebagaimana dimaksud oleh
ketentuan normatif dalam Pasal 83 ayat (1) UU Paten No.
14/2001 kemudian dicatat dan diumumkan sesuai dengan
ketentuan normatif dalam Pasal 83 ayat (2) UU Paten No.
14/2001.

Dalam hal lisensi wajib berakhir karena selesainya jang-
ka waktu yang ditetapkan atau karena pembatalan, penerima
lisensi wajib berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 84
ayat (1) dan ayar (2) UU Paten No. 14/2001 kemudian menye-
rahkan kembali lisensi yang diperolehnya. Untuk selanjutnya,
Ditjen HKI mencatat dan mengumumkan lisensi-wajib yang
telah berakhir.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 85 UU Paten
No. 14/2001, berakhirnya lisensi wajib sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 83 atau Pasal 84 UU Paten No. 14/2001 ber-
akibat pulihnya hak pemegang atas paten yang bersangkutan
terhitung sejak tanggal pencatatannya.

Adapun ketentuan normatif dalam Pasal 86 ayat (1) dan
ayat (2) UU Paten No. 14/2001 memuat penegasan bahwa
lisensi wajib tidak dapat dialihkan, kecuali karena pewarisan.
Lisensi wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat oleh
syarat pemberiannya dan ketentuan lain terutama mengenai
jangka waktu, dan harus dilaporkan kepada Ditjen HKI untuk
dicatat dan diumumkan.

Ketentuan normatif lebih lanjut mengenai lisensi wajib
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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8. Pembatalan Pendaftaran Paten

Pembatalan pendaftaran paten dapat terjadi demi hu-
kum berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 88 UU
Paten No. 14/2001, karena permintaan yang diajukan oleh
pemegang paten berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal
90 UU Paten No. 14/2001, dan karena gugatan yang diajukan
oleh pemegang paten atau penerima lisensi paten kepada
Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal
91 UU Paten No. 14/2001.

Pembatalan paten karena batal demi hukum diatur
secara normatif dalam Pasal 88 UU Paten No. 14/2001 yang
memuat ketentuan normatif bahwa paten dinyatakan batal
demi hukum jika pemegang paten tidak memenuhi kewa-
jibannya membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang
ditentukan secara normatif dalam UU Paten No. 14/2001.
Selain itu, paten batal demi hukum jika dalam jangka waktu
48 (empat puluh delapan) bulan paten tersebut tidak dilaksa-
nakan atau tidak digunakan atau tidak menghasilkan produk.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan normatif dalam
Pasal 89 UU Paten No. 14/2001 paten yang batal demi hukum
diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen HKI kepada peme-
gang paten serta penerima lisensi paten dan mulai berlaku
sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Paten yang dinyatakan
batal demi hukum kemudian dicatat dan diumumkan.

Pembatalan paten karena permintaan yang diajukan oleh
pemegang paten diatur secara normatif dalam Pasal 90 UU
Paten No. 14/2001, sebagai berikut:

(1) Paten dapat dibatalkan oleh Ditjen HKI untuk seluruh
atau sebagian atas permohonan pemegang paten yang
diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI.

(2) Pembatalan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi tidak mem-
berikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan
pada permohonan pembatalan tersebut.
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(3) Keputusan pembatalan paten diberitahukan secara ter-
tulis oleh Ditjen HKI kepada penerima lisensi.

(4) Keputusan pembatalan paten karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan.

(5) Pembatalan paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya
keputusan Ditjen HKI mengenai pembatalan tersebut.

Memerhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 90 ayat
(1) UU Pat:n No. 14/2001, dapat dipahami bahwa pada prin-
sipnya paten adalah hak yang diperoleh dari negara untuk
jangka waktu selama 20 tahun (untuk paten sederhana untuk
jangka waktu 10 tahun). Jika pemegang paten tidak menghen-
daki paten tersebut lebih lanjut, maka negara dapat membatal-
kan paten yang telah diberikannya. Permintaan pembatalan
paten itu harus diajukan oleh pemegang hak secara tertulis

- kepada Ditjen HKI.

Selanjutnya, memerhatikan ketentuan normatif dalam
Pasal 90 ayat (1) UU Paten No. 14/2001, dapat dipahami bah-
wa persetujuan pemegang lisensi dalam pembatalan paten
bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang lisensi.
Pembatalan paten karena gugatan diatur secara normatif
dalam Pasal 91 UU Paten No. 14/2001, sebagai berikut:
(1) Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan jika:

a. Hak atas paten tersebut menurut ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal2, Pasal 6 atau Pasal 7
seharusnya tidak diberikan;

b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah
diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang
sama berdasarkan UU Paten No. 14/2001;

c. Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu men-
cegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam
bentuk dan cara yang merugikan kepentingan ma-
syarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak
tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan
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atau sejak tanggal pemberian lisensi wajib pertama
~dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib.

(2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga
kepada pemegang paten melalui pengadilan niaga;

(3) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh pemegang
paten atau penerima lisensi kepada Pengadilan Niaga
agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan;

(4) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ dapat diajukan oleh jaksa terhadap pemeg:ing

paten atau penerima lisensi wajib kepada Pengadilan
Niaga.

- Mencermati ketentuan normatif dalam Pasal 91 ayat
(.l) UU Paten No. 14/2001, dapar dipahami bahwa pada pr’in~
sipnya paten yang tidak digunakan selama jangka waktu 36
(tiga pL}luh enam) bulan sejak tanggal pemberiannya sudah
dapat dimintakan lisensi wajib. Dengan demikian, pembatasan
§;elama 24 (dua puluh empat) bulan dalam ketentuan normatif
ini sudah cukup memadai, karena tidak mengubah ide dasar
tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban yang men-
dasari pengaturan hukum paten dalam aturan hukum postif
selama ini.

Kemudian, mencermati ketentuan normatif dalam Pasal
91 ayat (1) UU Paten No. 14/2001, dapat dipahami bahwa
ketentuan ini memuar penegasan bahwa jika pihak yang ber-
hak mengajukan gugatan dalam hal pemberian lisensi wajib
ternyata tidak mampu mencegah terus terjadinya penggunaan
paten yang merugikan kepentingan masyarakat, maka penun-
tut umum, atas nama negara dan dalam hubungan keperda-
taan yang mengangkut kepentingan masyarakat, berwenang
mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan mengacu
kepada ketentuan normatif dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.
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Selanjutnya, yang dimaksud dengan frasa “ternyata
tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten
dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyara-
kat” adalah bahwa walaupun telah diberikan lisensi wajib,
pemberian lisensi wajib tersebut tidak diikuti dengan pelaksa-
naannya, sehingga produk yang sangat dibutuhkan masya-
rakat tersebut tidak terpenuhi dan maksud pemberian lisensi
wajib rersebut tidak terlaksana. Misalnya, pemberian lisensi
wajib untuk memproduksi obat, tetapi tidak dilaksanakan
secara efektif, sehingga jumlah yang diproduksi tetap sedikit
dan harga obat tetap mahal.

Jika gugatan pembatalan paten sebagaimana dimaksud
oleh ketentuan normatif dalam Pasal 91 UU Paten No. 14/
2001 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian
dari klaim, maka menurut Pasal 92 UU Paten No. 14/2001
pembaralan dilakukan hanya terhadap klaim yang pemba-
talannya digugat.

Secara prosedural, sesuai dengan ketentuan normatif
dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten No. 14/2001,
isi putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan paten disam-
paikan ke Ditjen HKI paling lama 14 (empat belas) hari sejak
putusan diucapkan. Yang dimaksud dengan putusan Penga-
dilan Niaga dalam ketentuan normatif ini adalah putusan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya,
Ditjen HKI mencatat dan mengumumkan putusan tentang
pembatalan paten tersebut.

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 95 UU Paten
No. 14/2001, pembatalan paten berdasarkan putusan Penga-
dilan Niaga menghapuskan segala akibat hukum yang ber-
kaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten
tersebut. Kemudian, menurut ketentuan normatif dalam Pa-
sal 96 UU Paten No. 14/2001 paten batal untuk seluruh atau
sebagian sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga pembatalan
paten tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali
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jika ditentukan lain dalam plltLléan Pengadilan Niaga yang

bersangkutan.

Akibat hukum pembatalan paten secara lebih konkret
diatur secara normatif dalam Pasal 97 UU Paten No. 14/2001,
sebagai berikut:

(1) Penerima lisensi dari paten yang dibatalkan karena
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)
huruf b tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimiliki-
nya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

(2) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seha-
rusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten
yang patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pemba-
yaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang
dimilikinya kepada pemegang paten yang berhak.

(3) Dalam hal pemegang paten sudah menerima sekaligus
royalti dari penerima lisensi, pemegang paten tersebut
wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan
sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang
paten yang berhak.

Kemudian, menurut ketentuan normatif dalam Pasal
97 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten No. 14/2001, lisensi dari
paten yang dinyatakan batal oleh sebab-sebab sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b yang diperoleh
dengan iktikad baik, sebelum diajukan gugatan pembatalan
atas paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap paten
lain. Lisensi tersebut tetap berlaku dengan ketentuan bahwa
penerima lisensinya untuk selanjutnya tetap wajib membayar
royalti kepada pemegang paten yang tidak dibatalkan, yang
besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan sebelumnya
kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan.
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9. Paten ‘ederhana

UU Paten No. 14/2001 tidak memuat secara tegas
konsep paten sederhana. Namun, berdasarkan penafsiran atas
ketentuan normatif dan Penjelasan atas Pasal 6 UU Paten No.
14/2001, dapat dipahami bahwa paten sederhana adalah
“paten yang diberikan terhadap setiap invensi berupa produk
atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis
disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau kompo-
nennya. Paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang
berupa alat atau produk yang bukan sekadar berbeda ciri
teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih
praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata
atau berwujud (tangible). Adapun invensi yang sifatnya tidak
kasat mata (intangible), seperti metode atau proses, tidak
dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana.

Paten sederhana diatur secara khusus dalam Bab VIII
Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 UU Paten No. 14/2001.
Sifat hukum khusus (lex speciale) dari pengaturan hukum
paten sederhana terefleksi dari Pasal 104 UU Paten No. 14/
2001 yang memuar ketentuan normatif bahwa semua keten-
tuan yang diatur dalam UU Paten No. 14/2001 berlaku secara
mutatis mutandis untuk paten sederhana, kecuali yang secara
tegas tidak berkaitan dengan paten sederhana. Ini berarti bah-
wa ketentuan-ketentuan normatif umum dalam UU Paten No.
14/2001 dapat disampingkan dari paten sederhana sesuai de-
ngan asas hukum “lex speciale derogat lex generale”, yang
artinya ketentuan normatif khusus dapat menyampingkan ke-
tentuan normatif umum)

Pasal 105 UU Paten No. 14/2001 (berikut Penjelasan
atas pasalnya) memuat ketentuan normatif khusus tentang
syarat kelengkapan permintaan paten sederhana, yaitu:

(1) Paten sederhana hanya diberikan untuk satu invensi.
Yang dimaksud dengan satu invensi adalah suatu invensi
yang berupa satu produk atau alat yang kasat mata.
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Walaupun demikian, dapat dicakup bel erapa klaim.
Rasio hukum dari ketentuan normatif ini idalah karena
proses invensinya berlangsung sederhana dan hasil yang
didapatkan juga bersifat sederhana, maka invensi yang
dihasilkan lazimnya hanya berisikan satu klaim saja.

(2) Permohonan pemeriksaan substantif atas paten seder-
hana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan
permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya. Maksud
dari ketentuan normatif ini, terhadap setiap permintaan
paten sederhana secara langsung dilakukan pemeriksaan
substantif tanpa perlu adanya pengumuman. Namun,
kelengkapan persyaratan permintaan patennya tetap
harus dipenuhi.

(3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak
dilakukan dalam baras wakm sebagaimana dimaksud
pada ayar (2) atau biaya untuk itu tidak dibayar,
permohonan dianggap ditarik kembali.

(4) Terhadap permohonan paten sederhana, pemeriksaan
substantif dilakukan setelah berakhir jangka waktu
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (1) huruf b.

(5) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Ditjen HKI
hanya memeriksa kebaruan sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 3 dan penerapan dalam industri (industrial
applicability) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Yang dimaksud dengan kebaruan adalah bukan sekadar
berbeda ciri teknisnya, melainkan juga harus memiliki
fungsi/kegunaan yang lebih praktis dari Invensi sebe-
lumnya.

Secara prosedural, berdasarkan ketentuan normatif da-
lam Pasal 106 UU Paten No. 14/2001 paten sederhana yang
diberikan oleh Ditjen HKI dicatat dan diumumkan. Selan-
jutnya, sebagai bukti hak, kepada pemegang paten sederhana
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diberikan Sertifikat Paten Sederhana. Rasio hukum dari ke-
tentuan normatif dalam Pasal 106 UU Paten No. 14/2001
+dalah karena paten sederhana ini berkaitan dengan teknologi
yang proses invensinya secara sederhana, maka secara prose-
dural tidak diperlukan adanya mekanisme hukum banding
seperti halnya dalam prosedur paten pada umumnya. Selain
itu, secara ekonomis dan jangka waktu perlindungannya yang
relatif singkat, proses yang semakin lama tidak menguntung-
kan bagi inventor paten itu sendiri.

Khusus terhadap paten sederhana, menurut ketentuan
qormatif dalam Pasal 107 UU Paten No. 14/2001, tidak dapat
dimintakan lisensi wajib.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai paten seder-
hana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Penyelcsaian Sengketa Perdata Paten

Penyelesaian sengketa perdata paten diatur dalam Bab
X1 Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 UU Paten No. 14/
2001. Para pihak diberikan kebebasan oleh UU Paten No.
14/2001 untuk memilih dan menggunakan bentuk dan meka-
nisme hukum penyelesaian sengketa perdara patennya, yaitu
penyelesaian sengkera melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian
sengketa melalui arbitrase, atau penyelesaian sengketa mela-
lui alternatif penyelesaian sengketa.

Bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa
perdata yang boleh dipilih dan digunakan oleh para pihak
yang bersengketa menurut UU Paten No. 14/2001 dapat dije-
laskan sebagai berikut ini:

a. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Pengadilan Niaga

Menurut ketentuan normatif dalam Pasal 117 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Paten No. 14/2001, jika
suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang
berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, pihak
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yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat kepada
Pengadilan Niaga. Hak menggugar tersebut berlaku surut
sejak tanggal penerimaan. Adapun pemberitahuan isi putusan
atas gugatan disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan
Niaga paling lama 14 (empat belas) hari terhirung sejak tang-
gal putusan diucapkan. Kemudian, isi putusan Pengadilan
Niaga tersebut dicatat dan diumumkan oleh Ditjen HKI.

Memerhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 117 UU
Paten No. 14/2001, dapat dijelaskan bahwa dalam hal seorang
atau beberapa orang yang secara yuridis sebenarnya berhak
atas snatu paten, karena memenuhi ketentuan normatif dalam
Pasal 11 dan Pasal 13 UU Paten No. 14/2001, tetapi ada sese-
orang atau beberapa orang lainnya yang menggunakan, melak-
sanakan, atau memperoleh patennya, maka orang yang sebe-
narnya berhak atas paten tersebut dapat menuntut seseorang
atau beberapa lainnya yang telah menggunakan, melaksana-
kan, atau memperoleh patennya tersebut.

Kemudian, Pasal 118 ayat (1) UU Paten No. 14/2001,
memuat ketentuan normatif bahwa pemegang paten atau
penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada
Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa pun yang dengan
sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud oleh ketentuan normatif dalam Pasal 16 UU Paten
No. 14/2001, yaitu:

1) Dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, men-
jual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau me-
nyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan
produk yang diberi paten;

dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi
yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan
lainnya dalam bentuk membuat, menggunakan, menjual,
mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyedia-
kan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk
yang diberi paten;
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3) Impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggu-
naan paten-proses yang dimilikinya.

Selanjutnya, Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) UU Paten

No. 14/2001 memuat penegasan bahwa gugatan ganti rugi

yang diajukan terhadap perbuatan yang dengan sengaja dan

tanpa hak tersebut hanya dapat diterima apabila produk atau
proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang
telah diberi paten. Adapun isi putusan pengadilan niaga yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang gugatan
ganti rugi tersebut disampaikan kepada Ditjen HKI paling
lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan
untuk dicatat dan diumumkan. Memerhatikan Pasal 118 UU

Paten No. 14/2001, dapat dipahami bahwa ketentuan normatif

dalam pasal ini mengandung asas hak mengikuti bendanya

(zaaks gevolg atau droit de suite). Artinya, hak paten itu adalah

suatu hak kebendaan, yang memberikan hak kepada peme-

gang/pemiliknya untuk mempertahankan haknya itu terhadap
gangguan dari siapa pun juga. Hak itu akan terus mengikuti

di mana pun benda immateriil itu berada.

Ketentuan normatif dalam Pasal 119 UU Paten No. 14/

2001 mengatur tentang pembuktian dalam penyelesaian seng-

keta perdata paten di Pengadilan Niaga, sebagai berikut:

(1) Dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap paten-proses,
kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak diha-
silkan dengan menggunakan paten-proses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibebankan
kepada pihak tergugat apabila:

a. produk yang dihasilkan melalui paten-proses terse-
but merupakan produk baru;

b. produk tersebut diduga merupakan hasil dari paten-
proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pem-
buktian yang cukup untuk itu, pemegang paten
tetap tidak dapat menentukan proses apa yang
digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.
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(2) Untuk kepentingan pemeriksaan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengadilan berwenang:

a. memerintahkan kepada pemegang paten untuk ter-
lebih dahulu menyampaikan salinan Sertifikat Paten
bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang
menjadi dasar gugatannya; dan

b. memerintahkan kepada pihak tergugar untuk mem-
buktikan bahwa produk yang dihasill annya tidak
menggunakan paten-proses tersebut.

(3) Dalam pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), pengadilan wajib mempertim-
bangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh per-
lindungan terhadap rahasia proses yang telah diurai-
kannya dalam rangka pembuktian di persidangan.

Memerhatikan Penjelasan atas Pasal 119 ayat (1) dan
ayat (2) UU Paten No. 14/2001, dapart dijelaskan bahwa pem-
buktian terbalik diterapkan dalam penyelesaian sengketa per-
data paten di Pengadilan Niaga, mengingat sulitnya pena-
nganan sengketa perdara paten untuk proses. Sekalipun demi-
kian, untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar
di antara para pihak, hakim tetap diberi kewenangan meme-
rintahkan kepada pemilik paten untuk terlebih dahulu me-
nyampaikan bukti salinan Sertifikar Paten bagi proses yang
bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan iru.
Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan
pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap
kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka
pembuktian yang harus dilakukannya di persidangan.

Pengertian proses yang dipatenkan atau paten bagi pro-
ses, pada dasarnya mengacu pada istilah yang sama, yaitu
paten-proses (process patent).

Selanjutnya, memerhatikan Penjelasan atas Pasal 119
ayat (3) UU Paten No. 14/2001, dapat dijelaskan bahwa per-
lindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diurai-
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kannya dalam rangka pembuktian di persidangan pada Penga-

dilan Niaga sangat penting mengingat sifat suatu proses yang

pada umumnya sangat mudah dimanipulasi atau disempurna-

kan oleh orang yang memiliki pengetahuan yang umum di

bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian, atas

permintaan para pihak, hakim dapat menetapkan agar persi-
dangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Adapun mekanisme hukum penyelesaian sengketa per-
data paten di Pengadilan Niaga Gugatan diatur secara nor-
matif dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 123 UU Paten
No. 14/2001, sebagai berikut:

1) Gugaran didafrarkan kepada Pengadilan Niaga dengan
membayar biaya gugatan;

2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah
pendafraran gugatan, Pengadilan Niaga menetapkan
hari sidang.

3) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pendaftaran
gugatan.

4) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita Penga-
dilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari sebelum
sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

5) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat
180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal gugatan
didafrarkan.

6) Putusan atas gugatan tersebut yang memuat secara
lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan
tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum.

7) Pengadilan Niaga wajib menyampaikan isi putusan ke-
pada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14
(empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

8) Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya
dapat diajukan kasasi.
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9) Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga diaju-
kan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal
diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan
kasasi dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga
yang telah memutus gugatan tersebut.

10) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan
kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan
diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda
terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera Penga-
dilan Niaga pada tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan pendaftaran.

11) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi
kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak

16) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai
dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh
Mahkamah Agung.

17) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 180 (sera-
tus delapan puluh) hari setelah tanggal berkas perkara
kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

18) Putusan kasasi yang memuat secara lengkap pertim-
bangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

19) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi
putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga pa-
ling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan kasasi

tanggal permohonan kasasi didaftarkan. itu diucapkan.

12) Panitera Pengadilan Niaga wajib memberitahukan per- 1 20) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi terse-
mohonan kasasi dan memori kasasi tersebut kepada but kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi pa-
pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah ling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.
memori kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Niaga. 21) Isi putusan kasasi disampaikan pula kepada Ditjen

13) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori | HKI paling lama 2 (dua) hari sejak isi putusan kasasi
kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima oleh Pengadilan Niaga untuk dicatat dan di-
tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan umumkan.

panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra
memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2
(dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

14) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas
perkara kasasi (yang mencakup: permohonan kasasi,
memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta
dokumen lainnya) yang bersangkutan kepada Mahka-
mah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) hari tersebut.

15) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara
kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua)
hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh
Mahkamah Agung.

b. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Arbitrase

Selain penyelesaian sengketa secara litigasi di Penga-
dilan Niaga berdasarkan ketentuan normartif dalam Pasal 117
UU Paten No. 14/2001, penyelesaian sengketa perdata paten
juga dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa
secara nonlitigasi di luar Pengadilan Niaga berdasarkan keten-
tuan normarif dalam Pasal 124 UU Paten No. 14/2001, yaitu
menggunakan lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa. Adapun yang dimaksud dengan alternatif penyele-
saian sengketa (selanjutnya disingkat APS) adalah negosiasi,
mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak
sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

: ™ | Perjanjian Jual Beli BAB 4
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Selanjutnya, mengacu kepada ketentuan normatif dalam
Pasal 117 jo. Pasal 118 UU Paten No. 14/2001, maka dapat
dipahami bahwa materi yang dapat digugat oleh pemegang
paten dan penerima lisensi paten selaku pihak yang dirugikan
melalui lembaga arbitrase dan APS, dapat berupa gugatan
ganti rugi atau penghentian perbuatan membuat, memakai,
menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan
barang yang diberi paten. Jadi, gugatan tidak terbatas pada
penghentian, tetapi juga bertujuan memperoleh ganti rugi atas
kerugian materi atau kerugian yang sifatnya ekonomis yang
dilakukan oleh pelanggar paten.

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa de-
ngan bantuan pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai
“hakim” yang diberikan wewenang penuh oleh para pihak
untuk menyelesaikan sengketa di antara merrka. Jadi, logis
bahwa pihak ketiga itu mempunyai hak meng ambil putusan
(award) yang terakhir (final) dan bersifat mengikat (binding)
serta mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ten-
tang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjut-
nya disingkat UU AAPS No. 30/1999). Pengertian yuridis
arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 UU AAPS No. 30/1999
adalah “Cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Memerhatikan pengertian yuridis arbitrase menurut
UU AAPS No. 30/1999, maka dapat dipahami bahwa ada 6
(enam) karakter yuridis arbitrase, yaitu:

(1) dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian;

(2) adanya kontroversi di antara para pihak yang diajukan
kepada arbiter;

(3) arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum;

(4) arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh
badan tertentu;

——— l Perjanjian]ual Beli
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(5) arbiter melakukan pemeriksaan perkara;
(6) arbiter memberikan putusan yang terakhir dan mengikat
para pihak

Untuk dapat menyelesaikan sengketa di antara para
pihak melalui arbitrase, maka para pihak harus memastikan
ada atau tidak adanya klausul arbitrase dalam perjanjian yang
mereka buat. Artinya, selain ada perjanjian pokok yang ber-
sangkutan disertai atau diperkuat dengan persetujuan arbi-
trase. ‘

Menurut M. Yahya Harahap, dari berbagai sumber un-
dang-undang, peraturan, dan konvensi internasional, dikenal
adanya dua bentuk klausul arbitrase, yaitu:

1) Pactum de compromittendo, jalah pihak yang mengait-
kan kesepakatan akan menyelesaikan sengketa yang
mungkin timbul melalui forum arbitrase. Pada saat
mereka mengaitkan dan menyetujui klausul arbitrase,
sama sekali belum terjadi sengketa. Pengaturan arbitrase
ini ada dalam Pasal 615 ayat (3) Rv dan diatur juga
dalam Pasal 1I Konvensi New York 1958. Tata cara
pembuatan klausul pactum de compromittendo, adalah:
a) mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian
pokok; dan
b) klausul arbitrase dibuat dalam perjanjian tersendiri
yang terpisah dari perjanjian pokok.
Akta kompromis, ialah suatu perjanjian arbitrase yang
dibuat setelah timbulnya sengketa antara para pihak.
Pengaturannya ada dalam Pasal 618 Rv dan diatur juga
dalam Pasal 1T Konvensi New York 1958.%
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Para pihak yang bersengketa dapat memilih lembaga
arbitrase nasional (misalnya Badan Arbitrase Nasional Indone-
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% M. Yahya Harahap. 1991. Arbitrase, Pustaka Kartini, Jakarra, hlm. 100.
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sia), arbitrase ad hoc (temporer) maupun arbitrase interna-

sional (antara lain: International Center for Settlement of

Investment Dispute dan International Chamber of Commers).

Pengakuan hukum Indonesia terhadap putusan arbi-
trase internasional semakin diperkuat setelah berlakunya UU
AAPS No. 30/1999 yang substansinya juga mengatur penga-
kuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di In-
donesia, khususnya dalam Bagian Kedua, Pasal 65 sampai
dengan Pasal 69, yang secara otomatis mencabut dan menya-
takan tidak berlaku lagi Keppres No. 34/1981 dan Peraturan
MA No. 1/1990.

Pasal 66 UU AAPS No. 30/1999 memuat persyaratan
suatu, putusan arbitrase internasional dapat memperoleh
pengakuan dan dapat dilaksanakan di Indonesia, yaitu:

(1) Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter
atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan
negara Indonesia terikat perjanjian, baik secara bilate-
ral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelak-
sanaan putusan arbitrase internasional;

(2) Putusan arbitrase internasional tersebut menurut keten-
tuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup
hukum perdagangan;

(3) Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan
di Indonesia adalah putusan arbitrase vang tidak berten-
tangan dengan ketertiban umum;

(4) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di
Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusar;

(5) Terhadap putusan arbitrase internasional yang salah
satu pihaknya adalah negara Indonesia, hanya dapat
dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mah-
kamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

| Perjanjian Jual Beli
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Selanjutnya, untuk pelaksanaan eksekuatur beserta sita
eksekutorial tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 206 HIR/
RBG.

. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Alternatif
Penyelesaian Sengketa

APS (singkatan dari alternatif penyelesaian sengketa)
yang merupakan terjemahan dari istilah asing (Inggris), yaitu
Alternatif Dispute Resolution, oleh Suyud Margono diartikan-
nya sebagai alternative to litigation dan alternative to adjudi-
cation, yang kedua pengertian itu menimbulkan implikasi
makna yang berbeda. Alternative to litigation mempunyai
implikasi makna seluruh penyelesaian sengketu di lnar penga-
dilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari APS. Seba-
liknya, alternative to adjudication mempunyai implikasi mak-
na APS dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang
bersifat konsensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi,
mediasi, dan negosiasi.®?

Adapun pengertian yuridis APS menurut UU AAPS No.
30/1999, adalah “Lembaga penyelesaian sengketa di luar
pengadilan atau beda pendapat melalui prosedur yang disepa-
kati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian
ahli”. Jadi, APS menurut UU AAPS No. 30/1999 mengandung
makna sebagai alternative to adjudication.

APS sebagai suatu lembaga dan metode penyelesaian
sengketa secara nonlitigasi atau di luar Pengadilan Niaga perlu
digunakan oleh para pihak yang bersengketa di bidang desain
industri, karena prosedurnya yang tunggal, tidak birokratis,
cepat, dan biaya rendah, berdasarkan musyawarah untuk

® Suyud Marge h0. 2000, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase:
Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.
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manfaat, dan ada kepastian yang dapat diterima oleh semua
pihak yang bersengkera.

APS, sebagaimana telah ditegaskan secara normatif da-
lam Pasal 124 UU Paten No. 14/2001 jis. UU AAPS No. 30/
1999 di atas, mencakup bentuk dan mekanisme hukum beru-
pa negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih
oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Memerhatikan bentuk dan mekanisme hukum APS,
maka dapat dipahami bahwa masing-masing bentuk dan me-
kanisme hukum APS itu dapat dikembangkan oleh pihak-
pihak yang terlibat di dalamnya sesuai dengan kebutuhan dan
karakteristik sengketanya dengan memerhatikan kepentingan
para pihak yang bersengketa secara adil dan seimbang.

11. Penyelesaian Tindak Pidana Paten

Tindak pidana (strafbaar feit atau delict) adalah suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
Sifat penting dari tindak pidana ialah sifat melawan hukum
dari tindak pidana itu (onrechtmatigheid). Selain itu, harus
ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana, yang dapat
dibedakan menjadi kesengajaan (opzet) dan kekuranghati-
hatian (culpa). Kemudian, tindak pidana yang (ilakukan oleh
si pelaku itu mempunyai akibat tertentu berup: kerugian atas
kepentingan orang lain. Jadi, ada hubungan sebab-akibat (cau-
sal verband) antara perbuatan si pelaku dengan kerugian ke-
pentingan tersebut.*’

Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 UU Paten No. 14/
2001 memuat ketentuan-ketentuan normatif pelanggaran
paten yang mengandung unsur-unsur suata tindak pidana,
sebagai berikut: |

® Wirjono Prodjodikoro. 1981. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco,
Jakarta- Bandung, hlm. 50-55.
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a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar
hak pemegang paten dengan melakukan salah satu
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

b. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar
hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah
satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah).

¢. Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal
40, dan Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling
Jama 2 (dua) tahun.

Memerhatikan ketentuan normatif dalam Pasal 130,
Pasal 131, dan Pasal 132 UU Paten No. 14/2001, maka dapat
dipahami bahwa UU Paten No. 14/2001 hanya memuat an-
caman pidana penjara dan/atau denda maksimal, tidak memu-
at ancaman pidana penjara dan/atau denda minimal sebagai-
mana diatur secara normatif dalam UU Hak Cipta No. 19/
2002. Artinya, secara yuridis terbuka kesempatan bagi hakim
untuk menjatuhkan hukuman yang sangat ringan kepada
pelaku pelanggaran paten yang mengandung unsur-unsur sua-
tu tindak pidana.

Proses hukum penyidikan terhadap pelanggaran paten
yang mengandung unsur-unsur suatu tindak pidana diatur se-
cara normatif dalam Pasal 129 UU Paten No. 14/2001, yang
menentukan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Penyidik PPNRI),
untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di
bidang paren, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (selanjut-

o
Paten 163



nya disingkat Penyidik PPNS) di lingkungan departemen yang

lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi HKI (dalam

hal ini Ditjen HKI Depkumham RI) juga dapat diberikan
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (selanjutnya disingkat UU HAP No. 8/1981).

UU Paten No. 14/2001 tampaknya menjadikan UU
HAP No. 8/1981 sebagai UU payung (umbrella provision),
karena ketentuan-ketentuan normatif tentang subjek penyidik
sepenuhnya mengacu kepada UU HAP No. 8/1981.

Baik Penyidik PPNRI (maupun Penyidik PPNS yang di-
berikan wewenang berdasarkan UU HAP No. 8/1981) mem-
punyai wewenang sebagaimana ditentukan secara normatif
dalam Pasal 129 ayat (2) UU Paten No. 14/2001, sebagai beri-
kut:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berke-
naan dengan tindak pidana di bidang paten;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan
hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
paten berdasarkan aduan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

c¢. meminta kererangan dan barang buku dari pihak yang
terkait sehubungan dengan tindak pidana di bidang
paten;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan
dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana
di bidang paten;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan doku-
men-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang paten;
dan

f.  meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang paten.
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Penyidik PPNS dalam tugasnya menurut ketentuan nor-
matif dalam Pasal 129 ayat (3) UU Paten No. 14/2001 membe-
ritahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya
kepada Penyidik PPNRI. Selanjutnya, dalam hal penyidikan
telah selesai dilakukan, Penyidik PPNS berdasarkan ketentuan
normatif dalam Pasal 129 ayat (4) UU Paten No. 14/2001
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik PPNRI dengan mengingat ketentuan nor-
matif dalam Pasal 107 UU HAP No. 8/1981.

Pasal 133 UU Paten No. 14/2001 memuat penegasan
bahwa pelanggaran paten yang mengandung unsur-unsur
suaru tindak pidana sebagaimana ditentukan secara normatif
dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 UU Paten No.14/
2001 adalah delik aduan (klachtdelict), sehingga konsekuensi
yuridisnya ialah Penyidik PPNS dan PPNRI tidak berwenang
melakukan proses hukum penyidikan jika tidak ada aduan
dari pemegang paten atau penerima lisensi paten sebagai
pihak yang kepentingannya dirugikan. Jadi, pemegang paten
arau penerima lisensi paten sebagai pihak yang kepentingan-
nya dirugikan mempunyai pilihan yang tidak dapat diganggu
gugat untuk menyelesaikan kasus hukumnya secara perdata
saja atau secara pidana saja atau kombinasi dari keduanya.

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten yang me-
ngandung unsur-unsur suatu tindak pidana, hakim berdasar-
kan ketentuan normatif dalam Pasal 134 UU Paten No. 14/
2001 dap it memerintahkan agar barang-barang hasil pelang-
garan paten tersebut disita oleh negara untuk dimusnahkan.

Secara normatif, Pasal 135 UU Paten No. 14/2001 me-
muat ketentuan pengecualian dari pelanggaran paten yang
mengandung unsur-unsur suatu tindak pidana, yaitu
a. mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi paten

di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke
pasar di suatu negara oleh pemegang paten yang sah
dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku;
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b. memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten di
Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum
berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk
proses perizinan kemudian melakukan pemasaran sete-
lah perlindungan paten tersebut berakhir.

Memerhatikan ketentuan pengecualian dalam Pasal
135 UU Paten No. 14/2001, maka dapat dijelaskan bahwa
dikecualikannya importasi produk farmasi adalah untuk men-
jamin adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan
dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan
manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu
produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga
yang telah beredar secara sah di pasar internasional. Selain
itu, dikecualikannya produksi farmasi adalah untuk menjamin
tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhir-
nya masa perlindungan paten. Dengan demikian, harga produk
farmasi yang wajar dapat diupayakan. Adapun yang dimaksud
dengan proses perizinan adalah proses untuk pengurusan izin

edar dan izin produksi atas suatu produk farmasi pada instansi
terkait.
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Model Perjanjian Jual-Beli Rumah
Panggung Bongkar Pasany (Knockdown
House) Berklausula Perlindungan
Hukum Paten™

A. Pendahuluan

Rumah panggung bongkar pasang (knock down house)™
adalah rumah yang bisa dibongkar dan dipasang terbuat dari
bahan kayu. Rumah panggung bongkar pasang merupakan
kerajinan industri kreatif terdapat di Desa Tanjung Batu Sebe-
rang, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Seba-

® Ringkasan hasil Penelitian Hibah Strategis Nasional Tahun Anggaran 2009
yang dilaksanakan oleh Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial
Laili Mutiari, berjudul “Model Perjanjian Jual-Beli Rumah Panggung Bongkar
Pasang (Knock Down House) Berperspektif Hak Kekayaan Intelekrual di Desa
Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan”, yang
didanai oleh Direkrorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional ber-
dasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor: 0200.0/023-04.2/
VI1/2009 Tanggal 31 Desember 2008, Surat Keputusan Rektor Universitas
Sriwijaya Nomor: 039/H9/KP/PL/2009 Tanggal 19 Februari 2009 perihal
Persetujuan Judul dan Penunjukan Tenaga Pelaksana Penelitian Hibah Strategis
Nasional dan Potensi Pendidikan Universitas Sriwijaya Tahun 2009, danSurat
Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Strategis Nasional Tahun Anggaran
2009 Nomor: 078/H9.2.1/PL/2009 Tanggal 2 Maret 2009.

* Dalam kamus knockdown diartikan sebagai easily assembled and dismantled
atau Something designed to be easily assembled or disassembled. Dengan
demikian bongkar pasang dapar diartikan sebagai sesnatu desain yang dapat
dengan mudah dibongkar dan dipasang kembali. Periksa Webster’s Revised
Unabridged Dictionary. Retrieved December 20, 2008 atau buka kamus The
American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition,
Houghton Mifflin Company.Published by Houghton Mifflin Company.
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gian besar penduduknya (80%) berprofesi sebagai pembuat
rumah panggung bongkar pasang yang keahliannya didapat
secara turun temurun. Rumah panggung bongkar pasang yang
sudah siap/selesai dibangun, ditawarkan atau dijual kepada
pembeli. Selain itu pembeli dapat juga memesan sesuai dengan
ukuran yang diinginkan. Apabila harga rumah yang dijual itu
sudah ada kesepakatan®, maka penjual akan membongkar
rumah tersebut untuk kemudian dipasang kembali di tempat
yang diinginkan pembeli.*’

Transaksi jual beli rumah panggung bongkar pasang
lebih dibuat dalam bentuk lisan dan tertulis. Namun perjan-
jian yang dibuat secara lisan tidak memberikan kepastian hu-
kum bagi para pihak dan akan memberikan peluang terjadinya
konflik antara para pihalke. Selain itu jika terjadi sengketa tidak
dapat memberikan bukti bahwa telah terjadi perjanjian jual
beli. Ternyata transaksi jual beli secara lisan sudah cukup
lama berlangsung. Walaupun ada juga ditemukan dalam
beberapa perjanjian tertulis yang tidak dibuat dengan baik
(kurang lengkap) misalnya; identitas para pihak (subjek
hukum), objek hukum (spesifikasi rumah), jangka waktu
pemesanan, cara pembayaran, mekanisme pemasangan ru-
mah sesuai dengan permintaan pembeli dan lain sebagainya.

Seharusnya dalam jual beli jual beli rumah panggung
bongkar pasang ada spesifikasi rumah yang dituangkan dalam
perjanjian sehingga pembeli mempunyai hak informasi yang
jelas, benar dan jujur. Karena sebagai konsumen, mereka
mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar
dan jujur berkaitan dengan objek perjanjian.®® Kebiasaan yang

% Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Batu Seberang, Bapak Syarifuddin, 1
Maret 2009.

¥ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_llir#Perbatasan_Kabupaten
Akses 21 Desember 2008.

% Lebih lanjut hak-hak konsumen dapar dilihar dalam Pasal 4 Undang-UndangNo.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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berlaku di masyarakat industri rumah panggung bongkar
pasang misalnya pembayaran rumah sampai tiga tahap yang
dibayarkan oleh pembeli kepada pihak penjual. Kebiasaan
ini ditnangkan dalam model perjanjian, karena sifatnya tidak
memberatkan konsumen.

Kalau dikaji ternyata nilai/harga rumah panggung bong-
kar pasang cukup tingga sehingga perlu didukung oleh suatu
bentuk perjanjian tertulis dalam bentuk standar baku®, isinya
memberikan hak dan kewajiban yang seimbang antara pihak
pembeli dan penjual. untuk itulah perlu didesain model per-
janjian agar ada keseimbangan antara para pihak. Rumah
panggung bongkar pasang (knock down) merupakan hasil
karya anak bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan
hukum di bidang HKI.?* Karena memiliki nilai seni, budaya,
teknologi yang bernilai ekonomi tinggi.”! Apakah karya terse-
but dapat dilindungi dalam bentuk hak paten, hak cipta®
ataukah sebagai desain industri.”* Agar tidak terjadi sengketa

¥ Johannes sunawan,Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia, Jurnal Hukum
Bisnis, Volume 22, No.6 Tahun 2003, hlm. 45. Atau Baca:Johanes Gunawan,
Penggunaan Perjanjian Standar Dan Implikasinya Pada Azas Kebebasan
berkontrak, Majalah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, No. 3-4/1987,
him. 45-60.

" Istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa Aras) yang disingkat HKI, telah resmi
digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan
RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara
Pendayagunaan Apatur Negara dalam Surar No. 24/M/PAN/1/2000.

* Lebih lanjut baca Pasal 10 ayar (2) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
yang menyebutkan bahwa negara memegang hak cipra atas folklore (sekumpulan
cipraan tradisional baik yang dibuat oleh perkelompok atau perorangan dalam
masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan
standar dan nilai-nilai yang diucapkan dan diikuti secara turun temurun seperti
ukiran-ukiran, kerajinan tangan.

* Bandingkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Hak Cipra dan Undang-

Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Desain Industri.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Desain Industri maka dimungkinkan
perlindungan suatu desain industri berdasarkan undang-undang Hak Cipra,
karena sebuah desain dikategorikan sebagai salah saru karya seni (artistick
work), Ranti Fauza Mayana, 2004. Perlindungan Desain Industri Di Indonesia:
dalam era perdagangan bebas,PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 157.
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ke depan atau hal-hal yang ridak diinginkan, maka negara

perlu memberikan perlindungan HKI terhadap rumah pang-

gung bongkar pasang melalui pendaftaran.

Pada saat ini dalam era perdagangan bebas sangat me-
mungkinkan pihak asing untuk mempergunakan dan memper-
banyak ciptaan yang berasal dari hasil kebudayaan Indone-
sia yang tidak diketahui penciptaannya digunakan untuk ke-
pentingan komersial (misalnya pembajakan). Mengingat de-
sain tradisional yang merupakan kekayaan nasional dan mem-
punyai nilai ekonomi yang tinggi bagi pendesain yang ber-
sangkutan jangan sampai ditiru dan didaftarkan oleh pende-
sain-pendesain asing, maka Pemerintah Indonesia perlu me-
lindungi invensi atau kreasi tersebut.

Indonesia harus bersungguh-sungguh melakukan per-
lindungan terhadap Hak-hak kekayaan Intelektual® seperti
halnya rumah panggung bongkar pasang yang dibuat oleh ma-
syarakat Tanjung Batu Seberang. Wujud nyata perlindungan
HKI terhadap rumah panggung bongkar pasang yaitu melalui
pendaftaran di Ditjen HKI Depkumham RI.

Dari gambaran seperti yang telah disebutkan pada latar
belakang di atas, maka ada 2 (dua) permasalahan yang perlu
dikaji yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk dan isi model perjanjian jual-beli
rumah panggung bongkar pasang (knocdownhouse) di
Desa Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir Pro-
vinsi Sumatera Selatan yang dapat memberikan kepastian
hukum dan keadilan yang seimbang antara penjual dan
pembeli?

2. Apakah paten sebagai HKI dalam rumah panggung
bongkar pasang (knocdownhouse) di Desa Tanjung Batu
Seberang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

% Ade Maman Suherman, 2004. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghala
Indonesia, hlm. 119.
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st

dapat diklaim dan dilindungi berdasarkan model per-
janjian jual-beli tersebut?

B. Model Perjanjian Jual-Beli Rumah Panggung
Bongkar Pasang (Knock Down House) di Desa
Tanjung Batu Seberang Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

1. Deskripsi Pengrajin Industri Rumah Panggung Bongkar
Pasang dalam Konteks Jual-Beli

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat industri
rumah panggung bongkar pasang yang berprofesi sebagai
tukang. Sedangkan sampel yang terpilih secara purposive
untuk sosialisasi Model Kontrak berjumlah 30 tukang. Na-
mun yang dapat hadir pada waktu pendampingan dan so-
sialisasi berjumlah 24 orang, dan dalam sosialisasi tersebut
sekaligus diberikan keterampilan kepada peserta untuk mem-
pelajari cara penggunaan Model Perjanjian Rumah Panggung
Bongkar Pasang. Setelah sosialisasi diberikan, untuk menda-
patkan data penunjang yang lebih akurat, disebarkan kuisio-
ner kepada peserta. Temuan umum berkaitan dengan perjan-
jian jual beli adalah usia responden (tukang) lebih banyak
berkisar antara 30-40 tahun dan 51-60 tahun masing-masing
37,50%. Pendidikan mereka 50% Sekolah Dasar, sisanya
33,3% tamat SLTA dan 16,6% tamat SLTP. Dengan latar
belakang pendidikan yang mereka miliki terutama yang
berpendidikan SD, tidak begitu mampu membuat perjanjian
atau kontrak yang baik. Walaupun ditemukan perjanjian
secara tertulis (20,83%) namun isinya tidak memenuhi per-
syaratan seperti lazimnya pembuatan perjanjian (kontrak).
Pengalaman para tukang dalam membuat rumah panggung
bongkar pasang sudah cukup lama bahkan ada yang sudah
mencapai antara 41-50 tahun (4,17%) dan persentase ter-
tinggi mencapai 45,83% dengan pengalaman antara 11-20
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tahun. Pengalaman tukang yang cukup lama membuat mereka
lebih terampil dalam mengerjakan rumah panggung bongkar
pasang.

Sehubungan dengan transaksi jual beli rumab panggung
bongkar pasang umumnya perjanjian yang dibuat secara lisan
terutama mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar. Sedang-
kan mereka yang berpendidikan SLTA, berupaya membuat
perjanjian dalam bentuk tertulis. Sehingga dapat dikatakan
bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap bentuk per-
janjian jual beli Rumah Panggung Bongkar Pasang.

Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis bukan
berarti selalu disiapkan oleh penjual (tukang pembuat rumah
panggung bongkar pasang), tetapi ada juga perjanjian tertulis
disiapkan oleh pihak pembeli (umumnya berstatus Badan Usa-
ha seperti PT dan CV). Namun walaupun perjanjian tertulis
telah disiapkan oleh pembeli, masih ada kelemahan yang dite-
mui, di antaranya; tidak lengkapnya identitas para pihak (sub-
jek), objek perjanjian tidak jelas, hak dan kewajiban para
pihak tidak diatur secara rinci, cara pembayaran, serta tidak
menyebutkan tempat atau lokasi pemasangan rumah pang-
gung dll.

Hasil analisis penelitian ini dapat dikatakan ada 2 (dua)
kategori yang disebut sebagai penjual rumah panggung bong-
kar pasang di Desa Tanjung Batu Seberang. Kategori pertama,
ialah Penjual rumah panggung bongkar pasang sebagai pemilik
modal dan sekaligus juga sebagai tukang (75%). Dalam kate-
gori pertama ini pemilik modal memiliki keahlian menukang,
dibantu oleh tukang lain untuk membuat rumah panggung
bongkar pasang. Kategori kedua, penjual yang berstatus ha-
nya menyiapkan modal saja (16,67%) dan menyuruh/mengu-
pah pibak lain (tukang) untuk membuat rumah panggung
bongkar pasang.

Jumlah rumah panggung yang sudah terjual sejak mere-
ka berprofesi sebagai tukang tidak ditemukan data yang
akurat. Namun melalui jawaban kuisioner dari responden,

. § Perjanjian Jual Beli
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dapat diketahui bahwa 986 unit rumah panggung bongkar

pasang sudah terjual hingga bulan Juli 2009 yang terdiri dari

639 unit rumah siap jual dan 347 unit pesanan.

Dalam penjualan rumah panggung bongkar pasang ada
tiga macam bentuk perjanjian yang dipakai oleh penjual yaitu
secara lisan (33,33%), tertulis (20,839%) dan secara lisan dan
tertulis (41,66%). Namun kalau dihitung dengan kasat mata,
perjanjian secara lisan lebih banyak digunakan jika dibanding-
kan dengan perjanjian secara tertulis. Perjanjian secara tertulis
didasari adanya unsur kepercayaan antara para pihak dan
dirasakan lebih simpel prosesnya dibandingkan dengan ter-
tulis. Dengan menggunakan perjanjian secara lisan, penjual
tidak perlu memikirkan membuat isi perjanjian karena ter-
batasnya kemampuan dan ilmu pengetahuan untuk membuat
perjanjian.

Dalam perjanjian jual beli rumah panggung bongkar
pasang di Desa Tanjung Batu Seberang mempunyai karakter
sebagai berikut.

a. Rumah panggung bongkar pasang adalah termasuk benda
bergerak yang penyerahannya dapart dilakukan dari tangan
ke tangan.

b. Harga rumah panggung bongkar pasang dijual per-meter.
Saat ini harga 1 (satu) meter persegi Rp 1.500.000,00
jadi harga 1 (satu) unit rumah adalah luas-rumah dikali
dengan harga per meter bujur sangkar.

c. Harga rumah panggung bongkar pasang tidak termasuk
tiang dan atap rumah.

d. Pembayaran jual beli rumah panggung bongkar pasang
umumnya dilakukan tiga tahap (62,33%) Tahap perta-
ma, dibayar pada saat disepakatinya harga rumah.
biasanya penjual minta dibayar 50% dari harga rumah.
Sisanya dibayar pada tahap berikutnya, dengan persen-
tase tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.
Tahap kedua, dibayar pada saat rumah selesai dibangun
atau pada waktu mau dibongkar. Sedangkan Tahap ketiga
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3 dibayar pada waktu rumah selesai dibangun atau dipa-
sang di lokasi yang telah ditentukan oleh pihak pembeli.

e.  Biaya pemasangan/pembangunan rumah panggung bong-
kar pasang di lokasi pembeli adalah tanggung jawab pen-
jual. Jadi biaya jasa/upah tukang yang memasang/memba-
ngun rumah tersebut sudah termasuk harga rumah yang
dibeli. Namun akomodasi tukang ditanggung oleh pihak
pembeli.

f. Jika*terjadi kenaikan harga bahan baku maka pihak pen-
jual tetap akan menyelesaikan pembangun in rumah ter-
sebut tanpa meminta biaya tambahan (sesuui dengan har-
ga rumah yang disepakati).

Untuk membuat rumah panggung bongkar pasang
umumnya diselesaikan dalam waktu 3-4 bulan oleh 3-5 orang
tukang. Namun yang pasti penyelesaian rumah panggung
bongkar pasang berkait erat dengan luas atau besarnya rumah
yang dipesan. Semakin besar ukuran rumah panggung bong-
kar pasang yang dibuat/dipesan, maka akan semakin lama
tahap penyelesaiannya. Lamanya waktu penyelesaian ini me-
rupakan salah satu isi perjanjian yang dituangkan dalam model
perjanjian jika rumah tersebut dibeli dengan cara pesanan.

Ukuran rumah panggung bongkar pasang yang paling
banyak diminati konsumen baik rumah siap pakai (54,17%)
Mmaupun pemesanan (50%) adalah ukuran 6 x 8§ m persegi.
Mereka yang membeli rumah datang dari provinsi lain bah-
kan dari mancanegara seperti: Aceh, Pekanbaru, Lampung,
Jakarta, Surabaya, Bali bahkan ada pembeli dari Negara lain
seperti Malaysia untuk dipasang/dibangun di Negeri Selangor,
Malaysia.

Selama terjadinya perjanjian jual beli rumah panggung
bongkar pasang baik secara lisan maupun tertulis sangat ja-
rang terjadi sengketa, walaupun pernah terjadi perselisihan
(8,33%) dapat diselesaikan secara musyawarah. Perselisihan

I Perjanjian Jual Beli
i1 Berklausula Perlindungan Hukum Paten

yang pernah terjadi adalah masalah keterlambatan pemba-
yaran (wanprestasi) dari pihak pembeli.

2. Mekanisme Transaksi Jual-Beli Rumah Panggung
Bongkar Pasang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi l?er-
arti persetujuan jual beli antara dua pihak.*® Persetujuan ]l}al
beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian timbal bflhk,
di mana perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kev&'fajlban
pokok bagi kedua belah pihak.’® Sedangkan jual beli (BW)
adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pxl}a}k
vang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak n.nhk.
atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji
untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang seba-
gai imbalan atas perolehan hak milik tersebut.”” Hak dan
kewajiban para pihak dalam perjanjian baik secara lisan mau-
pun secara tertulis dalam perjanjian jual beli rumah panggung
bongkar pasang, belumlah memberikan ketegasan, sehingga
tidak memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan data primer yang didapat, mekanisme
transaksi jual beli rumah panggung bongkar pasang antara
penjual dan pembeli, dapat dideskripsikan dengan 2 (dua)
cara yaitu:

Cara pertama, penawaran dari pihak penjual kepada
pihak pembeli untuk objek (rumah panggung bongkar pa-
sang) yang sudah siap/selesai dibangun oleh tukang d.engan
ukuran yang sudah ditetapkan. Apabila pihak pembeli tellah
sepakat terhadap harga yang ditawarkan oleh penjua.l. begml
juga cara pembayarannya maka sudah terjadi perjanjian jual

# Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indnesia, 2008. Departemen Pendidikan
Nasional, PT. Gramedia pustaka Urama, Jakarta, hlm. 1484. =

¢ Mariam Darus Badrul zaman, et. al, 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, PT.
Citra Aditya Bakri, Jakarta, hlm. 66.

R ':Zubekti'1 1995. Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 1.
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beli. Setelah ada kesepakatan, pihak penjual membongkar
rumah tersebut dan memasangkan/membangun kembali ru-

mah panggung bongkar pasang ke lokasi yang telah diten-

tukan oleh si pembeli.

Cara kedua, objeknya (rumah panggung bongkar pa-

sang) belum dibuat/dibangun tetapi menunggu pesanan

terlebih dahulu dari pihak pembeli sesuai dengan kriteria yang

diinginkan, misalnya ukuran rumah, bentuk rumah, bahan

(kayu yang digunakan) dan lokasi tempat pemasangan rumah,

yang nantinya akan memengaruhi harga rumah. Harga rumah

yang ditawarkan baik dengan cara pertama maupun cara
kedua, harganya dihitung berdasarkan luas rumah. Dengan
kata lain harga rumah yang ditawarkan oleh pembeli dengan
cara dihitung harga rumah per meter persegi dikalikan dengan
luas/ukuran rumah. Harga per meter persegi yang ditawarkan
adalah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Harga
tersebut di luar harga atap dan tiang rumabh. Jika ada kese-
pakatan harga rumah, maka terjadilah perjanjian jual beli
rumah. Jual beli rumah panggung bongkar pasang baru
beralih haknya apabila telah ada pelunasan tahap akhir dari
pembeli kepada penjual. Selanjutnya penjual membongkar
rumah tersebut, kemudian memasang di lokasi yang telah
ditentukan oleh pembeli. Setelah selesai dipasang, kemudian
dilakukan serah terima rumah panggung bongkar pasang dari
pihak penjual kepada pembeli.

Prosedur pembelian rumah panggung bongkar pasang

dapat dilihat pada diagram di bawah ini:
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Gambar 1 Alur Prosedur Jual Beli Rumah Panggung
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Kalau dilihat pada Gambar 1 dj atas, perjanjian jual
beli rumah panggung bongkar pasang yang dilakukan secara
lisan dan tertulis. i’erjanjian secara lisan dilakukan antara
penjual dengan pembeli yang statusnya individu. Sedangkan
perjanjian jual beli rumah panggung bongkar pasang secara
tertulis dapat dilakukan antara penjual dengan pembeli yang
berstatus individu atau badan usaha (perusahaan). Jual beli
rumah panggung bongkar Pasang terjadi pada objek yang
sudah disiapkan (siap jual) atau dengan cara pemesanan.

Pembayaran pembelian rumah panggung bongkar pa-
sang baik yang sudah disiapkan maupun berdasarkan peme-
sanan biasanya dilakukan dengan 3 (tiga) tahap. Tahap per-
tama yaitu pembayaran di muka (DP) biasanya 50% dari harga
rumah. Pembayaran awal yang sudah diserahkan kepada pen-
jual dengan cara pemesanan biasanya akan digunakan penjual
untuk modal membeli bahan baku dan upah pembuatan ru-
mah. Hal ini disebabkan karena penjual terbatas dengan mo-
dal yang dimiliki. Tabap kedua, pembeli memb yar sisa harga

rumah kepada penjual yang besarnya sesuai dengan kesepa-

katan (25%) apabila rumah tersebut sudah selesai dibangun
dan siap dibongkar. Sedangkan tahap ketiga, pembayaran sisa
harga rumah (25%) tahap kedua diserahkan oleh pembeli
apabila rumah tersebut sudah selesai dibangun/dipasang kem-
bali di lokasi pembeli sesuai dengan kesepakatan.

Dari beberapa perjanjian tertulis yang ditemukan dapat
diketahui bahwa isi perjanjian jual beli masih lemah dari segi
hukum, antara lain; identitas para pihak yang tidak lengkap,
tidak menyebutkan spesifikasi secara lengkap, tidak menye-
butkan Jokasi pemasangan rumah yang diinginkan oleh pem-
beli, tidak ditegaskan biaya yang mana yang ditanggung oleh
penjual atau oleh pembeli, waktu pembayaran dan tidak di-
tandatangani di atas meterai, padahal nilai transaksi mencapai
puluhan juta rupiah.

Sehubungan dengan bea meterai, menurut Pasal 1 (2)
huruf A Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Perjanjian Jual Beli
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Meterai (Lembaran Negara 1985 Nomor 89 dan Tambahan

Lembaran Negara No. 3313) jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah

No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai,

disebutkan bahwa pajak atas dokumen yang dipakai oleh

masyarakat dalam lalu lintas hukum seperti dimaksud pada
kedua peraturan di atas dikenakan bea meterai sebesar Rp

6000 terhadap dokumen yang berbentuk:

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya, antara lain; surat
kuasa, surat hibah, surat pernyataan, yang dibuat dengan
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, menge-
nai perbuatan, kenyataan/keadaan yang bersifat perdata.
(dengan Meterai Rp 6.000). .

2. akta-akta notaris termasuk salinannya; (dengan meterai
Rp 6.000)

3. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah

(PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya; (dengan meterai
Rp 6.000).

4. surat yang memuat-jumlah uang lebih dari Rp
1.000.000,00, (misalnya yang menyebutkan penerimaan
uang) dengan meterai Rp 6.000,00

Dengan demikian perjanjian jual beli rumah panggung
bongkar pasang yang harganya mencapai puluhan juta ter-
masuk surat yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,00. Perma-
salahan yang muncul adalah apakah dokumen tersebut men-
jadi tidak sah jika tidak dibubuhi meterai. Ada suatu pendapat
yang menyebutkan bahwa meterai bukanlah penentu bahwa.
dokumen tersebut sah atau tidak. Hal ini memang sering kali
menjadi kerancuan. Menurut Ahmad Gozali (Perencana Ke-
uangan, Depkeu)®® meterai bukanlah alat keabsahan sebuah
dokumen, meterai adalah bukti pembayaran pajak pada ne-

% htp://74.125. 153.132/search?q=cache:quOaIlYaKEj:‘www.perencana
keuangan.com/files/surattanpa meterai heml+ &cd=68&hl=id&ct=clnk&gl=
id akses 12 Juli 2009.
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gara atas pembuatan dokumen. Jadi meterai adalah bukti pem-
bayaran pajak, karena di situ ada nominal pajak yang diba-
yarkan, seperti Rp 3000 atau Rp 6000, itu adalah pajak yang
dibayarkan pada negara atas pembuatan dokumen tadi.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Peru-
bahan Tarif Bea Meterai, kalau tujuannya digunakan sebagai
alat pembuktian dikenakan bea meterai. Dokumen yang ber-
bentuk perjanjian jual beli secara tertulis merupakan alat buk-
t1, bahwa telah terjadi perjanjian jual beli rumah panggung
bongkar pasang antara pihak penjual dan pembeli. Karena
surat perjanjian itu digunakan sebagai alat bukti berarti wajib
dikenakan bea meterai.

3. Bentuk dan Isi Model Perjanjian Jual-Beli Rumah
Panggung Bongkar Pasang

Awalnya perjanjian jual beli rumah panggung bongkar
pasang dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli,
dengan menggunakan bukti pembayaran kuitansi. Keadaan
seperti ini sudah lama berlangsung pada masyarakat industri
rumah panggung bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Se-
berang.

Walaupun perjanjian secara lisan masih banyak diguna-
kan, namun sudah ada pergeseran di masyarakat untuk meng-
gunakan perjanjian tertulis. fakta menunjukkan bahwa secara
bertahap dan pasti, bentuk-bentuk kontrak yang digunakan
di dalam masyarakat Indonesia termasuk masyarakat industri
rumah panggung bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Sebe-
rang mengalami perubahan dan perkembangan. Semula kon-
trak dipahami sebagai ketentuan dan persyaratan yang disepa-
kati para pihak sebagai hasil perundingan atau negosiasi an-
tara para pihak yang membuatnya. Berubah atau berkem-
bang menjadi sebuah perjanjian atau kontrak yang dibuat se-
cara sepihak yaitu oleh pihak penjual (rumah panggung bong-
kar pasang).

Perjanjian Jual Beli
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Umumnya perjanjian baku dibuat atau disiapkan oleh
pihak yang kedudukannya lebih tinggi, misalnya penjual.
Seperti diketahui perjanjian baku adalah sebuah kontrak baik
isi, bentuk, maupun cara penutupannya dirancang, dibuat,
ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak
oleh salah satu pihak, (biasanya pelaku usaha), tanpa kesepa-
katan dengan pihak lainnya (konsumen). Namun dalam kon-
teks ini pihak pembeli justru kedudukannya lebih kuat diban-
dingkan pihak penjual. Pihak penjual mempunyai kedudukan
yang lemah, baik di bidang ekonomi maupun pengetahuannya,
karena sebagian besar mereka berpendidikan Sekolah Dasar
(50%) seperti disebutkan sebelumnya. Untuk itulah masyara-
kat industri rumah panggung bongkar pasang di Desa Tanjung
batu Seberang perlu diberikan perlindungan terhadap hak-
haknya juga kewajibannya yang dituangkan dalam suatu Mo-
del Perjanjian Jual Beli Rumah Panggung Bongkar Pasang
dalam bentuk perjanjian baku.

Adapun anatomi Model Perjanjian Jual Beli Rumab
Panggung Bongkar Pasang dalam bentuk perjanjian baku yang
dapat digunakan oleh penjual dalam transaksi jual beli, terdiri
dari:

a. Judul

b.  Pembukaan
¢.  Komparasi para pihak
d. Isi Perjanjian
e. Penutup

f.  Tanda Tangan
g.  Saksi-saksi

h. Lampiran (Berita Acara Penyerahan Rumah Panggung
Bongkar Pasang).

Deagan diperkenalkannya Model Perjanjian Jual Beli

Rumah 1anggung Bongkar Pasang dalam bentuk perjanjian
baku, masyarakat industri rumah panggung bongkar pasang
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(penjual) dapat menggunakan atau memanfaatkannya dalam

aktivitas bisnis.

Sebenarnya kontrak/perjanjian baku ini telah digunakan
pada hampir semua kontrak yang dibuat di masyarakat, mulai
dari yang paling sederhana seperti bukti pembelian (bon pem-
belian) yang mencantumkan ketentuan dan persyaratan se-
perti; barang yang telah dibeli tidak boleh ditukar atau dikem-
balikan, tiket parkir, bukti pengiriman surat kilat khusus,
tiket pesawat, kontrak/akad kredit bank dll. Namun kontrak
baku yang dibuat umumnya hampir selalu melemahkan hak-
hak konsumen.

Berhubung kontrak baku dirancang, dibuat, ditetapkan,
digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah
satu pihak, sedangkan pihak lainnya hanya dapat menerima
atau menolak (take it or leave it), tidak mengherankan bila
kontrak baku acapkali mengandung klausula baku yang berisi
ketentuan dan persyaratan yang:

a. mengurangi atau menghapuskan tanggung jawab pembuat
kontrak atas akibat hukum tertentu, misalnya ganti rugi
akibat wanprestasi;

b. membatasi atan menghapuskan kewajiban tertentu pem-
buat kontrak;

¢. menciptakan kewajiban tertentu yang kemudian dibe-
bankan kepada pihak lain, misalnya menciptakan kewa-
jiban memberi ganti rugi kepada pihak ke riga yang ter-
bukti mengalami kerugian.

Klausula baku yang berisi ketentuan dan persyaratan
sebagaimana disebutkan di atas, dikenal sebagai klausula
eksonerasi (exoneration clause) atau klausula eksemsi (ex-
emption clause). Klausula baku yang merupakan klausula
eksonerasi jelas telah merugikan pihak penutup kontrak arau
penerima tawaran, karena ia harus bertanggung jawab atas
akibat hukum tertentu dan memikul kewajiban tertentu yang
menurut hukum bukan merupakan tanggung jawab atau

Perjanjian Jual Beli
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kewajibannya. Pada banyak sistem hukum, klausula baku

semacam ini telah diatur pencantumannya di dalam kontrak

baku, misalnya di dalam Buku VI Pasal 236 dan 237 KUH

Perdata Baru Negeri Belanda (Nieuw Nederlands Burgerlijk

Wetboek)”, yang mencantumkan daftar hitam dan daftar abu-

abu klausula baku yang berisi klausula eksonerasi. Demikian

pula Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (UU-PK) telah melarang 8 (delapan)

macam klausula baku yang berisi klausula eksonerasi, yaitu:

4. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penye-
rahan kembali barang yang dibeli konsumen;

¢.  menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penye-
rahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/
atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada
pelaku usaha, untuk melakukan segala tindakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen
secara angsuran;

¢. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan
barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen
yang menjadi objek jual beli jasa;

g Menyarankan tunduknya konsumen kepada peraturan
yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya;

h.  Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada
pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak

? PPC. Haanappel and Ejan Mackaay, 1990. New Netherlands Civil Code
Patrimonial Law, Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer — Boston,hlm.
335-339.
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gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran.

Di samping itu, Pasal 18 UUPK juga melarang klausula
baku yang letak, bentuk, maupun pengungkapannya tidak
mudah dibaca, tidak jelas, dan sukar dimengerti.

Selain dalam UUPK yang melarang klausula baku yang
isinya merugikan konsumen, ternyata perjanjian baku yang
isinya meniadakan tanggung jawab juga dilarang oleh Un-
dang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009 Tentang Pener-
bangan, yaitu seperti yang disebutkan dalam Pasal 186, yang
isinya menyebutkan “Pengangkut dilarang membuat perjan-
jian atau persyaratan khusus yang meniadakan tanggung jawab
pengangkut atau menentukan batas yang lebih rendah dari
batas ganti kerugian yang diatur dalam undang-undang”.

Terkait dengan keadilan yang mewarnai model
perjanjian jual beli rumah panggung bongkar pasang, yang
dikembangkan oleh John Rawls memahami bahwa dalam kon-
disi sosial-ekonomi masyarakat yang tidak sama atau ridak
seimbang, hukum harus memberikan keuntungan kepada ke-
lompok masyarakat yang lemah ekonomi seperti pada masya-
rakat industri rumah panggung bongkar pasang, sesuai de-
ngan prinsip keadilan, guna mewujudkan keseimbangan so-
sial-ekonomi dalam masyarakat.'”

Selain itu, kontrak baku pada umumnya memanfaatkan
undue influence yaitu keadaan (kelemahan, keraguan, atau
keadaan tertekan) pihak penutup kontrak, sehingga perilaku
atau keputusan pihak tersebut berubah secara tidak bebas
demi keuntungan pihak pembuat kontrak. Adapun indikasi
undue influence dalam kontrak baku, antara lain:

100]ohn Rawls, 1971, Theory of Justice, Oxford University Press Inc, New York, p.
33,
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a. isi kontrak baku tidak masuk akal, tidak patut, berten-
tangan dengan kemanusiaan (unfair contract terms);

b. p?hak penutup kontrak baku dalam keadaan terteka’n-

c¢.  pihak penutup kontrak baku tidak memiliki pilihan lai,n
kecuali menerima isi kontrak baku, walaupun dirasakan’
memberatkan;

d. hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang

4. Paten sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Rumah
Patn.ggung‘Bongkar Pasang yang dapat Diklaim dan
Dilindungi Berdasarkan Model Perjanjian Jual beli

. Rumah panggung bongkar pasang yang terdapat di Desa
Tanjung Batu Seberang merupakan suatu karya intelektuali-
tas, yang perlu mendapat perlindungan hukum dari Negara.
Jenis HKI yang dapat diklaim kepada Ditjen HKI Depkum-
ham RI, terhadap Rumah Panggung Bongkar Pasang adalah
Paten Sederhana dan Desain Industri.'! Untuk mengklaim
HKI agar mendapat perlindungan hukum, yaitu dengan cara
mendaftarkan Paten Sederhana dan Desain Industri terhadap
rumah panggung bongkar pasang.

Paten Sederhana dan Desain industri adalah bagian dari
HKI yang merupakan hak yang berasal dari hasil kemampuan
intelektual manusia, sehingga perlu mendapat perlindungan
hukum ying memadai. °

Ada beberapa teori yang mendasari perlunya suatu ben-
tuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi HKI, termasuk
Paten Sederhana dan Desain Industri. Robert M. ’Sherwood
mengemukakan adanya Teori Penghargaan (Reward Theory)
vang menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya inte-
lektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada

“ Wawancara dengan Ibu Eliza, Kabid Paten Dirjen HKI, Jakarta 12 Juni 2009

L
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penemu/pencipta/pendesain harus di_ber.ikan penghargaan
sebagai imbangan atas upaya-upaya kreatlfny'a dalam mene-
mukan/menciptakan/mendesain karya-karya intelektual ter-
sebut,102

Teori lain yang juga sejalan dengan Teori Penghmtgaan
adalah Teori Insentif (Incentive Theory) yang mengaltk;m
pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bag¥
para penemu/pencipta/pendesain tersebut. Berdasarkan teori
ini insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya ke-
glatan-kegiatan penelitian yang berguna.'%? . :

Baik Teori Penghargaan, maupun Teori Insentif pada
intinya mempunyai visi yang sama tentang perlindungan
hukum bagi HKI berupa pemberian penghargaan kepada para
penemu/pencipta/pendesain atas karya intelekrual yang telah
dihasilkannya. Dalam perkembangannya, pemberian peng-
hargaan tersebur harus dikaitkan dengan upaya untuk men-
ciptakan iklim yang kondusif agar masyagkat tetap kreatif,
sebab penghargaan yang tidak memadai akan membunuh
kreativitas masyarakat itu sendiri. . :

Menurut Ranti Fauza Mayana, teori-teori tentang per-
lindungan hukum HKI sebagaimana diuraikan oleh Robert
M. Sherwood tersebut di atas, perlu disempurnakan. Atas
dasar itu, Ranti Fauza Mayana mengembangkan Teori Kepen-
tingan Makro, dengan memasukkan kepgntingan makro
sebagai upaya untuk menumbuhkan kreanwta-s masyarakart,
sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai satu-satunya
upaya memberikan keuntungan untuk individu' pex?emu/pcjn-
cipta/pendesain, tetapi lebih luas cakupan implikasinya, yaitu
untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demi-

* Robert M. Sherwood. 1990. Intellectual Property and Economic Dc\'clt)p111g11r:
Westview Special Studies in Science Technology and [’ubl.i s PO!IC}', \\’est\'lc:\'
Press Inc. San Franscisco, p. 11-13. Lihatr Muhammad Syai:uddin, de-f. 2009,
Desain Industri, Perspekeif Filsafatm Teori dan dogmatik Hukum, Tunggal
Mandiri Publishing, Malang, him. 47-48.

"G Ibid.,
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kian, pemberian penghargaan tersebut akan menjadi sum-
bangan konkret bagi negara dalam pembangunan ekonomi-
nya,104

Robert M. Sherwood mengemukakan pula adanya teori
keempat, yang disebut dengan Teori Risiko (Risk Theory).
Teori ini mengakui bahwa HKI adalah suatu hasil karya yang
mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil dari suaru
penelitian mengandung risiko yang dapat memungkinkan
orang lain yang terlebih dahuly menemukan cara tersebut
atau memperbaikinya, sehingga dengan demikian adalah wa-
jar untuk memberikan suary bentuk perlindungan hukum ter-
hadap upaya atan kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

Landasan hukum yang kuat yang berfungsi melindungi
HKI diperlukan untuk menghindarkan risiko yang potensial
timbul dari penggunaan secara tidak sah yang mengakibatkan
kerugian secara ekonomis dan moral bagi penemu/pencipta/
pendesain. Kesulitan mengatasi risiko ini juga dapat timbul,
karena meskipun aturan-aturan hukum HKJ yang ada telah
cukup memberikan perlindungan hukum, namun secara
praktikal terdapat kelemahan dalam penegakan hukum HKI
itu sendiri (law enforcement). Aras dasar itu, Teori Risiko
harus diartikan dalam spektrum yang lebih luas, tidak hanya
menyediakan aturan-aturan hukum HKI saja, tetapi juga
harus mengembangkan dan memfasilitas; kemampuan apa-
ratur penegak hukum dalam proses penegakan hukum HKI,
Selain itu, juga perlu membudayakan perlindungan hukum
HKI di level masyarakat itu sendiri, karena risiko pelanggaran
hukum HKI akan tetap potensial terjadi jika budaya hukum
masyarakar tidak mendukung proses perlindungan hukum
bagi HKI tersebut. Jadi, Teori Risiko harus dikembangkan

—

% Ranti Fauza Mayana. 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam
Era Perdagangan Bebas, PT. Gramedia Widiasarana Jakarta, him. 45,
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dengan memasukkan unsur-unsur budaya hukum sebagai

faktor pendorong perlindungan hukum bagi HKI.

Menurut Friedmann, sebagaimana dikutip oleh Satjipto
Rahardjo, komponen budaya hukum adalah komponen yang
terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengi-
kat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di
tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.!® Selanjut-
nya, Friedmann menjelaskan bahwa “legal culture refers, then,
to those parts of general culture-customs, opinions, ways of
doing and thinking that bend social force toward or away
from the law and in particularly ways”.'%

Perlindungan HKI akan memberikan kepastian hukum
dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro
dan mikro sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad
Djumhana dan R. Djubaedillah, sebagai berikut:

1) Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan do-

rongan untuk meningkatkan landasan teknologi nasional

guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih
cepat lagi;

Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada

dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan

iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya
gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra;

3) Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan
saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya
dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro
merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik

I~

1% Satjipto Raharjo. 1980. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, hlm. 83.
% Lawrence M. Friedmann. 1975. The Legal System: A Social Science
Perspective,Russell Sage Foundation, New York, p. 7
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penanaman modal asing, serta memperlancar perdagang-
an internasional.'?’

Schubungan dengan HKI Paten Sederhana yang dapaw
diajukan terhadap sistem rumah panggung bongkar pasang
di Desa Tanjung Batu Seberang adalah “ Sambungan Tebuk
Piabung”, merupakan suatu produk yang mempunyai pola
(pattern) dan mempunyai fungsi praktis dalam sistem bongkar
pasang. Jenis sambungan yang terdapat dalam sistem rumah
panggung ini merupakan jenis sambungan yang berbeda jika
dibandingkan dengan jenis rumah panggung bongkar pasang
yang terdapat di daerah lain (Indonesia). Karena pembuatan
rumah panggung bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Sebe-
rang dengan menggunakan alat sederhana (tradisional) seperti
gergaji, palu dan sugu, maka dapat didaftarkan sebagai Paten
sederhana. Untuk lebih jelasnya gambar “Sambungan Tebuk
Piabung” dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tt Lanm f Siod ( tiu)

Gambar 2 Model Sambungan Tebuk Piabung

Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah. 1999. Hak Milik Intelektual:

Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, him.
26.

BAB 5 Model Perjanjian Jual-Beli Rumah | 189
Panggung Bongkar Berklausula Perfindungan Hukum Paten :




-

—

Sedangkan untuk Desain Industri pada rumah pang-
gung bongkar pasang di Desa Tanjung Batu Seberang adalah
desain “rendo nanas” yang digunakan sebagai penghias dan
dapat juga berfungsi sebagai pagar teras rumah panggung.
“Rendo nanas” adalah suatu bentuk kreasi intelekrualitas pen-
desain yang mempunyai nilai estetis yang berbentuk tiga di-
mensi, merupakan suatu nilai produk rumah panggung bong-
kar pasang yang perlu mendapat perlindungan hukum melalui
pendaftaran. Di bawah ini adalah gambar “rendo nanas” yang
akan diajukan sebagai desain industri rumah panggung bong-
kar pasang:

Gambar 3 Model Rendo Nanas

C. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjan-
jian jual beli Rumah Panggung Bongkar Pasang (knock down
house) di Desa Tanjung Batu Seberang lebih banyak menggu-
nakan perjanjian dalam bentuk lisan daripada bentuk tertulis.
Perjanjian yang terjadi secara lisan disebabkan kuatnya unsur
saling percaya antara para pihak. Selain itu dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan pihak penjual (masyarakat industri) yang
umumnya relatif rendah, sehingga kurang mempunyai ke-
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mampuan optimal untuk menyiapkan perjanjian secara tertu-
lis. Namun kalau pembelinya berstatus badan usaha, perjan-
jian dibuat secara tertulis dan disiapkan sendiri oleh pembeli.

Untuk itulah salah satu tujuan dari penelitian ini adalah
membuat “Model Perjanjian Jual Beli Rumah Panggung Bong-
kar Pasang (knock down house)”. Perjanjian dalam bentuk
perjanjian/kontrak baku menciptakan efisiensi waktu, biaya
dan tenaga yang berdasarkan asas; konsensualisme; keperca-
yaan; kekuatan mengikat; persamaan hak; keseimbangan;
moral; kepatutan; kebiasaan dan asas kepastian hukum.

Rumah Panggung Bongkar Pasang berperspektif HKI
merupakan suatu karya intelektualitas yang mempunyai hak
eksklusif. Untuk itu perlu dilindungi oleh Negara dengan cara
mengajukan permohonan pendaftaran. HKI yang dapat di-
klaim terhadap ‘rumah panggung bongkar pasang” adalah
Paten Sederhana dan Desain Industri. Paten Sederhana yang
diajukan pendaftarannya yaitu sambungan tebuk piabung yang
terdapat dalam sistem bongkar pasang merupakan suatu in-
vensi produk sederhana yang memiliki nilai praktis dan bersi-
fat kasat mata (berwujud). Sedangkan Desain Industri terha-
dap rumab panggung bongkar pasang yang dapat diklaim ada-
lah desain “Rendo Nanas” yang merupakan ukiran untuk digu-
nakan pada teras rumah.

Rekomendasi terhadap masyarakat industri rumah
panggung bongkar pasang dalam transaksi jual beli untuk men-
capai kepastian hukum dan dapat dijadikan sebagai bukti,
sebaiknya digunakan perjanjian tertulis. Masyarakat industri
rumah panggung bongkar pasang segera memproses permo-
honan HKI untuk melindungi karya atau invensi mereka. Un-
tuk memperlancar proses tersebut pemerintah hendaknya
memberikan kemudahan terhadap mereka (masyarakat indus-
tri) yang ingin mengajukan permohonan pendaftar di Dirjen
HKI, misalnya memberikan prosedur yang mudah dan biaya
murah bagi pihak yang lemah ekonominya. Agar masyarakat

BAB 5 Model Perjanjian Jual-Beli Rumah
Panggung Bongkar Berklausula Perlindungan Hukum Paten



luas mengetahui cara pendaftaran HKI, perlu a-danyn' sosiali-
sasi pendaftaran HKI dari pemerintah melalm' media cetak
atau elektronik, sehingga masyarakat mengerti dan menge-
tahui cara melindungi hak-hak mereka sebagai karya inte-

lektual.
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